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Kata Pengantar

lndonesia adalah negara yang memiliki persoalan sosial

yang kompleks. Hal itu tercermin dari keanekaragaman kelompok

iosial dan persoalannya. Persoalan ketenagakerjaan menjadi salah

satu p€rsoalan sosial yang kompleks tersebut yaog pemerintah

banyak menjadi alamat kitik terhadap penyelesaian persoalan-

persoalan perburuhan yang belum memuaskan banyak pihak Salah

satu pemoalan ketenagakerjaan adalah perselisihaq baik
perselisihan antara buruh dm majikan maupun antal s€rikst tenaga

bunrh; baik perselisihan tentang ha,lr kepentingan" maupun lainnya.

Meskipun telah ada aturan mengenai penyelesairn perselisihafl

hubungan industrial, tetspi pada praktiknya masih banyak problem

yang harus diungkap jika persoalan ketenagakerjaan ingin
dicarikan jqlaq keluamYa.

Walisongo Mediation Center (WMC) memiliki Pertatian
besar dalam persoalan resolusi konflile khususnya mediasi.

Melalui kerjasama dengan NT FFIC Belanda WMC telah

melakukan serangkaian penelitian tentang konflik dan resolusi

konflik di Jawa Tengah. Penelitian ini adalah bagian dari upaya

WMC untuk lebih memasyarakatkan mediasi dan menjadikan

mediasi sebagai jalan penyelesaian konflik. Meskipun mediasi saat

ini telah diakomodasi oleh para pengambit kebijakan negara dalam

beberapa wilayah, seperti peradilan dan ketenagakerjaan' tetapi

pada praktiknya mediasi masih belum menjadi pilihan utama

dibandingkan kekerasan dan pengadilan.

Dengan penelitian tentang mediasi perselisihan hubungan

industrial ini, WMC ingin mengungkap peran mediasi dan

prospekny4 sekaligus problem-problem yang dihadapi mediator di
i"pong"o. Ilarapan dengan terselesaikannya penelitian ini adalah

alon semakin membaiknya Peran mediasi sebagai jalan damai

resolusi konflik, dengan adanya masukan-masukan kepada
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BAB I
PENDAET'LUAN

A. Latar BelakangM$dd
Hubungan industrial, yary merupakan keterkaitan

kepentingan antara pekeda/buruh dengan peryusah4 berpotensi

menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak. Perselisihan

hubungan industrial biasanya disebabkan oleh empat hal- Pertamq

perHaan pendapat atau kepentingal mengerai keadaatr

ketenagakerjam yang belum diatur dalam perjanjian kerja,

peratumtr perusahaan, perjanjian ke{a bersama atau p€raturan

perundang-undangan. Kedu4 kelalaian atau ketidakpatuhan salah

satu dau para pihak dalam melaksanakm ketentuan normatif yang

telah diatur dalam perjanjian kerjq peraturan Pemsaahaan'

1
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perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang_undangan.

Ketiga, pengakhiran hubungan kerja. Keempa! perbedaan

pendapat antar sorikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan

mengenai pelalcanaan hak dan kewajiban keserikat pekerjaan.

Peraturan perundangan yang mengatur hubungan industrial
tersebul yaitu UU No2 Tahun 2004 tentang penyelesaian

Persdisihan Hubungan Industrial Gru ppHD pada saat ini telah
berlangsung selama ernpat tahun sejak berlaku efektif 14 Januari
2006 silam. Selama pe{alanan empat tahun penerapa& undang_

undang ini tentunya telah memberi wama tersendiri terhadap para
pencari keadilan yaitu buruh daa pengusah4 khususnya dalam
proses penyelesaian p€(selisihan yang cepat dan murah.

Bagaimanapun, peraturan perundaryatr tersebut secara

mendasar telah merubah sistem dan mekaoisme pelryelesaian

perselisihan hubungaa industrial yang sebelunnya hanla
diselesaikan oleh unsur pemerintah (lembaga eksekutif) saj4
namun sekarang telaA melibatkan unsur pengadilan (lembaga

yudikatrf) rlalam pros€s penyelesaian percelisihan. Sebelumny4
mekanisme penyelesaian persenisihan perturuhan dilakukan mulai
dari penyelesaian di tingkat perusahaan (bipartit), pegawai
perantara/arbiEase, Panitia penyelesaiao perselisihan perburuhan

Daerah @4D) dan Panitia penyelesaian perselisihan pe6uruhan

Pusat (P4P). Kedua lembaga tersebut dibentuk dan dimotori oleh
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pemerintah. Sementara penyelesaian dengan UU PPI-tr dimulai dari

penyelesaian perselisihan di perusahaan (bipartit)

mediator/konsiliator/ arbitrase, Pengadilan Hubungan Industrial

(PH), dan Mahkamah Agung (MA)' Lembaga

- mediasiAonsiliasi/arbihase merupakan lembaga yang dibentuk

oleh pemerintah, sedangkan PHI dan MA adalah lembaga

yudikatif.

Di samping proses penyelesaian y.ng c€pat, UU PPHI juga

menjamin bahwa penyelesaian perselisihan di tingkat Pengadilan

Hubungan Industrial tidak dikenakan biaya perkara maupun

eksekusi selama nilai gugatannya di bawah Rp 150.000' sehingga

diharaplon setiap buruh bisa menyelesaikan perselisihan meroka di

pengadilan.

Dalam konteks Jawa Tenga[ meskipun IJU PPHI menjunin

penyelesaian perselisihan yang cePat dan murah, namun dalam

pelaksanaannya temyata belum seluruh prinsip yang diatur dalam

peraturan perundangan tersebut bisa diimplementasikan dengan

optimal. I{al ini karena adanya beberapa masalah krusial. Pertamq

keberadaan Pengadilan Hubungan Indusbial yang hanya di ibu

kota Provinsi saja, yanC dalam konteks Jawa Tengah berada di

Kota Semarang. IIal ini tentu sedikit baryak akal menghambat

proses penyelesaian perselisihan dari kabupaten/kota yang jauh

dari ibu kota provinsi tersebut. Bagaimana buruh harus berperkara
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apabila perselisihan yang disengketakan nilainya relatif kecil,
sem€ntara jarak antara kabupaten/kota dengan Kota Semarang

sangat jauh. Hal ini tentunya akan sangat merepotkirn buruh untuk
wira-wiri mengikuti sidang padahal belum tentu perkaranya bisa
dimenangkan.

Kedua, menempuh jalur litigasi memberikan tekanan
psikologis bagi para pekerj4 karena mereka harus berhadapan

dengan pengusaha yang tentu saja memilik modal u,ng yang jauh
lebih besar. Mereka tidak s€p€truhtrya mempercayai institusi
pengadilan sebagai institusi penegak hukum. Mereka menganggap
bahwa berhadapan dengan pengusaha di muka pengadilan sangat
beresiko karena. mereka akan mudah dikalahka!. Ketiga, bagi
pihak yang masih memiliki orientrsi ke depaa (fwre orierrtatiorr)
dan berbarap hubungannya dengan pihak lain tidak rusak akibat
perselisihan tersebut maka berftadapan melalui jalur litigasi
bukanlah pilihan yang b{lak. Maka harus ada pilihan penyelesaian

alternatif dalam menangani perselisihan tersebut.

Dalam hal ini, Undang_undang No. 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia memberi pehrang bagi buruh dan tenaga kerja
dalam menyelesaikan sengketa buruh. pada pasal g9 ayat 3 sub h
peraturar perundangan tersebut, dikemukakan bahwa Komnas
IIAM dapat menyelesaikan dan memberi pendapat stas sengketa
publilq baik terhadap perkara bunrh yang sudah disidangkan
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maupun yang belum disidangkan' Penjelasan Undang-undang

tersebut mengatakan sengketa publik yang dimaksud di dalam

Undang-undang Hak Asasi Manusia tersebut termasuk 3 (tiga)

golongan sengketa besar, antara lain sengketa pertanahan, sengketa

ketenagakerjaan dan sengketa lingkungan hidup. Seagketa

ketenagakerjaan tergolong sengketa publik dapat mengganggu

ketertiban umum dan stabilitas nasional, maka peluang pengaduan

pelanggaran hak-hak buruh tersebut dapat disalurkan ke Komisi

Nasional IIak Asasi Manusia sesuai dengm isi pasal 90 Undang-

undang No.39 Tahun 1999 yang berbunyi: " Setiap orang atau

kelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya

telah dilanggar dapat memajukan laporan dan pengaduan lisan atau

terElis pada Komisi Nasionat Hak Asasi Manusia". Kemudian

dikuatkan lagi dalam Bab VItr Pasal 101 Undang-undang No.39

Tahun 1999 tersebut bahwa Ircmbaga Komnas llAM dapat

menamprlng seluruh laporan masyarakat tentang terjadinya

pelanggaran hak asasi manusia.

Patut disimak bahwa UU No. 2 Tahun 2004 memungkinkan

penyelesaian sengketa burul/tenaga kerja dilaksanakan diluar

pengadilan. Penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah

penyelesaian oleh para pihak yang berselisih sehingga dapat

diperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak.

Penyelesaian biparti ini dilakukan melalui musyawarah mufakat
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oleh para pihak tanpa dicampuri oleh pihak manapun. Bipartie
merupakan langkah pertama yang wajib dilaksanakan dalarn
penyelesaian PHI oleh penguasa dan peket'a atau serikat pekerja
adalah dengan melakukan penyelesaian dengan musyawarah untuk
mufakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7
Undang-undang No.2 Tahun 2004 memberi jalan penyelesaian

sengketa Buruh dan Tenaga Kerja b€{dasar{<an musyawarah
mufakat dengan mengadakan asas kekeluargaan antara buuh dan
majikan. Penyelesaian perselisihan melalui bipartite ini memiliki
jangka waktu 30 hari kerja sejak dimulainya

sedangkan apabila jangka waktu terlampau maka perundingan

dinyatakan batal demi hukum. Ketentuao perundingan tersebut
setidak-tidaktrya harus memual antara lain mengenai nama

lengkap, tanggal dan tempat perundingaq pokok masalah,
pendapat pan pihalq kesimpulaa atau hasil perundiugaq serta
tanda tangan para pihak. Hasil perundingan kedua belah pihak atas
perjanjian tersebut acapkali disebut dengan perjanjian bersama
yang wajib didaftarkan pada pengadilan hubungan indusEial di
wilayah para pihak membuat perjanjian bersarha tersebut.

Ketika negosiasi antara kedua belah pihak gagl,
pemerintah dalam upayanya untuk memberikan pelayanaa

masyarakat khususnya kepada masyarakat peket'a/buruh dan
pengusah4 berkewajiban memfasilitasi penyelesaian perselisihan
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hubungan industrial tersebut. Upaya fasilitasi dilakukan

pemerintah dengan menyediakan tenaga mediator yang bertugas

untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang

berselisih dalam forum mediasi.

Mediasi ialah penyelesaian perselisihan antara dua pihak

atau lebih yang dimana para pihak mencari penyelesaiannya sendiri

dengan dibirntu oleh seorang atau lebih mediator. Dalam konteks

perselisihan hubungan indusrial, mediasi adalah penyelesaian

perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan

pemutusan hubungan kerja, dm perselisihan antar serikat pekeda

atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan' melalui

musyawarah yang ditengahi oleh seorang medistor yang netral,

sebagaimana tercantum dalam pasal I togka 1 truPPHI.

Pemerintah dapat mengangkat seorang mediator yang bertugas

melakukan mediasi atau juru damai yang dapar meqladi penengah

dalam menyelesaikan sengketa antara buruh dan majikan. Seorang

mediator yang diangkat tersebut mempunyai syaralsyarat

sebagaimana dituangkan dalam Pasal 9 Undang-undang No.2

Tahun 20M. Pengangkatan dan akomodasi mediator' ditetapkan

oleh Menteri Tenaga Kerja" yang dalam konteks Jawa Tengah

melalui Kepala Disnakerhans Jawa Tengah'

Pada kenyataannya, fakta di lap-gao menunjukkan

banyaknya kasus-kasus perselisihan hubungan industrial yang
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terjadi di Jawa Tengah, yang kebanyakan menyangkut kelalaian
atau ketidakpatuhan salah satu atau para pihak dalam
melaksanakan ketentuan normatif yang telah diatur dalam
perjaqiian ke{q peraturan perusaahaan, perjanjian ke{a bersama,

atau perahran perundang-undangan dan pemutusan hubungan
kerja- Namun demikian, jika diamati,kompleksitas kasus
perselisihan hubungan indushial di Jawa Tengeh tersebu! yang
dinyatakan menggunakan pendekatan medias! temyata praktek
yang dlgunakan berbeda dengan prinsipprinsip mediasi seoara

akademilq dan ditangani oleh para mediator yang belum tertatih.
S"laio rh! model pendekatan dalam peoyelesaian masalahnya pun
tidak bersumber pada pihak yang berkonfli( namun ditentukan
oleh me.diator tersebut

Berdasarkan kenyataan senucam ini menarik untuk diteliti
bagaimana pelaksanaan penyelesaian masalah yang disebut_sebut

dengan pendekatan mediasi, dalam konteks hubungan indushial.
Realitas &rsebut menarik untuk dilihat dasar perundangan yaag
digunakan dalam penyelesaian konflik tersebut dan pemaknaan

atas tindakan tersebut.
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B. Rumusan Masalah

Permasalahan utama penelitian ini adalah tentang

bagaimana proses pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian konflik

industrial di Jawa Tengah. Permasalahan itu dijabarkan rumusan

pennaslahan sebagai berikut:

1. Siapa mediator dalam penyelesaian konflik industrial yang

diteliti dalam penelitian ini?

2. Bagaimana pelaksanaan proses mediasi dalam penyelesaian

konflik indushial tersebut?

3, Apa saja faktor pendukung dan panghambat pelalsanaan

mediasi hubungan industrial?

C. TuJuan Peuelitian

Untuk mengetahui model-model mediasi yang dilaksanakan

dalam penyetesaian koaflik komunal di Jawa Tengah, dengan

mengungkap beberapa hal berikut:

1. Medialor dan kualifikasinya dalam penyelesaian konllik

industrial yang diteliti dalam penelitian ini.

2. Pelalsanaan proses mediasi dalam penyelesaian konllik

industrial tersebut.

3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat mediasi

perselisihan hubungan indusaial di dinas ketenagakerjaan di

Jawa Tengah.



D. Signifikarsi

Dengan mendeskripsikan cara+ara mereka melakukan
mediasi maka akan diketahui pola-pola, cam, dan strategi mediator
dalam melakukan mediasi. Hal ini juga bermanfaat untuk
mengetahui tipe mediasi yang mereka laksanakan

Dengan pemaparao tentang alesen-elacrn masyaiakat
memilih mediator maka akan diketahui tentang harapan (ekpektasi)
masfrakat terhadap mediator, &lam konteks masyarakat yang
diteliti

E. Kerangka Konseptual

Konflik merupakan suatu kenyataan hidup, yang tidak
dapat dielakl€n" Konflik terjadi keti*a orang mengejar sasaran
yang bertentangan. Sebagaimana ditegskan oleh pemyataan para
ahli bahwa konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih,
yang memiliki, atau merasa memitiki, tujuan yang saling
bertentangan (Fisher, 2000). Ketidaksesuaian dan konflik biasanya
dapat diatasi tanpa dengan.memunculkan kekerasan, dan seringkali
mengarah pada kondisi yang semakin baik pada mereka yang
terlibat di dalam konflik itu.

KonIIik dapat terjadi dalam berbagai tingkatan, dari yang
bersfat milao, interyersonal hing€a ke level kelompok, organisasi,

l0



komunitas dan bangsa. Konflik dapat muncul dalam semua

hubungan kemanusiaan --hubungan sosial, hubungan ekonomi,

dan hubungan kekuasaan-lertumbuhan pengalaman, berubah dan

berkonflik. Konflik tersebut muncul akibat ketidakseimbangan

pada hubungan-hubungan ini --misalnyq status sosial, kekayaan,

dan akses terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak adil

mengakibatkan berbagai persoalan seperti diskriminasi'

pengangguran, kemiskinan, tekanan, dan kejahatan. Masing-

masing tingkatan berhubungan deogan tingkatan lainnya' dan

membentuk rantai kekuatan yaag kukuh dan potensial untuk

mencapai perubahan yang konstuktif atau kekerasao yang

destuktif (Fisher, 2000)'

Konflik dapat terjadi pada semua level yang menyangkut

komunitas dan nasional. Dalam skalanya konflik dapat bemkala

agional dan global, sementara dalam sifatnya dapat bersifat

interpersonal dan keluarga (Ramsbotham et al., 2005) Namun

demikiaa level, skala dan sifat konflik tidak dapat dipisahkan

sec€ra nyata. Dalam konteks rumah . 
tangg& misalny4

penyalahgunaan anak serta kekerasan memiliki dampak yang

saogat jauh. Demikian pula, keputusan-keputusan yang berlevel

globat yang dibuat oleh lembagaJembaga ekonomi multi nasional

seperti IMF, World Trade Organization serta World Banlq

ll
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memilild dampak yang sangat jauh, hingga masyarakat bawah
(grass root). (Fisher et al., 2000)

Kadang-kadang konfllik yaag terjadi perlu diht€nsiftan.
Sebagai contoll ketika orang dalam kondisi baik dan memiliki
cukup kekuasaan serta sumber daya untuk m€menuhi
kebutuhannya, mereka tidak menyadari, atau tidak mau mengakui
bahwa ada pihak lain yang tidak diutungkan atau dimarginalkan.

Dalam konteks semacarn ini, kooflik perlu untuk diintrodusir atau
disajikan ke permukaan sehingga muncul pembahaa.

Orang yang beke{a untuk peng€mb.ngrn masyara&at dan
hak{a& kemanusiaan seringkali bekorja bukan unfirk mengatasi
konflik, namun untuk mengintensiftan konflik sehingga membuat
konllik menjadi tampak nyat4 hinsga mencapai titik di mana
masalah itu diakui secara luas dan tindakan tertentu perlu uohtk
dilakukan. Upays semacam ini adalah untuk pembelaan

masyarakat yang tidak diuntungkan dan menggunakan *ategi
pemberdayaan. Sebagai contoh, adalah yang dilakukan di Afrika
Selatan selama abad kedua para aktifs yang bekerja untuk
perubahan berupaya keras untuk membuat konflik yang
tersembunyi, Iatent menjadi terbuka sehingga dapat disaksikan dan
diatasi (Fisher et al., 2000).

Oleh karena rtu, berkait &ngan konfli! ada dua macam

situasi konflilq Wint intensify@ confict dan escalaing conjlict
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Intensifuing CottJtict adzlah upaya membuat konflik yang

tersembunyi menjadi tampak dan terbuka, untuk tujuan yang baik

dan peyelesaian masalah, dar. escalating conJlict adalah kondisi

ketika level tekanan dan kekerasan meningkat (Fisher et al., 2000).

Berkait dengan situasi konflilq ada beberapa upaya

penyelesafurn konflik. Mediasi merupakan salah satu bentuk

penyelesaian persengketaan yang diselenggarakan di luar

pengadilarq dimana pihak-pihak yang bersengketa meminta aau

menggunakan bantuan dati pihak ketig yang netal untuk

membantu menyelesaikan pertikaian di antara mereka @oulle dan

Teh Hwe Hwe, 2000). M€diasi ini berbeda dengan bentuk

penyelesaian pertikaian altematif yang lain seperti negosisi atau

a6ritasi, karena di dalam mediasi ini selain menghadirkan

seorang penengah (medi*or) yang netnl' secara teori ia dibangun

di atas bebelapa landasan filosofis seperti confidentiality

(korahasiaan), voluntariness (kesukarelaan) empowerment

(pemberdayaan) neuffality ftenetralaa), Aqn tmique sohlion

(solusi yang unikfDavid Spencer, Michael Brogan, 2ffi6:3)'

Secara etimologi (bahasa), mediasi berasal dari bahasa

lat]fn mediare yang berarti "berada di tengah" karena seorang

yang melakukan me.diasi (mediator) harus berada di tengah orang

yang berikai.
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Dari segi terminologi (istilah) terdapat banyak pendapat
yang memberikan penekanan yang berbeda tentalg mediasi. Meski
banyak yang memperdebatkan mengenai apa sebenamya yang
dimaksud dengan mediasi, namun setidaknya ada beberapa

batasan atau definisi yang bisa dijadikan as,,r,,. Saleh satu
diantaranya adalah definisi yang diberikan oleh the National
Altornative Dispute Resolution Advisory Council yang
mendefinisikan mediasi sebagai ..sebuah proses dimana pihak_
pihak yang bertikai, dengan bantuan dari s€orang praltisi resotusi
pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang
dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan

alternatif-alternatif dan

kesepakatan.,'

upaya untuk mencapai sebuah

Secara singkat dapat dilelaskan bahwa mediasi merupakan
suatu proses penyelesaian konflik di antara pihak-pihak yang
bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui
pihak ketiga yang netrl (mediatod. Kebedrasilan mediasi bisa
dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kualitas mediator (baining
dan profesionalitrs), usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua pihak
yang sedang bertikai, serta kepercayaan dari kedua pihak terhadap
proses mediasi, kepercayaan terhadap mediator, kepercayaan
terludap masing-masing pihak.
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Seorang mediator yang baik dalam melakukan tugasnya

akan merasa sangat senang untuk membantu orang lain mengatasi

masalah mereka sendiri, ia akan berindak netral seperti seorang

ayah yang penuh kasih, meningkatkan kualitas pengambilan

keputusan, mempunyai metode yang harmonis, mempunyai

kemampuan dan sikap, memiliki iotegritas dalam meqialankan

proses mediasi serta dapat diperoaya dan berorientasi pada

pelayanan. Bcberapa sikap dasar yang harus dimilfi oleh mediator

adalah: bersikap terbuka, mandiri, netral, percaya diri,

menghotmati orang laio, seimbang, mempunyai komitsneq

fleksibel, bisa memimpin pmses mediasi dengan baik, percaya

pada orang lain dan bisa dipecaya oleh orang lain sorta berodentasi

pada pelayanan.

Lawrcnce Boulle, professor of law dan associate director

ofthe DispuG Resolution Center, Bond University mengemukakan

adanya empat model mediasi dalam hal tujuan yang akan dicapai,

yglilr: settlement mediation, facilitattve mediation, tlolsfomative

rnediation, dan evaluative medidtion. Settlemenl mediation yang

juga dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang

tujuan (amanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi

dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang beniko,i. Facilitative

mediation png juga disebut sebapi mediasi yang berbasis

kepentingan (interest-bdse dan problem solvmg merupakan
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mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan disputants dari posisi
mereka dan menegosasikan kebutuhan dan kepentingan para
disputants dari pada hak-hak legal mereka secara kaku.

Transfonnattve mediation yang juga dikenal sebagai
mediasi terapi dan rekonsiliasi, merupakan mediasi yang
menekankan untuk menceri penyebab yang mendasari munculnya
pemasalahan di antara disputanE, dengan pertimbangan untuk
meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan
pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi (alan keluar) dari
pertikaian yang ada. Sedangkan evaluative medifiion yaDC juga
dikenal sebagai mediasi nonnative merupeken motlel mediasi yang
bertujuan untuk mencari kesepalatan berdasartan pada hak_hak
legl dari para dispuhns dalam wilayah yang diantisipasi oleh
pengadilan.

F. Metode Penelitian
penelitian ini adatah penelitian kualitatif dengan model

kajian kancah. Meskipun demikian, karena penelitian hi
melibatkan kajian naskah peraturan, maka dokumeru khtrsusuya
dokumen yang terkait dengan undang-undang dan p€ratumn
perindustrian dan ketenagakerjaan serta catatatr p€nanganatr

konllik industri itu juga merupakan bahatr pcnetitian yanS ridak
dapat diabaikan. Hal ini karena tindakan penanganan konflik



industri hanya dapat dianalisis keberlangsungannya dengan

mengkaji dokumen terkait tersebut. Datadata dokumen dari

berbagai sumber itu akan memberikafl kelengkapan data mengenai

praktek mediasi dalam penanganan konllik industri di Jawa Tengah

Adapun dipilihnya Jawa Tengah sebagai lokus kajian adalah

karena beberapa alasan. Pertama, Jawa Tengah merupakan ptopinsi

yang secara nasional digunakan sebagai acuan . Kedu4 Jawa

Tengah memiliki tingkat kepadatan dan keragaman industri yang

cukup tinggi. Ketiga, secara historis di Jawa Tengah telah te4iadi

beragam konflik industi dengan beragam penyelosaian. Dengan

dasar pemikiran tersebut maka penelitian ini momfokuskan pada

jenis konllik industial dengan dengan keragaman

penyelesaiannya. Namun demikian, titik tekar dari penelitian ini

adalah pada proses penyelesaian masalahnya.

Data dalam penelitian ini dihimpuri melalui pembaoaan atas

dokumen penyelesaian masalah, yang kemudian di cross'check

denqaf, wawancara dan observasi' Data yang terkumpul dilihat

polanya dan kemudian dipetakan, serta dianalisis dengan analisis

mediasi konllilq dengan metode interpretasi secam simultan.

Dalam kajian konflik industrial ini, interpretasi dikaitkan dengan

berbagai konteks, pola kesamaan dan perbedaan, serta dengatr

pemakaian teori sosial dan budaya yang relevan (Hodder, 1997).

Interpretasi semacam ini akan melihat masa lalu serta masa

17
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sekarang berkait dengan data yung diperoleh, seta terkait dengan
praktek resolusi konflik dalam lingkup industrial. Dengan
interpretasi semacam ini akan munculkan hasil yang dapat
dipahami makna mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian

konflik yang dikaji dalam konteks yang benrbah. pemahaman

Eemacam ini akan memunculkan pemahaman mengenai
penyelesaian konllik industri di wilayat Jawa Tengah.
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BAB II
MEDIASI DAN PERSEIISIHAN EUBI'NGAN

INDUSTRIAL

A. Sekllas Mengenai Mediesi

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian

persengketaan yang diselenggarakan di luar pengadila& dimana

pihak-pihak yang bersengketa meminta atau menggunakan batrtuan

dari pihak ketiga yang nefal unhrk membantu menyelesaikan

pertikaian di antara mercka @oulle dan Teh Hwe Hwe, 2000).

Mediasi ini berbeda dengan bentuk penyelesaian pertikaian

alternatif yang lain seperti negosisi atau arbritasi, karena di dalam

mediasi ini selain menghadirkan seorang penengah (mediator)

yang netral, secara teori ia dibangun di atas beberspa landasan

fitosofis seperti confidentiality (kerahasiaan), vohmtoiness
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(kesukarelaan), empou,erment (pemberdayaan), neurrality
(kenetralan), dan unique solution (solusi yang unik)@avid

Spencer, Michael Brogan, 2006:3).

Penjelasan tentang mediasi sebagaimana yang disebutkan

di atas memunculkan kesulitan dalam pengkonsepan istilah
mediasi tersebut. Kesulitan tersebut terkait dengen empat hal; yang

pertama, fleksibilitas d8n isterpretasi tertuka dalam penyebutan

kesukarelaan, dan neEalitas dalam mediasi tidak memberikan

kepastian dan batasan yang jelas. Kedu4 mediasi belu
mengembangkan basis teoritis yang koheren serta ciri+iri pokok
yang disepakati yang membedakannJ,a dengan proses_proses lain
yang serupa dengan mediasi. Ketiga istilah mediasi digunakaa

sec€rs be6eda oleh orang yang berbeda- Be6agai faktor sepcrti
ekonomi, politik, dan kepentingan diri menyebabkan orang
mendefinisitan dan mendeslcipsikan me.diasi menuut kepentingan

mereka sendiri. Yang hmkhir, terdapatnya kengaman &lam
praktek mediasi. Mediasi digunakan untuk berbagai tujuan.
Mediasi dilaksaoakan di be6agai konteks sosial dan lega! dan
mediator memiliki beragam latar belakang . pelatiha& level
ketrampilan dan keahlian, serta gaya operasionalnya (Boulle da,,

Teh Hwe Hwg 2ffi0).
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1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi (bahasa), mediasi berasal dari bahasa

latin medime yang berarti 'berida di tengah" karena seorang

yang melakukan mediasi (mediator) harus berada di tengah

orang yang bertikai. Di tengah dalam pengertiar ini bermakna

sebaqai penengah bagi orang yang bertikai yang berfingsi

sebagi pembantu dalam penyelesaian pertikaian di antara

kedua pihak tersebut.

Dari segi terminologi (istilah) terdapat banyak pendapat

yang memberikan penekanan yang berbeds tentang medissi.

Meski banyak yang memperdobatkan mengenai apa scbenamya

yang dimaksud dengan mediasi, namun setidaknya ada

b€berapa batrsan Etsu definisi ysng bisa dijadikan acuan. Salah

satu diantaranya adalah defnisi yang diberikan oleh the

National Altemative Dispute Rosolution Advisory Council yang

mendefmisikan mediasi sebagai berikut:

Mediation is a process in which the p@ties to a dispae,
with the ossist@tce ofa dispufe resolulion Praclitionet (tlv
mediator), identifi the dispwed issues, d*elop options,

consider altemdives ad endeavour to reach an

agreemertt. The mediotor las no advisory ol delelrnindive
role in regod lo the contqrt of the disprne or trv outcome

of its resolutio\ ba nay advise on or determine the
process of nediaion *l*teby resol*ion is dtempted

@avid Spencer, Michael Brogan, 2006:9)
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(Mediasi 
.merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak

yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi
pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu_isu yang
dipersengkeakan, mengembangkan opsi-opsi
mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya un'tuk
mencapai s:buah kesepakatan. Dalam hal ini sang mediator
tidak memiliki peran menentukan dalam kaitanr[a dengan
isi/materi persengketaan etau hasil aari 

- 
resoiusi

persengketaan tersebut, tetapi ia (mediator) dapat memberi
saran atau menentukan seb,rrh proses mediasi untuk
mengupayakan sebuah resolusi/penyelesaian).

Secara singkat dapat diielaskan bahwa modiasi

merupakan suatu proses penyelesaian konllik di antara pihak_

pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang

memuaskan melalui pihak kaiga yatrg netral (mediator).

Kebertasilan mediasi bisa dipengaruhi oleh beberapo hal,

seperti kualitas mediator (training dan profesionalitas), usaha_

usaha yang dilakukan oleh kedua pihak yang sedang bertikai,

serta kepercayaan dari kedua pihak terhadap proses mediasi,

kepercayaan terhadap mediator, kepercayaan terfiadap masing-

masing pihak.

Seorang mediator yang baik dalarn melakukan tugasnya

akaa merasa s8ngat sensng untuk membantu orang lain
mengatasi masalah mereka sendiri, ia akan berindak netral

seperti seorang ayah yang penuh kasilU meningt€tkan kuslitas

pengambilan keputusan, mempunyai metode yang harmonis,
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mempunyai kemampuan dan sikap, memiliki integritas dalam

menjalankan proses nediasi serta dapat dipercaya dan

berorientasi pada pelayanan. Beberapa sikap dasar yang harus

dimiliki oleh mediator adalah: bersikap terbuka, mandiri, netral'

percaya diri, menghomati orang laiq seimbang mempunyai

komitmen, floksibel, bisa memimpin proses mediasi dengan

baik, percaya pada orang lain dan bisa dipecaya oleh otang lain

serta berorientasi pada pelayanan. Dengan kata lain, ketilo

membantu menyelesaikan konflilq seorang mediatm/penegah

harus:

a. Fokus pada persoalan, bukan terhadap kesalahan orang lain.

b. Mengerti dan merghormati t€rtndap setiap pettedaan

pandangan.

c. Memiliki keinginan berbagi dan merasakan.

d. Bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.

2. Model-model Mediasi

Ada boberapa model mediasi yang perlu diperftatikan

oleh pelajar dan praktisi mediasi. Lawrence Boulle, professor of

law dan associate director of the Dispute Resolution Center,

Bond University mengemukakan bahwa model-model ini

didasart<an pada model klasik tetapi berbeda dalam hal tujuan

yang hendak dicapai dan cara sang mediator melihat posisi dan
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perao mereka. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi,
yaitu: se lement ntediation, focilitative mediatio4
trans/ormative med iat io4 daa evaluotive mediat ion.

Settlement mediation yang juga dikenal sebagai mediasi

kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah

untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tunUtan kedua

belah pihak yang sedang b€rtikai. Dalarn mediasi model ini tipe
mediator yang dikehendaki adatah yang berstatus tinggi
sekalipun tidak tertalu 

"hli 
di d"lr- proses dan t knik_teknik

mediasi. Adapun p€r8n yang bisa dinainkan oleh mediator
adalah menentukao .bottom lines" dari disputans dan secara

persuasif mendorong disputants untuk sama-sama menurunkan
posisi mereka ke titik kompromi.

Faciliafivc mediaion yang jrya disebut sebagai mediasi
yang berbasis kepentingan (interest-bas€d) dan problem solving

mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan

disputants dari posisi mereka dan menegosasikan kebutuhan

dan kepentingan para disputants dari pada hak-hak legal mereka

secara kaku. Dalam model ini sang mediator harus ahli datq,rl
proses dan harus menguasi teknik-teknik mediasi, meskipun

penguasaan terhadap materi tentang hal-hal yang

dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini sang

mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan
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mengupayakan dialog yang konstruktif di antara disputants,

serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan

kesepakatan.

Transfomtative mediation yang juga dikenal sebagai

mediasi terapi dan rekonsiliasi, merupakan modiasi yang

menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari

munculnya di antara disputants, dengan

pertimbagm untuk meningkatkan di antara mereka

melalui pengakuan daa pemberdayaan sebagai dasar dari

resolusi (ahn keluat) dari pertikaian yang ada- Dalam model

ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik

professional sebelum dan selama proses mediasi serta

meryangket isu relasiArubungan melalui pemberdeyaan dan

Sedangkan evaluotive medidion yang juga dikenal

sebagai mediasi normative merupalon model mediasi yaug

bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan pada hak-hak

legal dari para disputans dalam wilayah yang diantisipasi oleh

pengadilan. Dalam hal ini sang mediator haruslah seorang yang

ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan

meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran yang

bisa dijalankan oleh mediator dalam hal hi ialah memb€rikrn

informasi dan saran serta persuasi kepada para disputans, dan
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memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.

@avid Spencer, Michael Brogan, 2006: 101-103).

3. Prinsipprinsip Mediasi

Dalam mediasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan,

yakni hal-hal yang dasar frlosofis diadakannya mediasi. Ruth
Charlton, sebagaimana dikutip oleh David Spencer detr Michael
Brogan (2006:84-85) menyebutnya sebagai ..the frve basic
philosophies of mediation", yakni: anfidentrality,
vohmtariness, empowerment, neulrality, a unique sohiion.

Prinsip pertama dari mediasi, sebagaimana dikemukakan

oleh Charlton, adalah confidentialtty fterahasiaan), yaitu

segala sesuatu yang terjadi di dalam pertemuan

yang diselenggaraku oleh mediator dan disputorts Gtihak-
pihak yang bertikai) bersifat rahasia dan tidak boleh disiartcan

kepada publik stau pers oleh masing-masing pihak. Demikian
juga sang mediator harus menjaga kerahasiaqn dari isi mediasi

tersebut serta sebaiknya rnenghancurtan semua catatannya di
akhir sesi mediasi yang ia lakukan. Mediator juga tidak bisa
dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang dilakukan
penyelesaiannya di dalam mediasi yang ia prrkarsai apabila

kasus tersebut dibawa ke forum yang laia seperti pengadilan.

Masing-masing pihak yaag bert:*ai (dispfiants) disarankan
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untuk saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan

kepentingan dari masing-masing pihak. Jaminan kerahasiaan ini

harus diberikan supaya masing-masing pihak dapat

mengungkapkan masalah dan kebutuhannya secara langsung

dan terbuka.

Prinsip keduq volimtariness (kesukarelaan). Yakni

masing-masing pihak yang bertikai (dispaants; aatong ke

mediasi atas kemauan diri sendiri secara zuka rela dan tidak

ada paksaan dari pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun

atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk

menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka bila mereka

datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

Prinsip ketiga ernrywerment (pomberdayaan). Hal ini

didasartran pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke

mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk

menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai

kesepakatan yang mereka inginkal. Kemampuan mereka dalam

hal ini harus diakui dan dihargai, oleh karena itu setiap solusi

"tuu 
j"t* penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar

tetapi harus munoul dari pemberdayaan tethadap masing-

masing pthak (disryrafis) karena hal itu akan lebih memungkin

bagi keduanya untuk menerimanya
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Prinsip keempa! neutrality (netalitas). Di dalam mediasi

peran seorang meditor hanyalah memfasilitasi prosesnya saja

dan isinya tetap menjadi milik djsp utaas (pnhak yangbertikai)

sedangkan mediator hanya mengontrol proses. Di dalam

mediasi seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang

hakim atau juri yang memutuskan salah benamya salah satu

pihak atau mendukung pendapat dari salah satunyq atau

memaksakan pendapat dan jalan keluar/penyelesaian kepada

kedua belah pihak

Prinsip kelima, a tmiqe soluion (solusi yang unik).
Bahwasanya solusi yang dihasilhn dari proses mediasi tidak
harus sesuai dengan standar legal, tetapi dihasitkan dari proses

krcafifrtas d"n oleh k8r€oanya hasilnya mungkin akaa lebih
banyak l{al ini bertsitan erat dengan konsep pemberdayaan

terhadap masing-masing pihak.

Dalam melakukan proses mediasi berbagai ahli
menyatakan adanya tahapan-tahapan yaog berbeda uatuk
pelaksanaan mediasi. Salah satu pandangan tentary tahapan

terseba a&kh sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence

Boulle dan Teh Hwe Hwe (2000) yang gembarannya

sebagaimana ditunjukkan dalam Gaarbar 4 berikut:
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Tabel l'1
Segitiga Mediasi

TEhap
Pcndcfinisian
nasdah

Tahrp
parplcsaian
masdah

Persiapan

PcodahuluEL PcNnbut an.

Paparan pihal meodalarni
kcsepakatarU mcAtMnisikan

lan menyuslr masalah

Negosiasi dan pemburtan
ksputusaq pertemuan

tqpisab, kcputusan akhir,
mrncatat kcPutusan,

statencnt pcoutuP, Pcnufu P

Attifitas Pasca Mediasi
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4. Praktek Mediasi di Indonesia

Sebenamya bangsa Indonesia telah mengenal model
penyelesaian bersama atas suatu sengketa yang dipimpin oteh
seorang penengah. Kita mengenal daa memiliki istilah
musyawarah.r Istilah ini dipakai tidak hanya untuk
menyelesaikan perbedaan maupun sengketa tetapi juga untuk
membrurt kebilalan. Dalam kehidupan bennasyrrakaq

penyelesaian setrgketa atau konllik mengguoak n musyawarah

terbaayak dilakukan dalam lingkup RT maupun RW. Sebisa
mungkin saiap beatuk kooAik dihindsri dan disenbuyikan.
Simbotisasi penghindaran dan penyembunyian ini adslah kata
rulaot (lawa: harmoni). Kfia ruhn itu semakin menjadi
kewajiban manakala kita melihat hubungan kcmasyarakat di
lndonesia khususnya di Jawa

Di Indonesi4 s€mua orang disnggrp memiliki hubungan
permudaraan bilogis (sedzlzr). Srpail pak atau bqak ndrix
hanya untuk bapak biologis, t€tspi diberlskukan untuk semua

'.. fory"n .musyawarah yang muncul dari tradisi Islam ini belum
3:1p,"*: pengembaryantrya Ketika berbicara tentaog musyswarsh,
*rP l*yu f:h:n!i sa{pai di sihr" Hal-hal yatrg b€lum terelspiorasi itu
ry:gry- adalah bagaimaoa bermuryawarah ymC ba q efi;ien" dan
ereKnr. 

.Demrkian puta konsep hakam (n€gosiasi) dalam hukum Lhm
sama sek&li b€lum dikembangkan.
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orang yang dianggap tua atau pantas menerima sapaan itu.

Penuaan ini dianggap sebagai penghormatan. Karena itu,

mereka yang menerima saPaan tersebut berharap menerima

penghormatan yang otomatis menempel pada sapaan itu.

Demikian pula dengan sapaan-sapaan tain seperti mbak yu,,

budhe, adile, kang nas, abag, daa sebagainya. Semua sapaan

itu berlaku untuk semua orang &sefia semur hak d8n

kewajiban yang menempel padanya.

Ketika terjtdi percekmkan arau kon{lik biasanya secara

otomatis memunculkao para penengah (mediator) alami yang

berasal dari masyarakat Kebanyakan mereka iur b€rassl dari

unsur cerdik<endekia, tokoh masyarakat atru bahkan

pemimpim masyakrat. Karera itu, peran mediator biasalya

dimainkan oleh mereka yang memiliki kekuasaaru baik

kekuasaan itu dibangun atas dasff kharisma atau kekuasaan

formal; yakni aparat pemerintah. Jika itu merupakan corrr

mondated medialion, maka mediatornya adalah hakim.

Mediator profesional, meski sudah mulai tumbuh' perannya

belum siginifikan. Dapat dikatakan bahwa mediasi tradisional

itulah yang sering dilakukan dalam memecahkan konflik

(Gunaryo, 2009).

Mediator tradisioaal biasanya tidak memiliki pendidikan

khusus, karenanya mereka umumnya tidak memiliki
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keterampilan dalam hal ini. Meskipun mereka umumnya
memiliki pengetahuan tentang substansi masalah, mereka tidak
memiliki standar tahapan di dalam mediasi. Ketua pilao untuk
melakukan mediasi absen. Satu-satunya gantungm mereka ada
pada posisi sosial maupun birolaasi mereka di pemerintahan.

Dalam benak mereka" mediasi haaya memiliki satu tujurn,
yakni menyelesaikan sl'llgkeir^ (sefrlirrg dispures). Fa}lrrr
pemberdayaar birsanya tidak ada- Atas dssar ini maka biasanya
ada dua kemungkinan yang bakal muncul pada mediator; yaitu:
(l) mediator memainkan peran sebagai .guna. 

daa (2) mediator
sebagai pendengar pasif.(Gunaryo, 2O{D)

Secara umun, jika mediasi tsadisional dibaodingtan
dengan mediasi modem al(an tanpak ldas pada frbd m
berikut.
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Tabel 1.2

Perbedaan Mediasi Tradisional dengpn Mediasi Modern

Mediasi Modern Mediasi Tradisional

Mediator

Hub, mediator

dengan dispaants

Berpendidikan

mediasi

Tidak berpendidikan

medirsi

Dominan dengan

Setara kecenderungan Paron

Klien

Tujuan Resolusi konflik

Cara Mengikuti aturan Tidak ada standar

yg. Ketat

Nilai 
"'M;li,ii[6iilEli Fiitiiiii 6iiii iiilCi' 

-' - "'

neralitas

Norma Berdasa*anaturan

tertulis

Kebiasaan

Penyelenggara' Lembagadar/atau Individual

individual

Orientasi Forward-looking

Recognisi,

pembrday88tr,

Resolusi konflik

loohing

Cetdenmg backwod-



Jika diamati tabel di atas mengenai perbe.daan antara

praktek mediasi modem dengan mediasi tmdisional dengan

mempertimbangkan beberapa item, yaitu personal dari

mediator, hubungan mediator dengan disputanl fujuan, cara,

nilai, normq penyelenggarg dan orientasi, meke dapat

dinyatakan bahwa mediasi yang berlangsung di Indonesia dapat

dikategorikan sebagai mediasi tradisional. Dalam mediasi

s€rnacarn ini, mediafor tidak pemah mendapat pelarihen rtatem

bidang mediasi. Bagioyq mediasi seperti bentuk-bentuk

musyawarah lainnya" Posisi mediator sangat dominatr.

Dominasi ini dalam menentukan arah mediasi dan menentukan

outcome, sampai tataran teftentu, hubungrn mediator-psra

pihak bagaikan hubungan pdron-clienr relaiorchip. Tujtan
satu-satunya me.diasi ini adalah mencapai penyelesaian alfiir.
Wajar apabila dalam mediasi seperti ini potensi bias dari

mediator sangat tinggi. Tidak ada aturan dalam mediasi ini.

Kebertusilan ditentukan oleh posisi sosial mediator. Semakin

tinggi posisi sosial mediatoq ,"ora6o linggi probabilitas

keberhasilannya. Mediator dianggap dan diperlakukan sebagai

orang yang paling tahq dan karena itu perlu diikuti (Guoaryo,

2009)
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Sebenamy4 kemunculan lembaga mediasi di Indonesia

secara rpesifft bukan respon atas ketakpuasan terhadap

lembaga peradilan sebagaimana terjadi di negara-negilra yatrg

menganut peham kapitalis. Di negara-negara itu, hukum dengan

aliran positivismenya telah menjadi teknologi. Hukum yang

rclah berubah menjadi teknologi ini pada kenyataannya tidak

mampu mencerahkan dan membahagiakan manusia Hukum

bergerak scrba mekanis dan matematis, Sedangkan perilaku

manusia pcnuh dengan dinamika datr tidak cukup hanya

diwadahi dalam sejumlah pasal atau pmvisi yang tertulis.

Menempaltan dioamika perilaku manusia hanya dalam

sejumlah pasal sama dengan menempat&an manusia dalam,

meminjam istildr Max Weber, sangkar besi (ircn cage).

Manusia di dalam hukum bergerak bagikan robot.

Situ8si sep€rti dipaparkan di atas sebenamya telah

berlangsung cukup lamq tepatnya dimulai s€kitar akhir abad

delapan belas dan awal abad sembllan belas, bersamaan dengan

muncukrya konsep negara modem. Salah satu ciri negara

modem adalah munculnya hukum modem yang menghendaki

adanya rasionalitas dan keterukuran dalam segala bidang,

seperti agam4 politit ekonomi, dan keluarga (Iutcel, 195:

53). Hukum dalam negata modem disusun selogis mungkin

tanpa momperhatikan faktor-faktor yang mengelilinginya.
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Akibat yang segera tampak adalah hukum menjadi tertutup dan

terpisah dari sra,te holder-nya, yakti masyarakat. Ini adalah ciri
khas Kelsenian. Hukum yang sedianya diasumsikan sebagai

cerminan kehendak masyarakat menjadi hanya c€nninan
kehenda& para ahli hukum. Dalam tataral inilah maka serfuig

ditengarai bahwa hukum tidak sspiratif.

Dengan logika demikian, tidak salah jik dikatalon
bahwa munculnya mediasi di Barat merupakan rcspon atau

bahkan pembelotan tertadap hukum dan l€mb8ga peradila& Ini
merupakan fenomena vigilotte. Fenomena vigil@rte adalah
fenomena dimana nusyarakat menciptakan meknnisrne
penyelesaian pe*aranya sendiri di luar koridor hukum yang

a<ta Ini terjadi biasanya karena mereka menilai bahwa hukum
sudah tidak memadai lagi untuk metrampung aspirasi mereka
(Shailor, 1994: 3). Dengan mengambil kasus di Amerika
Serikat, Shailor mengaralan:

"I!.e rapid developmeru of ,he lietd is eyidence ,hat it is
ad&?ssing the needs of Americon citizen* - needs which have not
been adbessed by ,he traditionot court fystem. ... While ti
l31nal iystye systen ts upensive, in1ict"u, ona o*uriii, if,"
,nJotmat justice avaihble tfuough medidion ls relative.lv
inqpersive, qpeditious, ond sensitlve to the naintenie lf
rcl a, ions hip bet*'een d isputing pqrties,',

Ucapan Shailor di atas merupakan ekspresi umum
pendukung gerakan mediasi. Melihat keberhasilan penyelesaian
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sengketa ala mediasi, khususnya mediasi konflik indushial

(Kressel dfr*, 1977), mrka pada tahun 1970-an muncul

tembagaJembaga mediasi berbasis kemasyarakatan atau

komunitas seperi the Jewish Conciliation Board, the Christian

Conciliation Service, and the Chinese Benovalent Association,

dan mediasi-mediasi lain &lam masyarakat skala kecil (Folberg

dan Taylor, 1984, Merry, 1982: l9). Kemunculan dramatis

demikian adi sempat menimbulkan kegusaran bagi sementara

pihak, khususnya pra lawyer. Mereka mengkritik mediasi

*trrgri *numbypwttpy pocess" (unak dan kemoyu lw) yatg

menghadirkan ketidakpastian.

Mediasi di Indonesia hadir buksn scbagai betrtuk protes

pembelotan terfudap huhm atau lembaga peradilan. Jika itu

r€spoo terhadap hukum atau bobroknya lembaga peradilan,

mestinya mediasi sudah lama muncul di Indonesia. Dikstakan

demikian karena lembaga peradilan di lndonesia sudah terlalu

lama rusalq dan selama itu pula tidak ada inisiatif untuk

membentuk lembaga mediasi. Dalam pan&agan saya,

kemunculan mediasi lebih sebagai respon terhadap fenomena

vigilate yang menganh dan membawa pada sejumlah

pengalaman destruktif seperti konflik &f5r gtnis, agamg

maupun sosial kemasyarakatan laiDnya. Pasca hrmbangnya
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rezim orde baru ditandai dengan munculnya berbagai konflik
utamanya konfl ik horisontal.

Konflik-konflik itu, meskipun hrakar pada cara rezim
orde baru memerintalL pada kenyataannya mampu

menggoyahtan pemerintah berikutnya dan kesatuan bangsa.

Pemberontakan di Aceh, upaya pemisahao diri di papua,

peristiwa Sambas, Poso, Amboq Malukq dan di b€rbagai

tempat lain bukan elspresi kotidakpu6561 terhadap lembaga

peradilan. Konflik-konflik ifrr muncul sebagai dampak dari
ketidakadilan politilv ekonomi, don sosial. Iogikanya, jika
sejunlah ketidakadilan itu dihitengkarl maka konflik akaa

berakhir dengan sendiritrya- Soal sekarang lembaga peradilan

mau mengatui dan menjedikrn mediasi sebagai ,rrorddory
adalah suatu koinsidensi, terutama dengan melihat pengaleman

di Barat.

B. Tate Cara Perselisihen Eubungan Industrial @EI)
l. Ketenturn Umum

Proses penyelesaian penelisihan hubungan industrial
yang berlaku saat ini berdasarkan fJl,trng_undang nomor 2
tahun 20(X tentang penyelesaian perselisihan Hubungan

Industrial @PHI). Undang-undang ini bsteda &ngan . ,q cara

penyelesaian hubungan perburuhan yang berdasarkan pada UU
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nomor 12 tahun 1957 dan UU nomor 12 tahun 1964. Meskipun

UU No. 2 tahun 2004 sudah berlaku, namun banyak kalangan,

khususnya pelaku produksi belum memahami s@ara

komprehensip aturan ters€but.

Dengan diterbitkannya UU tersebut maka Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian

Perselisihan Perturuhan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun

1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta

dinyatatan tidak lagi berlaku. Konsideran yang dipergunakan

penertitan UU tersebut adalah: Pertamg bahwa hubungan

industrial yang harmonis, dhamis, dan ber*eadilan perlu

diwujutlkan secara optimal sesuai dengaa nilai-nilai Pancasila;

Kedua, bahwa dalam era industrialisasi, masalah perselisihan

hubungao industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks,

sehingga diperlrrkan institusi dan mekanisme penyelesaian

perselisihan hubungan industrial yary c€pa! tepa! adil' dan

murah; Ketiga bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957

tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1964 t€ntang Pemutusad Hubungan

Kerja di Perusahaan Swasta sudah tidak sesuai dengan

kebutuhan masyarakat.

Sedangkan sandaran hukum yang dipergunakan untuk

menerbitkan UU tersebut adalah: Pertama" Pasal 5 ayat (l),
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Pasal 20, Pasal24, Pasal25,pasal27 ayat (l) dan ayat (2), dan

Pasal 28 D ayat (l) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945; Kedua, Undang_undang

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan_ketentuan pokok

Kekuasaan Kehakiman (kmbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembanin Negara Nomor
2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang

Nomor 35 Tahun 199 tentang perubahan atas Undang_utrdang

Nomor 14 Tahun 1970 tentatrg Ketentusn-ketentuan pokok

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan trmbaran Negara Nomor
3879); Kaies, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentatrg

Mahkaruh Agung (rmbaran Negara Repubtik Indonesia

Tahun l9E5 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3316); Keempa! Undang-undang Nomor 2 Tahuo t9g6 tentang

Peradilan Umum (I*mbaran Negara Republik Indonesia Tahua

1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
Kelima, Undang-undang Nomor 2l Tahun 2000 tentang Serikat
Peket'a/Serikat Buruh (I*mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan trmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3989); Keenam, Undang-undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakedaan (Lembaran Negara
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Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Secara umum, pasal I UU PPHI menjelaskan definisi-

defmisi hal-hal umum yang torkait dengan penyelesaian

perselisihan hubungan industriat. Menurut pasal tersebut, yang

dimaksud dengan:

a- Pengusaha: & orang pers€orsngan' persekutusn, aou badan

hukum yang menjalaokan zuatu perusahaan milik sendi4 b.

orang perseorangan, persekuEao, stau badan hukum yang

secara berdiri sendiri me4ialankan pensahaan bukan

miliknya; c. orang pers€orang8n, porsehrtrun, atau badan

hukum yang berada di Indonesia mewakili

sebagaimana dimalcud dalam huruf a dan b yang

berkedudukan di luat wilayah ladonesia.

b. Perusahaan: a. setiap bena* usaha ysng berbadan hukum

atau tidalq milik orang pers€orangan' milik persekutuan,

atau milik badan hukum, baik milik swasta mauPun milik

negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

b. usaha-usaha sosial don usaha-usaha lain yang mempunyai

pengurus dan mompekerjakan orang lain dengan membayar

upah atau imbalan &lam bentuk lain.
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c. Serikat peke{a/serikat buruh: organisasi yang dibentuk dari,
oleh, dan untuk peke{a/buruh baik di perusahaan maupun di
luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbukg mandiri,
demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan,

membela serta melindungi hak dan kepentingan
peketja/buruh serta meningkatkan kcs€jahteraan

pekerja/bunrh dan keluarganya-

d. Pekerja/bunrh: setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan &lrm bentuk lain.

e. Perundingan bipartiu perundingan antara peke{a/buruh atau

serikat pekerja/serikat buruh dengrn pengusaha untuk
menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

f. Mediasi Hubungtn hdustrial (setaqiuhya disebrtr me.diasi):
penyelcsaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan,
perselisihan p€mutusan hubungan kerjq dan perselisihan

antar serikat pekeda/serikat buruh hanya dalam satu
perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh
seorang atau lebih mediator yang neEal.

g. Mediator Hubungan Industial (selan-iuhya disebut
mediator): pegawai instansi prcmerintah yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat_

syarst sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk
bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban
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memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang

berselisih untuk menyelesaikan perselisihan halq

pers€lisihan kepurtingan, perselisihan p€mutusan hubungan

kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh

hanya dalam satu perusahaan.

h. Konsiliasi Hubungan Industsial (selaojutnya disebut

konsiliasi): penyelesaian perselisihan kepentinsan,

p€rcelisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan

antar serikrt pekerja/serikat buruh hanya dalam satu

perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh

seorang atau lebih konsiliator yang neUal.

i. Konsiliator Hubungaa Industrial (s€laqiutnya diseht

konsiliator): seorang atau lebih yang memenuhi syamt-syarat

sebagai konsiliator ditetapkan oleh Mente4 yans bertugas

melakukan konsiliasi dan wajib memberikan aajuran tertulis

kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan

perselisihan kepentingpn, perselisihan pemutusan hubungan

kerja atau perselisihan antar serikat peke{a/serikat buruh

hanya dalam satu pe{usahaan.

j. Arbitrase Hubungan Industsial (selatrjutnya disebut

a$itnse): penyolesaian suatu Perselisihan kepentingaa, dan

perselisihan antar serikat pekerjaiserikat buruh hanya dalam

satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industial
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melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih

untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter
yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.

k. Arbiter Hubungan Industrial (selaniutnya disebut a6iter):
seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang

berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri
untuk memberikan putusan mengenai perselisihan

kepentingan, dan penelisihan antar serikat pekerja/serikat

buruh hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan

penyelesaiarmya melalui 86itrase

mengikaf para pihak dan bersifrrt finat.

yang putusannya

l. Pengadilan Hubungan IndusEial: pensadilan khusus yang

dibentuk di lingkungao pengadilan negeri yang benrenang

memeriksa, mengadili dan memberi putusatr teftadap
perselisihan hubungan industrial.

m. Hakim: hakim karier pengadilaa Negeri yang ditugasi pada

Pengadilan Hubungan Industial.

n. Ilakim Ad-Hoc: Hakin Ad-Hoc pada pengaditan Hubungan

Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung yang

pengangkatannya atas usul serikat pekerja/serikat buruh dan

organisasi pengusaha

o. Hakim Kasasi: Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoo pada

Mahkamah Agung yang berwcnang memeriksg mengadili
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dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan

industrial.

p. Menteri: Menteri yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan.

Pasal tersebut juga mendefinisikan Perselisihan

Hubungan Indusaial sebagai perbedaan pedapat yang

mengakibatkan pertentafigan antara pengusaha atau gabungar

pengusaha dengan peke{a/ buruh atau serikat pekerja/serikat

buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan

kepentinean, perselisihan p€mutusan hubungan kerja dan

perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu

Secara garis besar penyelesaian p€rselisihan hubugan

industial di bagi dalam dua tahap, yaitu tahap penyelesaian di

luar pengadilan dan tahap penyelemian melalui pengadilan.

Proses penyelesaian di luar pengadilan diinisiasi dan dilalokan

oleh para pihah yakni penyelesaian secara bipartit.

Penyelesaian ini dilakukan di internal penrsahaan antara pea

pihak yang berselisib. Permasalahan di perusahaan pada

umurnnya adalah perselisihan antara pihah perusahaan dengan

serikat buruh (SB) atau Serikat Pekerja (SP) serta pora pekerja /
buruh yang meliputi 4 (empat) jenis perselisihan. Pasal 2 UU

PPHI membagi perselisihan hubungan industrial menjadi empat
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kategori yang pengertiannya dijelaskan dalam pasal I sebagai

berikut:

a. Perselisihan hak: perselisihan yang timbul karena tidak
dipenuhinya halq akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau

penafsiran terhadap ketentuan pemtumn perundang_

undangan, pojanjian keda, peraturan perusahaa& atau

pe{anj ian kerja bersama.

b. Perselisihan kepentingan: perselisihan yang timbul dalam

hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian peadapat

mengenai pembuatan, dan atau perubahan syatat-syarat kerja
yang ditetaplcn dalam perjanjian kedC atau p€raturan

perusahaan, ahu perjanjian kerja bersama.

c. Perselisihan pemutnsan hubungan ke{a: perselisihan yang

timbul karena fidak adanya kosesuaiaa pendapat mengenai

pengakhirar hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu

pih8k.

d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh: perselisihan

antara s€rikat pekerja/serikat buruh dengn serikat
peke{a/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaarL

karena tidak adanya persesuaian paham mengenai

keanggotaan, pelaksanaan halq dan kewajiban

keserikaeeke{aan.
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Penyelesaian secata bipartit ini adalah penyelesaian

secara muryawarah untuk mecari kesepakatan antar pihak yang

berselisih. Pilihan penyelesaian bipartite ini bersifat wajib. Jika

cara ini gagal maka salah satu pihak atau kedua belah pihak

yang berselisih dapat mencatatkan kasus perselisihannya

kepada instansi yang bertanggungiawab di bidang

ketenagakerjaan setempat, yakni kanotor disnaker

kota/kabupaten.

Penyelesaian di tingkat bipartite dipandang berhasil atau

mgsl jika salah satu pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

kerja telah mengajak benrnding akan tetapi pihak lain tidak

mernberikan respon atau tidak bersedia beruoding atau

perundingan telah dilat$kan sesuai agenda dan jadwal yang

disepakati, akan tetapi pihak-pihak yang berunding tidak

mencapai kesepakatan atas sebagian atau semua masalah yang

dirundingkan.

Kegaglan penyelesaian di tingkat bipartit dapat diajukan

penyelesaiannya ke dinas tenaga kerja kota/kabupaten. Instansi

ini bertanggungiawab untuk meneliti berkas p€rselisihen dan

selaljutnya penatrBanan kasus dilakukan oleh kantor disnaker

setempat. Oleh kantor disnaker penyelesaian dapal dilalokan

melalui konsiliasi, mediasi atau aftitras€. Pemilihan alternstive
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penyelesaian non litigasi ini didasarkan pada jenis
perselisihannya sebagaimana table berikut :

Tabel 1.3
Lingkup Konsilias! Mediasi, dan Arbitrase

Konsiliasi Mediasi Arbitrase

1. Perselisihan
Kepentingan

2. Perselisihan Hak
3. Perselisihan

SBiSP

It. ferietislhan

I s"t
2. Perselisihan

Kepenongan
3. Perselisihan

Hak
4. Perselisihan IsB/sP I

1. Perselisihan
Kepentingan

2. Perselishan
atrtar SB/SP.

Pada prinsipnya pemilihan tiga alternative penyelesaian

perselisihan diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan para
pihak yang berselisih dan sesuai dengan jenis perselisihannya-

Namun pada prakteknya para pihak lebih memilih cara mediasi

karena cara ini dipandang lebih efektif,tArr efisien.

Bila tet'adi perselisihan hubuneatr indusfial maka
penyelesaiannya pada tahap awal harus diupayakan melalui
biparti! yaitu penyelesaiau melalui mekanisme negosiasi antara
para pihak yang berselisih itu sendiri.

Pasal 3 UU PPHI menjelaskan bahwa perselisihan

hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih
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dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk

mencapai mufakat. Penyelesaian perselisihan melalui bipartit

memiliki jangka waktu, yaitu harus diselesaikan paling lama 30

(tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) salah satu pihak

menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingaa

tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit

tersebut dianggap gagal.

Pasal 4 tru PPHI menjelaskan bahwa apabila

perundingan bipartit gagal menyelesaikan perselisihan tersebut

maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan

perselisihannya k€pada instansi yang bertanggung jawab di

bidang ketenagakerjaan setempa! dalam hal ini dinas tenap

kerja dan transmigrasi (disnakertrans) dengan melampirkan

bukti-bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui

perundingan bipartit telah dilakukan. Apabila bukti'bukti

tersebut tidak dilampirkaq maka instansi yang bertanggung

jawab di bidang ketenagakerjaan (disnakertrans)

mengembalikan berftas uhtuk dilengkapi paling lambat dalam

waktu 7 (tujuh) hari ke{a terhiturrg sejak t"nggal diterimanya

pengembalian berkas. Setelah menerima pencatatan dari sdah

satu atau para pihalq instami yang bertanegung jawab di bidang

ketenagakerjaan (disnakertrans) setempat wajib menawa*an
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kepada para pihak untuk henyepakati dan memilih
penyelesaian melalui mekanisme konsiliasi atau melalui
mekanisme arbitrase.

Penyelesaian melalui mekanisme konsiliasi dilalrukan
untuk penyelesaian percelisihafl kepentingan, perselisihan

pemutusan hubunsatr kerjq atau perc,elisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh. Sedangkan penyelesaian melalui
mekanisme arbitras€ dilalekan untuk penyelesaian perselisihatr

kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat

buruh. Apabila para pihak tidak menetapkan pilihan
penyelesaian melalui mekanisme konsiliasi atau arbitase dalam
jangta wafu 7 (tujuh) hari ke{a, maka instansi yang

jawab di [ideng ketenagake{aan melimpahkan
penyelesaian perselisihan kepada mediator. Bila penyelesaian

melalui mekanisme konsiliasi atau mediasi tidak mencapai
kesepakaan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan

kepada Pengadiltrn Hubungan IndusEial.

Setiap penmdingao yang dilakukan dalam rangka
penyelesaian perselisihan hubungam indushial tersebu! baik
biparti! konsiliasi, arbitase, harus dibuatkan risalah yang

ditandatangani oleh para pihak. Risalah perurdingao tercebut

sekurang-kuraapya memuat: nama lengkap dan alamat para
pihalq tangCal dan tempat perundingan, pokok masalah atau
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alasan perselisihan, pendapat para pihak, kesimpulan atau hasil

perundingan, darr tanggal serta tendatangan para pihak yang

melakukan perundingan.

Apabila perundingan yang dilakukan tersebut dapat

mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Perjanjian

Bersama yang ditandatangani oleh para pihak yang bersifat

mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh

para pihak. Perjanjian Bersanra tersebut wajib didaftarkan oleh

para pihak yaug melakukan perjanjian pada Pengadilan

Hubungao Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para

pihak mengadakan Petjanjian Benama untuk akta bukti

pendaftaran Perjanjian Bersama dan merupakan bagian yaog

tidak tetpisahkan dari Perjanjian Bersama

Karena Perjanjian Bersama bersifat mengikat, maka bila

tidak dilaksanakan oleh salah satu pihah maka pihak yang

dirugikan dapat mengajukan pemlohonan eksekusi kepada

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di

wilayah Pe{anjian Bersama untuk mendapat penetapan

eksekusi. Bila pemohon eksekusi berdomisili di luar Pengadilan

Negeri tempat pendaftaran Perjanjian Bersama maka Pemohon

eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui

Pengadilan Hubungan Indushial pada Pengadilan Negeri di

wilayah domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke
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berkompeten melaksanakan eksekusi.

2. Prosedur Mediasi dalam penyelesaian pEI
Salah satu model penyelesaian perselisihan hubungan

industrial adalah melalui mekanisme mediasi, yaitu
penyelesaian perselisihan halq perselisihan

perse.lisihan pemutusan hubungan k"dq d- perselisihan antar
serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

melalui musyawaraft yang ditEngshi oleh seorang atau lebih
mediator yang netral. penyelesaian perselisihan nelalui
mekanisme mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di
setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidaag
ketenagaket' aan Kabupaten^futa.

Untuk menjadi seorang mediator maka seseorang harus

memenuhi kualifikasi terteirtu. pasll 9 UU ppHI menjelaskao

bahwa kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang mediator
adalah seb"gai berikut beriman dan berAqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa; warga negam Indonesia; berbadan sehat

menurut surat keterangan dokter; menguasai peraturan

perundang-undangan ketenagake{aan; berwibawq jujur, adil,
dan berkelakuan tidak tercelE berpendidikan sekurang-

Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri yang
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kurangnya Srata Satu (S1); dan

syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10-15 UU PPHI menjelaskan tatacara pelaksanaan

mediasi. Menurut ketentuan-ketentuan pada rangkaian pasal

tersebut, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja

setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan

mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya

perkara dan segera mengadakan 5irlang mediasi. Dalam hal ini'

mediator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir

dalam sidang mediasi guna dimiffa dar didengar

keteranganny& Saksi atau saksi ahli yang memenuhi panggtlan

berhak menerima penggantian biaya perjalanan dan akomodasi

yary bsamya ditetaPkan dengan Keputusan Menteri.

Setiap oraag lang diminta keterangannya oleh mediator

guna penyelesaian perselisihan hubungan industrial betdasa*an

undang-undang maka dia wajib memberikan keterangan

termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat'surat

yang diperlukan. Bila keterangan yang diperlukan oleh

mediator terkait dengan seseorang yang karena jabatannya

harus menjaga kerahasiaan, maka harus ditempuh prosedur

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Mediator wajib merahasiakan semua keterangan yang

diminta. Bila tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan
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hubungan industrial melalui mekanisme mediasi, maka dibuat
Pe{anjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan

disalsikan oleh mediator serta didaftar di pengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-
pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta
bukti pendaftaran.

Bila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan

hubungan industrial melalui mediasi, maka harus mediator

mengeluad€n anjuran tertutis yrng delam waktu selambat-

lambatnya l0 (sepuluh) hari ke{a sejak sidang mediasi pertama

harus sudah disampaiksn kepada para pihak. Setanjuhya, para

pihak harus sudah memberikan jawaban s€cara tertulis kepada

mediator yang isinya menyetujui atau menolak a4iuratr tertutis
dalam waktu selambat-la$bahya l0 (sepuluh) hari ke{a
setelah menerima anjuran tertulis. Apabila ada pihak yang tidak
memberikan pendapatoya dia dianggap menolak aqiuran

tertulis.

Bila para pihak yang bersengketa menyetujui anjuran

tertulis maka dalam waktu selamballambatnya 3 (tiga) hari
kerja sejak anjurar tertulis disetujui mediator harus sudah

selesai membantu para pihak membuat perjanjiaa Bersama

untuk kemudian didaftarkan di pengadilan lfubungan Industial
pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak
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pendaftaran.

Pendaftaran Perjanjian Bersama di Pengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan Negeri dilakukan sebagai berikut a).

Perjanjian Bersama yang telah didaftar diberikan akta bukti

pendaftarari dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Perjanjian Bersama; b). apabila Perjanjian Bersama tersebut

tidak dilaksanakan oteh salah satu pihalq maka pihak yang

dirugikan dapat mengajukan perrrohonan eksekusi kepada

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di

wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan

eksekusi; c). Bila pemohon eksekusi berdomisili di luar wilayah

hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Negeri tempat pendaftaran Perjanjian Betsama' maka pemohon

eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di

wilayah domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke

Pengadilan Hubungan Indusaial pada Pengadilan Negeri yang

berkompeten melaksanakan eksekusi.

Apabila anjuran tertulis yang disampaikan oleh mediator

ditolak oleh salah satu pihak atau para pihalq maka para pihak

atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian

perselisihan ke Pengadilan Hubungan tndustrial pada

55
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Pengadilan Negeri setempat, Mediator yaflg tata cara

pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dengan keputusan

menteri tersebut menyelesaikan tugasnya dalam waktu
selambatJambatnya 30 (tiga puluh) hari ke{a terhitung sejak

menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan yang ada.

3, Prosedur Konsiliasi dalam penyelesaian pEI
Model penyelesaian persetisihan hubungan industial

lainnya adalah melalui mekanisme konsiliasi. penyelemian

perselisihan hubungal indushial melalui mekanisme konsiliasi
diatur dalam pasal 17-28 tJU ppHL penyelesaian perselisihan

melalui mekanisme konsiliasi dilakuk n oleh konsiliator yang

tetdaftar pada kantor inst nsi yang bertanggungjawab di birtgng
keteoagakerjaan Kabupaten/Kota. pelyolesaian perselisihen

kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan ke{a atau
perselisihan antar serikat peke{a/sedkat buruh hanya dalam

satu perusahaan melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator
yang wilayah kerjanya meliputi tempat pekerja/buruh beke{a-
Penyelesaian oleh seorang konsiliator dilaksanoken setelah para
pihak mengajukan permintaaa penyelesaian secara tertulis
kepada konsiliator yang ditunjuk dan disepakati oleh para

pihak. Dalam hal ini, para pihak dapat mengetahui nama

konsiliator yang akan dipilih dan disepakati dari daftar nama
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konsiliator yang dipasang dan diumumkan pada kantor instansi

Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

(disnakertrans) setemPat'

Tidak semua orang bisa menjadi konsiliator. Konsiliator

harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sebagai berikut a)'

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b)' wargn

negara lndonesia; c). berumur sekrrang-kurangnya 45 tahun; d)'

pendidikan minimal lulirsan Strata Satu (S.1); e)' berbadan

sehat menurut surat keterangan dokter; f. berwibawa, jujur,

adil, dan berkelakuan tidak tercela; g). memiliki pengalaman di

bidang hubirngan industrial sekurang-kuraagnya 5 (lima) tahun;

h). menguasai perafrran perundang-undangan di bidang

ketenagakerjaan; dan i). qyarat lain yang ditetapkan olet

Menteri. Konsiliator yang telah memeluhi kualifilosi dan

terdaftar diberi legitimasi oleh Menteri atau Pejabat yang

ber,wenang di bidang ketenagake{aan (kepala disnakertrans)'

Dalam melaksanakan tugasnya, selambat-lambatnya 7

(tujuh) hari kerja setelah menerima p€rmintaan penyelesaian

perselisihan secara tertulis, konsiliator harus sudah mengadakan

penelitian tentang duduk perkara dan selambatJambatnya pada

hari kerja kedelapan harus sudah dilakukan sidang konsiliasi

pertamd. Dalam hal ini, konsiliator &pat memanggil saksi atau

saksi ahli untuk hadir dalam sidang konsiliasi guna diminta dan
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didengar keterangannya. Saksi atau saksi ahli yang memenuhi

panggilan berhak menerima penggantian biaya pe{alanan dan

akomodasi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan

Menteri Tenaga Ke{a dan Transmigrasi.

Dalam hal ini, siapapun yang diminta keterangannya oleh

konsiliator guna penyelesaian porselisihan hubungan industrial,

wajib memberikan keteratrgan termasuk membukakan buku dan

memp€rlihatkan surat-surat yang diperlukan. Bila ketemngan

yang diperlukan oleh konsiliator rcrkait dengan s€sooratrg yang

karena jabarannya harus menjaga kerahasiaan, maka hans
ditempuh prosedur sebagaimana diatur dalam perafuratr

perundang-undangao yang berlaku. Dalam hal ini, konsiliator

waj ib merahasiakan s€mua keteraogan yang diminta

Apabila tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan

hubungan industrial melalui konsiliasi, maka dibuat pe{anjian

Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dau disaksikan

oleh konsiliator dan didaftar di pengadilan Hubungan Indushial

pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak_pihak

mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkaa akta bukti
pendaftaran. Bila konsiliasi tidak menghasilkan kes€pakatan,

maka konsiliator mengeluarkan anjuran rctuts png selunbat_

lambatnya l0 (sepuluh) hari kerja sejak sidang konsiliasi

pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak. Dalam hal
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ini, para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis

kepada konsiliator yang isinya menyetujui atau menolak

anjuran terhrlis dalam waktu selambarlambatnya 10 (sepuluh)

hari kerja setelah menerima anjuran tertulis. Bila ada pihak

yang tidak memberikan pendapatnya dianggap menolak anjuran

tertulis. Sedangkan bila para pihak menyetujui anjuran tertulis

maka dalam waktu selambatJambatnya 3 (tiga) hari ket'a sejak

anjuran tertutis disetujui, konsiliator harus sudah selesai

membantu para pihak membuat Perjaajian Bersama untuk

kemudian didaftar di Pengadilau Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri di wilayah pihak-pihak mengadakan

Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.

Prosess pendaftaran Perjanjiaa Bersama di Pengadilan

Hubungao Industial pada Pengadilan Negeri dilakukan sebagai

berikut a). Perjanjian Bersama yaf,g telah didaftar dib€rikan

akts bukti pendaftaran dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Perjanjian Bersama; b). Bila apabila Perjanjian

Bersama ddak dilaksanakan oleh salah saur pihalq maka pihak

yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi di

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di

wilayah Perjanjian Bersama di daftar untuk mendapat

peoetapan eksekusi; c). Bila pemohon e*selarsi berdomisili di

luar wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada
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Pengadilan Negeri tempat pendaftaran perjanjian Bersama,

maka pemohon eksekusi dapat mengajukan pemrohonan

eksekusi melalui Pengadilan Hub,,ngar krdushial pada

Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon eksekusi untuk
diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industriat pada pengadilan

Negeri yang berkompoten melaksanakan eksekusi. Bila anjuran

tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihalq maka salah

satu pihak etau para pihak dapat melaqiutkan penyelesaian

perselisihan ke Peagadilan Hub,,ngpn IndusEial pada
pengadilan negeri s€t€,mpat. penyelesaian perselisihan

dilaksanakan dengan pengajuan gugarar oleh salah sstu pihsk
yang berselisih.

Dalam hal ini, konsiliator harus menyelesaikan tugasaya

dalaoo wa.ktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan

yang ada. Konsiliator berhak mendapat honorarium/imbalan
jasa berdasarkan penyelesaian perselisihan yang dibebankan

kepada negara yang besaran honorariuo/imbalaa jasa

ditetapkan oleh Menteri Tenaga Ke{a den Transmigrasi.

Kinerja konsiliator dalam satu periode tertentu dipantau dan

dinilai oleh Menteri atau pejabat yang rti bidang
ketenagake{aan.
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4. Prosedur Arbltrase dalam Penyelesaian PIII

Model penyelesaian perselisihan hubungan industrial

lainnya adalah melalui mekanisme arbiuase. Penyelesaian

perselisihan hubungan industrial melalui mekanisme attitsase

diatur dalam pasal 30-53 UU PPm. Penyelesaian p€rselisihan

hubungan indusfial melalui arbitase meliputi perselisihan

kepentingan dan p€rselisihan antar serikat Pel@rjals€rikst buruh

hanya dalam satu

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui

mekanisme arbitrase dilakukan oleh arbiter. Arbiter yaag

berwenang menyelesaikan perselisihan hubungan industial

harus arbiter yang telah ditetapkan oleh Menteri. Wilayah kerja

seorang arbiter meliputi seluruh wilayah negera Rcpublik

Indonesia. Untuk dapat ditetspk n sebagai E6iter maka

seseomng harus memenuhi syarat sebagai berikut a). beriman

dan beraqwa kepada Tuhan Yang Maha Esq b). cakap

melakukan t'rndakan hukuq o). warga negara lndonesia; d).

pendidikan sekurang-kurangnyr Stata Satu (Sl); e). benrmur

sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun; 0. berbadan

sehat sesuai dengan surat keterangan dokter; g). menguasai

peraturan perundang-undangan di bidang ketenagake{aan yang

dibukikan dengan sertifikat atau bukti kelulusan telah
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mengikuti ujian arbitrase; dan h). memiliki pengalaman di
bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Sebagaimana penyelemian non-litigasi yatrg lalD,

penyelesaian perselisihan hubungan industial
melaluimekanisme arbiter dilakukan atas dasar kesepakatan

para pihak yang berselisih yang berselisih yang dinyatakan

secara tertulis dalam surat perjanjian arbitrase, dibuat rangkap 3

(tiga) dan masing-masing pihak mendapatkan I (satu) yang

mempuoyai kekuatan hukum yang sarn& Surat perjanjian

arbitase tersebut sekurang-kurangnya memuac a). nama

lengkap dan ahmat atau ternpat kedudukan para pihak yang

berselisih; b). pokok-pokok p€rsoal& yang menjadi
perselisihan dan yang diserahlon kepada artifase untuk

dise lesaikan dao diambil putrrs8lq c). jumlah artiter png
disepakati; d). pemystaan para pihak yang bersclisih untuk

tunduk dan me.qlalenkan keputusan arbitase; dan e). ternpa!

tanggal pembuatan surat perjanjian, dan tanda tangan para pihak

yang berselisih.

Bila para pihak telah menandatangani surat perjanjian

arbihas€ maka para pihak bqhak memilih arbircr dari &ftar
artiter yang ditetapkan oleh Menteri/Kadisnakertsans. para

pihak yang berselisih dapat menuqiuk arbiter tunggal atau

beberapa a6iter (majelis) dalam jumlah gasal sebanyak_
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banyaknya 3 (tiga) orang yang dilalarkan secara tertulis. Bila

para pihak sepakat untuk menunjuk arbiter tunggal, maka para

pihak harus sudah mencapai kesepakatan dalam waktu

selambatJambatnya 7 (tujuh) hari kerja tentang nama arbiter

dimaksud. Bila para pihak sepakat untuk menunjuk beberapa

arbiter (majelis) dalam jumlah gasal, masing-masing pihak

bertak memitih seorarg arbiter datam jangka waktu selambat-

lambatnya 3 (tiga) hari kerja, sedangkan arbiter kctiga

ditentukan oleh para arbiter yang dithjuk dslam wsktu

selamb.rlanbatnya 7 (tujuh) hari kerja untuk diangkat sebagai

Keua Majelis Arbirase.

Jika para pihak tidak sepakat unhrk menunjuk a6iter baik

tunggal maupun beberapa arbiter (majelis) dalam jumlah gsal

maka atas pemrohonan salah satu pihak Ketua Pengadilan dapat

mengangkat arbiter dari daftar atbiter yang ditetapkan oleh

Menteri. Seorang arbiter yang diointa oleh pars pihalg wajib

memberitahukan kepada para pihak tentang hal yang mungkin

akan mempengaruhi kebebasannya atau menimbulkan

keberpihakan putusan yang akan dib€rilen. Di samping itu,

seseorang yang menerima penunjukan sebagai arbiter harus

memberitahukan kepada para pihak mengenai penerimaan

penunjukannya secara tertulis.
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Dalam hal ini, arbiter yang bersedia untuk ditur{uk harus

membuat perjanjian penunjukan arbiter dengan para pihak yang

berselisih. Pe{anjian penunjukan artiter tersebut sekurang-

kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: a). nama lengkap

dan alamat atau tempat kedudukan para pihal< yang berselisih

dan arbiter; b). pokok-pokok persoalan yang menjadi
perselisihan dar yatrg diserahkan kepada arbircr unurk
diselesaikan dan dianbil keputusan; c). biaya arbicsse dan
honorarium arbieC d). pernyatasn para pihak yang berselisih
untuk tunduk dan menjalaokan keputusm arbicase; e). tempat
tanggal pembuatan surat perjanjiao, dan trnda t ngrn para pibak
yang berselisih daa artiter; D. pemyataan Erbit€r arsu para

arbiter untuk tidak melampaui kewenangannya dorom

penyelesaian pe*ara yanC ditanganiqya; dan
g). tidak mempunyai hubungan kekeluargaan scdarah atau

semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak
yang berselisih.

Dalam hal adminisratif, perjanjian arbitet sekurang

kurangnya dibuat rangkap 3 (tiga), di rnana masing-masing

pihak dan arbiter mendapatkan I (satu) yang mempunyai

kekuatan hukum yang sama. Bila arbihase dilakukan oleh
beberapa arbiter, maka asli dari perjaqiisn tersebut harus

diberikarr kepada Ketua Majelis ArtiGr. Begitu e6iter telah



menerima penunjukan dan menandatangani surat perjanjian

maka yang bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali atas

persetujuan para pihak.

Bita arbiter berkeinginan menarik diri maka dia harus

mengajukan permohonan secara tortulis kepa& para pihak. Bila

kemudian para pihak dapat menyetujui permohonan penarikan

diri tersebut maka yang bersangkutan dapat dibebashn dari

tugs sebagai arbiter dalam penyelesaian kasus tersebut. Namun

jika pennohonan penat*an diri tersebut tidak mendapat

persetujuan para pihalq maka arbitet harus mengajukan

pennohonan pada Pengadilan Hubungan Industrial untuk

dibebaskan dari tugas sebagai arbiter dengan mengajukan

alasao yang dapat diterim&

Jika arbiter tunggal mengundurlon diri atau meninggal

dunia, maka para pihak harus menunjuk arbiter pengganti yang

disepakati oleh kedua belah pihak. Bila arbiter yang dipilih oleh

para pihak mengunduftan diri atau meninggal dunia, maka

penunjukan arbiter pengganti diserahkan kepada pihak yang

memilih arbiter. Bila a6iter ketiga yang dipilih oleh para

arbiter mengundurkan diri atau menlnggal duniq maka para

arbiter harus menunjuk arbiter pengganti berdasa*an

kesepakatan para arbiter yang ada.
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Para pihak atau para arbiter harus sudah mencapai

kesepakatan menunjuk arbiter pengganti dalam waktu selambat_

lambatnya 7 (tujuh) hari ke{a. Bila para pihak atau para arbiter
tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak atau salah satu

pihak atau satah satu arbiter atau para srbiter dapat meftinta
kepada Pengadilan Hubungan Indusfial untuk menetapkan

arbiter pengganti dan Pengadilan harus menetapkan arbiter
pengganti dalam waktu s€lambat-lambatnya Z (tujuh) hari ke{a
sejak tangget {iqi66ay1 pennintaan penggantian arbiter.

Arbiter pengganti harus membuat pernyataan 16e56{iqrn

menerima hasil-hasil yang telah dic8pai d8n melanju*an
penyelesaian p€r*ara. &tiler yarg telah ditrmjuk oleh para

pihak berdasarkan perjrnjian a$itrsse dapat diajulotr tuntubn
ingkar kepada Pengadilan Negeri apabila cukup alasan dsn

cukup bukti otentik yang meoimbulkan keraguan bahwa arbiter
akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak

dalam mengambil putrsan. Tuntutan ingkar terhadap seorang

arbiter dapat pula diqiukan apabila terbuki artanya hubungan

kekeluargaan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau

kuasanya. Putusan Pengadilan Negeri mengenai tuntuta[ ingkar
tidak dapat diajukan perlawanan. Hak ingkar terhadap arbiter
yang diangkat oleh Ketua pengadilan ditujukan kepada Ketua
Pengadilan yang bersangkutan. Hak ingkar terhadap arbiter
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tunggal yang disepakati diajukan kepada arbiter yang

bersangkutan. Hak ingkar terhadap anggota majelis arbiter yang

disepakati diajukan kepada majelis arbiter yang bersangkutan.

Arbiter wajib menyelesaikan perselisihan hubungan

indusFial dalam waktu selambat-lambetnya 30 (tiga puluh) hari

kerja sejak penandatanganan surat perjanjian penunjukan

arbiter. Pemeriksaan atas perselisihan harus dimulai &lam

waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sealah

penandatanganan surat perjanjian penunjukan aftiter. Atas

kesepakatan para pihal arbiter berirenang untuk

memperpanjang jangka waktu penyelesaian perselisihan

hubungan indusEial I (satu) kali perpanjangan selambat-

lambatnya 14 (cmpat belas) had kerja-

Pemeriksaan perselisihan hubungan indusrial oleh arbiter

atau majelis arbiter dilakukan secara tertutup kecuali para pihak

yaog berselisih menghondaki lain. Dalam sidang albitase, para

pihak yang berselisih dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat

kuasa khusus. Apabila pada hari sidang para pihak yang

berselisih atau kwutaDya tanpa suatu altsan yang sah tidak

hadir, walaupun telah dipanggil socara petug maka arbiter aau

majelis artiter dapat membatalkar pe{anjian penunjukan

artiter dan tugas arbiter atau majelis arbiter dianggap selesai.

Apabila pada hari sidang pertama dan sidang-sidang selanjutnya
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salah satu pihak atau kuasanya tanpa suatu alasan yang sah

tidak hadir walaupun untuk itu telah dipanggil secara patut,

arbiter atau majelis arbiter dapat memeriksa perkara <tan

menjatuhkan putusannya taapa kehadiran salah saru pihak atau

kuasanya. Apabila terdapat biaya yang dikeluarkan berkaitan

dengan perjanjian penuajukan arbiter sebelum perjanjian

tersebut dibatalkan oleh arbiter atau majelis artiter, biaya

tersebut tidak dapat dimina kembali oleh para pihak

Dalam proses pelaksanaannya, penyelesaian perselisihen

hubungen indushial oleh arbiter harus diawali dengan upaya

mendamaikan kedua belah pihak yang bersclisih. Jika

perdamaian tercapai, maka arbiter atau majelis arbiter rrajib

membuat Akta Pordamaian yang ditandahngatri oteh para piha&

yang berselisih dao arbiter dau majelis arbiter. Akta
Perdamaian didaftarkan di pengadilan Hubungan Industrial

pada Pengadilan Negeri di wilayah arbiter mengadakan

perdamaian.

Pendaftaran Akta Perdarnaian dil*ukan sebagai berikut
a). Akta Perdamaiu yang telah didaftar diberiksn akte bukti
pendaftaran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Akta Perdamaian; b). apabila Akta perdamaian tidak

dilaksamkan oteh salah satu pihah maka pihak yang dirugiksn

dapat mengajukan pennohonan eksekusi kepada pengadilan



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Akta

Perdamaian didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi; c).

Bila pemohon elsekusi berdomisili di luar wilayah hukum

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat

pendaftaran Akta Perdamaiarq maka pemohon eksekusi dapat

mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilaa Negeri di wilayah

domisili pemohon eksekusi untuk diteruskar ke Pengaditan

Hubungan Industiat pada Pengadilan Negeri yang berkompeten

melaksanakan eksekusi. Bila upaya perdamaian yang dilakukan

mengalami kegagalag arbiter atau majelis arbiter meneruskaa

sidang arbitrase.

Dalam persidangian &rbitaso para pihak diberi

kesempatan unuk menjelaskan secara tertulis mlupun lis"n

tentang pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang

dianggap perlu untuk meryuatkan pendirianuya dalam jangka

waktu yang diteapkan oleh arbiter atau majelis arbiter. fubiter

atau majelis arbiter berhak memhta kepada para pihak utuk

mengajukan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau

bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang

ditentukan oleh arbiter atau majelis arbiter.

Arbiter atau majelis artiter dapat memanggil seorang

saksi atau lebih atau seorang saksi ahli atau lebih untuk
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didengar keterangannya. Sebelum memberikan keterangan para

saksi atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji

sesuai dengaa agama dan kepercryaan masing-masing. Biaya

pemanggilan dan perjalanan rohaniawan untuk melaksanakan

p€ngambilan sumpah atau janji terha&p saksi atau saksi ahli
dibebankan kepada pihak yang memint& Biaya pemanggilan

dan perjalanan saksi atau saksi ahli dibebaDkm kepada pihak

yang meminta. Biaya pemanggilan dan perjalmen saksi atau

saksi ahli yang diminta oteh arbiter dibebaokan kepada pra
pihak.

Siapapun yang diminta keeiangannya oleh arbiter tt u

majelis arbiter guna penyelidikan untuk pcnyelesaian

perselisihan hubungan industsisl bedasa*an uadang-undang

ini wajib memberikannya, termasuk membukaloo buku dan

memperlihitkan surat-surat yang diperlukan. Bila keterangan

yang diperlukan oleh artiter te*ait dengan ses€oratrg yang

karena jabatannya harus menjaga keralasiaan, maka harus

ditempuh prosedur sebagaimana diatt dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Arbiter wajib merahasiakan

semua keterangan yang diminta. Semua kegiatan yang

dilaksanakan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase lurus
dibudksn berita acara p€rneriksaan oleh arbiter stau majelis

arbiter.
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Putusan sidang arbitrase ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian,

kebiasaan, keadilan dan kepentingan umum. Putusan arbitrase

memuat a). kepala putusan yang berbunyi "DEMI ITEADILAN

BERDASARKAN KETTJI{ANAN YANG MAHA ESA"; b).

nama lengkap dan alamat arbiter atau majelis arbiter; c). nama

leogkap dan alamat para Pihak

d. I{at-hal yang temuar dalam surat perjanjian yang dhiukan

oleh pan pihak yang b€rselisilu e). ikhtisar dtri tmtutan,

jawaban, dan penjelasan lebih lrnjut pare pihak yang berselisih;

0. pertinbangan yang menjadi dassr putusan;

g). pokok putusan; h). tempat dan tanggal putussn; i). mulai

berlakuoya puh$an; dar j). tanda tangstr arbiter rrau nrjelis

arbiter.

Tidsk ditmd.tsnganinya putusan arbiter oleh salah

seorang arbircr dengan alasar sakit atau mening:gal dunia tidak

mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan arbitrase. Alasan

tentaog tidak adanya tanda rrn8rn han$ dicantumkan dalam

putusan.

Dalam putusan,. ditetapksn selambat-lambatnya 14 (empat

belas) hari kerja harus sudah dilaksanakan. Putusan arbihase

mompunyai kekuatan hukum yang mengitrt para pihak yang

berselisih dan merupakan putusan yang bersifat akhir dan tetap.
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Putusan a6itrase didaftarkan di pengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah arbiter

menetapkan putusan. Bila putusan a6itrase tidek dilaksamkan

oleh salah satu pihab maka pihak yang dimgikan dapat

mengajukan permohonan eksekusi di pengadilan Hubungan

Industial pada Pengadilan Negeri yalg daerah hukumnya

meliputi tempat kedudukan pihak terhadap siapa putusstr itr
hanrs dljalankaa, agar putusan diperintahkan untuk dljalankan.

Perintah eksekusi harus diberikatr dalam waktu selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari ke{a serctah pernohonan

didaftarkan pada Panitera pengadilan Negeri setempst dengan

tidak memeriksa elasatr atau pertimbangan dari putusan

arbitas6.

Terhadap putusan a6itase, salah satu pihak dapaf mengajuken

permohonan pembatalan kepada Mrrhkamah Agung datam

waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

ditetapkannys putusen arbiter, apabila putusan diduga

mengandung uosur-unsuf, sebagai berikut: a). surat atau

dokumen yang di iukan dalam pemeriksaan, setelah putusan

dijatuhkaq diakui atau dinyatakan palsq b). setelah putusatr

diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang

disembunyikan oleh piha& lawan; o). putusan diambil dari tipu
muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam
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pemeriksaan perselisihan; d). putusan melampaui kekuasaan

arbiter hubungan industrial; stau e). putusafl bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan.

Bila permohonan pembatalan eksekusi dikabulkan,

Mahkamah Agung menetapkan akibat dari pembatalan baik

seluruhnya atau sebagian putusan arbihase. Mahkamah Agung

memutuskan permohonan pembatalan dalam waktu selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima

perrrohonaa pembatalan. Persetisihan hubunpn industrial yang

sedang atau telah diselesaikan melalui arbitrase tidak daPat

diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Artiter atau

majetis arbiter tidak dap6t dikenakan tanggung jawab hukum

apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses

persidangan arbitase berlangsung untuk menjalankan fongsinya

sebagai arbiter atau majelis arbiter, kecuali dapat dibuktikan

edanya itikad yang tidak baik dari tindakannya.
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BABItr

PETA PHI DI JAWA TE,NGAH

A. Gembareo Umum Ketenegekerjean dl Jewa Tengeh

Sesuai dengan amanat Undang-undang hubungan

indusrial yang harmoois, dinamis, dan berteadilan perlu

diwujudkan s€cara optioal sesuai dengan nilai-nilai

Pancasila; Dalam era indusrialisasi dewasa ini, masalah

perselisihan hubungan industrial menjadi sesuatu yang tak

terelakkan. Masalah tersebut diprediksi akan semakin meningkat

intensitasnya dan semakin kompleks. Sejalan dengan ini, maka

akan semakin meningkat pula kebutuhan akan hadimya i$titusi

dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial

yang cepag topsq adil, dan murah.
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Untuk keperluan ini, Undang_undang Nomor 2 tahun 2004
tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial telah

mengatu mengenai prosedur dan tata cara penyelesaian

perselisihan hubungan industrial, baik melalui penyelesaian

bipartit, melalui mediasi, melalui konsiliasi maupun melalui
86itrase, Unctang-und"ng ini bahkan mengatur tenhng pHI

@engadilan Hubungan Indushial), yakni pengaditan khusus yang

dib€ntuk di lingkungan p€ngadilan negeri yang berwenang

memeriksa, mengadili dan memberi putusan teftadap perselisihan

hubungan indusEial. Pihak-pihak yang berselisih terkait hubungan

indusfial bisa mengajukan gugatatr melalui pengadilan tersebrI
ketika proses mediasi dau konsiliasi temyafa ddak bisa mencapai

kesepakatan yang dihrangkan dal"nr perjanjian bersama-

Meskipun telah berjalan lebih dari lima tahun, bukan

berarti ketentuan perundangan ini bisa berjalan efektif tanpa

kendala. Implementasinya di lapangan perlu dilihat sebagai bagian

dari evaluasi polaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan

indusfial Berikut ini adalrh c{tatan-catatatr penting tertait
pelaksanaaa mediasi perselisihan hubungan industsial di Jawa

Tengah.
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Tabal3'l

Kasus Ketenagakerjaan PIilqPHI dan Mogok Tahun 2005-2010*)

Tabel 3.2
Kasus PHI Tahun 2007'2010])

TH PHK PHI Mogok

Perorangan Massal

TK Ka
sus

TK Ka
sus

TK Ka
sus

TK Jam
kerja
hilang

2005 407 620 9.s83 24 3.605 22 13.475 58.523

2006 295 3.121 43 219 l5 8,971 44.933

2007 1.714 46 9l 2r 16.057 288

2008 1 31 I 1 5 2.181 7.317

2009 9
9
n
?

11.22',

n2

l0l0* 4
4

24 6 1.766 t2.362

Thn PHI
Kptgn PHK HAK Jumlah

Ka
sus

TK Ka
sus

TK Ka
sus

T
K

Ka
sus

T
K

Kas
us

TK

2007 6 91 65 4.5

l9

l0 1

I

0 0 81 4.3

2t

2008 3 E4 70 1.6

l9

13 I

3

0 0 1.7

l6

Kasus

)
3

265

Antar SB

86



2009 99 11.

22

7

2010 l9 44 4 68

') Bulan Juni 2010

Tabel3.4
kmbaga-kmbaga Iain Tahun 2006-2010.)

NO Neme Orgeniseri

2007 200E 2009 2010

Konfederasi SP di
Provinsi

3 3 3

2 KoDfederasi SPSI di
Kab/Kota

35 35

3 Federasi 31 3t 3l
4 Unit Ke{a SP/SB 2.168 2.085 2.085 2.085

5 Anggota SP/SB 97.458 s92.815

JumlahNo

2006 2007 2008 2009 20t0
I LKS I I I I I
2 Aktif 35 35 35 35 35

LKS B 536 600 607 607 E76r) Bulan Juni 2010
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Tabel3.3

Hubungan Indutial dan Jaminan Sosial
Orgnisasi Pekerja Tahun 2007- 2010*)

Jumlah=-.-

I

35

592.815 592.8t5

I-embaga

J
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Perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 50 orang wajib membuat

LKS Bipartit. Di Jateng perusahaan yang wajib membuat LKS

Bipartite sebaryak 1.5E0 perusahaan. Sehingga jumlah LKS

Bipartit di atas hanya sebesar 3E,42 % dari perusahaan yang wajib

membuat LKS Bipartil (Data Statistik Edisi Triwulan tr Tahun

2010.-Buku Data Statistik Tri wulan tr Juni 2010 Dinas Tenaga

Kerja Transmigsi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah).

Tabel3.5

Unit Kerja SP/SB di Ikbupaton/ Kota Tahun 2009

NO KAB/I(OTA JUMLAH

UK Anggota

I Kota Semarang 422 81.E21

) Kab. Semarang 129 51.585

3 Kab.Kendal 25.323

4 Kab.Demak 17.331

5 Kab.Grobogan ll 656

6 Kab.Salatiga t4 5.746

7 Kab.Pati ll4 15.815

E Kab.Kudus 106 93.576

Kab.Rembang 9 6.603

53

49

9
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l0 Kab.Blora t3

ll Kab.Jepara 17 3.150

t2 Kab.Pekalongan l0l 8.81 I

t3 Kab.Pekalongan 50

t4 Kab.Batang 10.250

l5 Kab.Pemalang 20 4.013

t6 Kab.Brebes 20 13.169

t7 Kab.Tegal 64 4.265

l8 Kab.Tegal t4 s.736

l9 Kab.Banyumas 46 3.305

20 Kab.Cilacap r12 29.917

2t Kab.Baqiarnegara l6 1.569
)) Kab.Purbalingga

23 Kab. Magelang 66

24 Kab.Magelang 35 10.212

25 t4 8.483

26 159 6.683
)1 Kab.Purworejo ll tt.49l
28 55 17.234

29 Kab. Surakarta 65

30 Kab.Sragen 15 6.196

3l IGb.Sukoharjo 77 42.147

8.990

13.249

34

26 7.998

3.222

Kab.Wonosobo 
-Kab.Temanggung-

Kab.Kebumen-

12.139



32 Kab,Kr.Anyar 44.336

33 Kab.Boyolali 48 13.0E0

34 Kab.Klaten 33 4.519

3s Kab.Wonogiri 12.448

Jumlah per SP/SB 2.168 597.45E

8l

Tabel3.6
Organisasi Pengusaha Tahun 200G2010')

r) Bulan Juni 2010

Tabel3'7
Upah Minimum Per Kab-/ Kota Tahun 2005-2010

Nama Organisasl Jumlah

2006 2007 2008 2009 2010

DPCAPINDO

Anggota Aplndo

22

923

11

913

22

1.63

0

No fubJkorr 2007 2008 2lD09

I Kota Semarang 586.000 6J0.000 715.700 838.500 939.7s6

2 Kab. Semarang 515.000 595.000 672.000 759.360 824.000

3 500.000 582.000 662.500 750.000 803.185

560.000 615.000 662.500 730.Q00 7t0.000

5 Kab.Grobogan 450.000 602.000 555.000 640.000 687.500

t43

35

22

1.630

22

913

2006 20r0

Kota Salrtiga

4 Kab. Kendal
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6 Kab.Demak 500.000 581.000 647.500 772.262 8 13.400

7 Kota pelalongan 500.000 555.000 615.000 7 r0.000 760.000

8 Kab.Pekalongan 500.000 565.000 615.000 700.000 760.000

9 Kab.Batang 500.000 555.000 615.000 700.000 745.000

10 Kab.Pemalang 530.000 540.000 575.000 630.000

ll Kota Tegal 475.000 520.000 560.000 611.000 700. 000

t2 Kab.Tegal 475.000 520.000 560.000 600. 000 687.000

13 Kab.Brebes 500.400 515.000 54?.m0 575.000 681. 000

l4 Kab.Banyumas 493.500 520.000 550.000 612. 500 670. 000

15 Kab.Cilacap
Wilayah Kota

Wilayah Timur
Wilayah Barat

524.sM
460.000
450.000

601.000
521.000
515.000

647.ow
560.000
555.000

730.000
634. 000
629. NO

760. 000
675. 000
660. 000

t6 Kab.Purbalingga 499.500 525.000 560.000 618.750 695.000

l7 Kab.Baqiamegara 490.500 510.000 551.000 631.000 662. 000

18 Kota Magelang 485.000 520.000 570.000 665.000 745.000

l9 500.000 540.000 610.000 702.000 752.0N

20 Kab.Temaaggung 455.@0 505.000 547.000 645.000 109.600

2t Kab.Wonosobo 458.000 508.000 565.000 661.0W 7t5.000

22 Kab.Purworejo 460.000 s00.000 555.000 643. 000 719. 000

23 000 507.000 550.000 641. 500 700. 000

24 510.000 590.000 674.000 723.000 78s. 000

25 Kab.Boyolali 490.000 570.000

0

718.500 748.000

675.000

Kab.Magelang

Kab.Kebumen

Koa Surakarta

6220.00
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') Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561.41182(X)7, tenggal

20 Nopernber 2007. Lihat Data Ststistik Edisi Triwulan II Tahun
2010.

PP KKB

722 Rusahaan

Kab.Klaten 480.250 540.000 607.000 685.000 735.000

1'7 Kab.Karanganyar s00.000 580.000 650.000 719.000 761. 000

28 Kab.Sragen 485.000 550.000 607.000 687.000 724.000

29 Kab.Sukoharjo 490.000 5 50.000 642.000 710.000 769.500

30 450.000 500.000 585.000 650.000 695.000

3l Kab.Pati 488.000 550.000 600.000 670.000 ?33.000

32 Kab.Kudus 515.000 650.000 672.NO 750.694

33 KabJepara 525.000 535.000 5 85.000 6J0.000 702. 000

34 Kab.Rembang 471.800 521.000 560.000 647.N0 702.000

35 Kab.Blora 450.000 600.000 624.000 675. 000 742.000

1.917 Perusahaan

Penrsahaan wajib membuat peraturan perusahaan ( PP)

sebanyak 7.686 perusahaan ( 24, 53 %) dari jumlah perusahaan se-

Jateng. Jumlah PKB haaya722 dai2. l6E unit kerja (33.30%).

20

Kab.Wonogiri

775.000
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B. Peta PEI di Kota Pekalongan

Wilayah Kabupaten pekalongan merupakan wilayah
indusei yang cukup menonjol di propinsi Jawa Tcngah. Tercalat

ada 317 bidang usaha atau industi yang terdapat di Kota
Pekalongan. Bidang usaha yang terdapat di wilayah Kota
Pekalongan dapat dikualifftasikan ke dalao sembilan blrtang usaha

yartu (l) Perhnian, kehutanan, perbururr, dan perikaaan, (Z)

Pertambangan dan penggaliq (3) Industri pengolahan, (4) Listrilq
gas, dan au, (5) Bangunarl (e fetdAangan besar, eccraq rumah

makan, dan hotel, (7) Angkutaq p€rgudangan, dan komunikasi, (g)

Keuanqaq asuransi, usoha persewaan bangunan, ramh, dan jasra

perusaftaan, (9) Irsa kemrsyarakatan.

Dalam rentang waktu 2007 hingga tahun 2010, terpatat

bahwa ragam perselisihsn indusEial yang terjadi adalah

Perselisihan kepentingan, perselisihan he& dan perselisihan pruC.

Adapun junolah rnasing-masing kasus per tahuonya adalah sebagai

berikut.

Tabel 3.8
Kasus-kasua Perselisihan Industrial di pekalongan

Deskripsi Tahun
2007

Tahun
2008

Tahun
2W

Tahun
2010

26 kasus 26 kasus 20 kasus 2l kasus

Peke{a/buruh 1.448 l.)26 orang 1.710 1.437

Perselisihan
Hubungan
Industial
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Dari data di atas hmpak bahwa jumlah kasus perselisihatr

indusEial yang terjadi di wilayah Kotr Pekalongan dari rentaag

rraktu tahun 2007-2010 menunjukkan kecenderungan adanya

penunman, yaitu sebaryak 26 kasus pada tahun 2007, 26 kasus

pada tahun 2008, 20 kasus pada tahun 2009, &n 2l kasus pada

tahun 2010. Dari keseluruhan kasus perselisihan yang tarjadi

jumlah orang yang terlibat tidak terlalu ter*sit dengBn jumlah

kasus perselisihan yang terjadi. SebaBEi contol\ pada tahun 2007

terdapat 26 kasus yang melibatiizn 1.44E orang sementara pa&

ahun 2009 dari 20 kasus perselisihan yang rcrjadi terdapat 1.710

orang yang torlibat.

Dari jumlah kasus yang terjadi, dilihat dari ragam kasusnya

maka tampak bahwa jenis kasus yaag terjadi adalah kasus

yang terlibat orang orang orang
Jenis Kasus:
l. Perselisiha

n
kepetrtinga
n

I kasuVl
perusahaar/
280 orang

5 kasus/4
perusl/l.
222 org

1

kasus2
perush/2
53 org

2. Perselisiha
n hak

2
kasuV2
perush/1
145 org

3. Perselisiha
n PHK

2t
kasuVl T

perush/1.0
24 org

25 kasus/I9
perush/946
org

t5
kasus/l I
peruslt/4E
E org

17

k sus/14
perush/3
9 org

2 kasus/l
penrsahaan

/304 orang

3 kasus/3
persh/ 120

org
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perselisihan kepentingan, perselisihan hak, dan perselisihan pHK

dengan jumlah terbanyak adatah perselisihan pHK. Dari data pada

tabel I tampak bahwa dari kasus perselisihan industrial yang

te{adi pada tahun 2007, yaitu sebany8k 26 kasus, 2l kasus di
antaranya adalah kasus perselisihan pHK. pada tahun 200g, dari 26
kasus yang te{adi bahkan 25 kasus di antranya adalah kasus

perselisihan PHK. Dari 20 kasus perselisihan indusEial yang

terj&di pada tahun 2009, 15 kasus perselisihan adatah perselisihan

PHK dan 5 kasus yang lain adalah persclisihan kepentingrn. pada

tahun 2010, dari 2l kasus yang terjadi 2 kasus merupakan kasus

perselisihan kepentingan,2 kasus perselisihan hah dan lZ kasus
perselisihan PHK.

Perselisihan PHK merupakan pers€lisih$ yang timbul
akibat pemutusan hubungan kerja. pHK adatah pengakliran
hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan

berakhimya hak dan kewajiban e@rang karyawan dalam suafu

perusahaan tertentu (Undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang

ketenagakedaan). Perselisihan kepentingan adqteh p€rselisihan

yang timbul karena adanya p€nd8pat mengenai
pembuatan atau penafsiran syarat-syarat kerja yang diatur datam

pe{anjian kerja atau p€raturan atau perjanjiar kerja
bersams atau peraturan perundrnsan yang berlaku. Sementars ihr
perselisihan hak adalah perselisihan yang terjadi karena tidak
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dilaksanakannya hak-hak yang diatur dalam peraturan kerja atau

peraturan perusahaan atau peraturan kerja bersama atau perundang-

undangan yang berlaku.

Penyebab perselisihan hubungan industrial antara lain

tuntutan pembuatan PKB, kekurangan upah yang tidak dibayar,

efisiensi tenaga kerja' pekerja/buruh mengundurkan diri' peke{a

mangkir, pekerja melakukan kesalahan, pokerja saki! pekerja

meninggal dunia, pekerja ditahan pihak berwajib, pekerja

memasuki usia pensiun, perusahaan rugr, dan perusahaan tutup.

Jika dipetakan jenis perselisihan industrial dan penyebabnya maka

dapat diganbarkan dala$ p€ta s€bogai berikut:

Peta 3.1

Pertikaian Kopentiagan

Penikeial
Kepentingan

Penolekan mutEsi

Pemotongan Opna,rte Barang Kunng oleh pen&sahg

Tuntulan pembuatan perjaniian keria bersama

Tuntutan p€rpSnrangan PKB

Penolilan mutasl dan p€mbay?ran uPah d€te5laTM

Tuntubn dlakhi.lnya masa dirumahkan

Tuntunll pemt dan borus dan kaluar d.d kope.esl

Tuntutan upah ielual masa k€rJa
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Berdasarkan peta 1 diatas tampak bahwa dalam rentang
waktu tahun 2007-2OlO jenis pertikaian kepentingan dalarr
pertikaian industrial meliputi delapan jenis pertikaian, yaitu
tuntutan pembuatan peraturan Kerja Bersamq pemotongan OBK
(Opname Barang Kurang) oleh pengusah4 penolakan mutasi,
tuntutatr p€rpanjangan PKB, penolakan mutasi daa pembayaran

upah melalui AIIVI, tuntutan upa& sesrrai masa kerja, tuntutan
diakhirinya masa dirumahkan, tuntutan pemberian bonus dan
keluar dari koperasi, dan penolakan funtutan pengusaha dan
tagihan nota konsumen. Jika diteliti lebih laqiut kasus yang
berulang loli tqiadi adalah tuotutan p€mbuatao peraturan Kerja
Bersamayaitu yang brjadi antua psp SpN pasar Raya Sri Ratu
dengan Pasaraya Sri Ratu (2007) dan yang te{adi antara pasaraya

Sri Ratu dan Sri Ratu Mega pennai dengan pSp SpN pasaraya Sri
Ratu dan Sri Ratu Mega Centre. petikaian ini merupakan
pertikaian yang cukup mossive karcna melibatkan lebih dari tiga
ratus tenaga kerja pada masing_masing pertikaian itu.

Perselisihan hak te{adi pada hhun 2007 dan 2OlO,
masing-masing dengan tiga kasus yang melibatkan tiga perusahaan

pada tahm 2007 dan dua kr"u5 yang metibatkan dua perusahaan

pada tahun 2010. Dalam perselisihan ini, tenaga keda yang terlibet
juga saagat besar, yaitu masfug-6asi1g 120 dan ll45 orang.
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Adapun penyebab dari perselisihan hak yaitu pekerja dirumahkan

selama 7 bularr, perusahaan mengurangi produksi, tuntutan

pembayaran kekurangan upah, tuntutan TIIR" Jlunsosteh jam

kerja, dan SK pengangkaan, serta tuntutan tentang tmnsparansi

rencana penjualan perusahaan

Dalam bentuk skema, gambaran perselisihan hak yang

terjadi dalam perselisihan ihdusEial di Kota Pekalongan adalah

sebagai berikut:

Perselisihan hak

dalam perselisihan

hubungan industrial

Pekerja dirumahkan selama 7 bulan

Perusahaan mengurangi produksi

Tuntutan pembayaran kekurangan

upah

Tuntutan TI{R, Jamsostelq jam kerja,

dan SK pengangkatan

Tuntutan tentang trirnspafimsl rencana

penjualan perusahaan

Kasus dirumahkannya pekerja terjadi antara PLJK-SP LEM

SPSI PT. Samudra Dockindo Prima dengan PT. Samudra

Dockindo Prima yang melibatkan 44 tenaga kerja dan kasus ini

diselesaikan dengan mediasi. Kasus yang lain, yaitu perusahaan

Tabel3.9

Perselisihan IIak dalam Perselisihan Hubungan

Industrial
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mengurangi produksi terjadi antara pSp SpN pT. Kesmatex
dengan PT. Kesmatex yang molibatkan 67 ternga kerja dan

diselesaikan dengan arfuran. Kasus tuntutan pembayaran

kekurangan upah terjadi &ntara pUK Sp pAR Hotel llayam Wun*
dengan Hotel Hayam Wuruk dan kasusnya diselesaikan dengan

mediasi. Kasus tuntutan TI{R, Jamsosteb jam kerja" dan Sf
pengangkatan tet'adi antara pT Blue Sky Industry dengan pSp

SPN PT. BIue Sky Industry. Kasus ini melibatkan 212 oratg
tenaga kerja dan diselesaikan dengan anjuranTuntutan tentang
trarspara$i rencana penjualan per-usahaan terjadi antara pT.

Mujatex dengan PSP SPN pT. MujareL Kasus ini melibetkan 933
orang tenaga kerja dan diselesriket dengao mediasi.

Perselisihen yang diakibatksa oleh pHK (pemuErsar

Hubungan Ke{a) merupakan perselisihan yang paling banyak

te{adi di wilayah ke{a Kota pekalongan. Dari data yang diperoleh
tampak bahwa pada tahun 2007 kasus pHK yang terjadi sebanyak

21 kasus yang melibatkan 17 perusahaan dan 1.024 tenaga kerja.
Pada tahun 2008 terdapat 25 kasus dengen 19 perusahaan dan 946
tenaga kerja. Tahun 2009 terdapat 15 kasus dengan 11 perusahaan

dan 488 tenaga ket'a, dan tahun 2Ol0 terd4pat 17 kasus dengan 14

perusahaan dan 39 tenaga kerja.

Adapun jenis-jenis kasus pHK yang teramsti di wilayah
kerja Kota Pekalongan adalah pHK karena usia pensiuq pekoja
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melakukan kesalahan, karena efisiensi, pekerja mangkir, karena

perusahaan rugi, karena mengundurkan diri, karena perusahaan

tutup, pekerja ditahan pihak yang berwajib, masa kontrak habis,

karena meninggal dunia, karena sakit, pelanggaran oleh pengusaha,

masa kontrak habis, pelanggaran tata tertib oleh perusahaan. Di

mtara kasus-kasus di atas kasus PHK yang banyak te{adi adalah

.Jika dipetakm mska data di atas dapot digamba*an sebagai

berikut:

Tabel3.10
Peta Penyebab dan Jumlah l&sus PHK

Penyebab
Perselisihan
Industrial

Penyebab
PHK

Jumlah KasuJ Tenaga
kerja yang terlibat

Iumlah
KasuVTenaga
kerja yang
lErlibat

2007 2008 2010

Sakit v1 ul
Pensiun ltl % 5t5 att tlnl
Pekerja

melakukan

kesalahan

10/10 t/t )t1 13/13

Efisiensi 2/6 7/59 2t4 1t/69

Mangkir 111 4/4 vt 6/6

Perusahaan

rugl
1t3s9 1/3s9

Pekerja

mengundurk

an diri

3t3 4t4 9/17 t6/?4

PHK

2009



Perusahaan

tutup
1/855 71 t/5 5/ 1472

ditahan

pihak

berwajib

t/l 1/r

Masa

kontrak
habis

% 2/6 5/10

Meninggal

dunia
1n 2/3 t/

Pelanggaran

oleh
2/10 2/10

Pelanggaran

tata tertib

)f) tr t)

92

Tampak dari peta 3 di atas bahwa ada perselisihan pHK
yang melibatkan personal dalam jumlah sedikit dan ada pula
perselisihan PHK yang melibatlon peket'a dalam jumlah yang
massal. Jika diamati, perselisihan yang melibatkan personal dalam
jumlah terbatas adalah persetisihan antar perconat dengan
perusahaan yang disebabkan oleh persoalan yang melibatkan
personal. Sebagai contoh adalah perselisihon yurg diakibatkan
pemutusan hubuogan kerja karena sakit. Sakit ini hanya melibatkan
satu orang tenaga ke{a sehingga perselisihan itu hanya melibatkan

U141
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oraflg yang bersangkutan. Peristiwa-peristiwa personal lainnya

yang berkait dengan PIIK misalnya karena usia pensiur, pekerja

melakukan kesalahan, pekerja mangkir, pekeda melakukan

kesalahan, pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib, serta karena

meninggal dunia. Umumnya dalam kasus-kasus tersebut pemoalan

yang muncul bukan karena penyebab dari PHK itu sendiri, namun

terkait dengan atumn yang disepakati mengenai pesangon. Pada

r,mumnya perusahaan tidak mengihfii aturan stau

kesepakatan perusahaan atau perusahaan membayar pesangon lebih

trndah dibandingkan dengan atuian pemerintah atau aturan

perusahaan. Karena pekerja tidak nampu penyelesaikannya sendiri

maka mereka biasanya meminta bantuan serikat pekerja di

perusahaan itu untuk membicaral@nnya dengan perusahaan.

Contoh kasus PHK yang disebabkan oleh karena pekerja

telah merrasuki usia pensiun adalah yang terjadi di PT Maya Food

Industryr. Sepuluh pekeda PT. Maya Food Industry yang di-PHK

mengajukan tuntutan pesangon menurut aturan pasal 167 ayat (5)

Undang-undang No. 13 Tahun 2003, ya g bunyi ketentuannya

adalah bahwajika perusahaan melakukan PHK atas pekerja dengan

masa kerja tertentu maka perusahaan wajib memberikan ""ng
p€sangon dengan ketentuan yang telah ditetapkan menurut undang-

undang. Perusahaar tidak bersedia memberikan pesangon

t 
Kasus ini te4adi pada bulan September 2010.
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sebagaimana ditentukan oleh uundang-undang karena kiteria
peke{a sebagaimana yang disebabkan oleh undang-undang adalah
pekerja tetap. Sementara itu kesepuluh peke{a yang di-pHK
tersebut menurut catatan perusahaan adalah peke{a lepas, yang

bekerja di perusahaan jika ada pekerjaan bagi mereka. Namun
demikian, para pekerja tersebut telah bekerja di perusahaan

tersebut antara 15 hingga lebih dari 20 tahun. Atas dasar tersebut

maka para pekerja itu menunt pemberian nrng pesa[gon, r,rng
penghargaan masa kerj4 dan uang penggantian hak yang
seharusnya diterima. Oleh karena itq nominal yary ditutrtutkan
oleh para peke{a tersebut cukup besar.

Di sisi lain, perusahaan tidak bersedia mengabulkan tuntutan
tersebut karena kriteria pekorja lepas tidak fercakup .talam utrdao*-
undang. Oleh karena itu perusahaan menggunakan konsep tali asih
dalam proses akhir masa kerja dari para pekerja itu. Dalam konteks

seperti ini pekerja dan perusahaan berada pada dua kutub posisi
yang bert€d4 di salah satu sisi pekerja menuntut pembetian ,rang

pesangon dan lainJain oleh perusahaaa, di sisi lain perusahaan
.tidak bersedia mengabulkan tuntutan tersebut.

Dalam proses penyelesaian pertikaian ini, serikat pekerja di
PT. Maya Food Industries berupaya untuk membantu penyelesaian

Etas masaldh tercebut, namun upaya tersebut gagal, sehingga
persoalan tersebut diajukan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
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Transmigrasi untuk dilerkukan mediasi. Setelah dilakukan proses

mediasi sebanyak tiga kali, akhimya mediator memberikan

anjuran, sebagai upaya mediasi atas tuntutan kedua belah pihak.

Namun demikian hasil akhir dari kesepakatan tersebut adalah

bahwa perusahaan menjawab anjuran mediator dengan menetapkan

angka yang berbeda dari angka yang ditetapkan oleh anjurur

mediator. Kecepakatan tersebut kemudian diterima oleh beberapa

dari pekerja yang diPI{K" sehingga pekerja lain juga menerima.

Dengan demikian, persoalan antara pekerja dengan perusahaan

tertait dengan tuntutan r,ng pesaagon bagi pekerja yaog telah

memasuki usie pensiun di PT. Mega Food Industries dipandang

selesai.

Menurut undang-undang uang pesangon bagi Upaya

lainnya adalah mereka melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan

dan Transmigrasi untuk meminta bantuan mediator untuk berbicara

dan menyelesaikan persoalannya dengan perusahaan. Dalam kasus

semacam rnl mediator mendorong untuk melakukan negosiasi

secara bipartit sehingga perselisihan dapat diselesaikan secara

intemal. Lembaga kerjasama bipafiit (LKS Bipartit)

(Kepmenakenrirns NO. 255 Tahun 2003) adalah forum komunikasi

dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan

industrial di satu perusahaan yang a[ggotanya terdiri dari

pengusaha datr serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di
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instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau

unsur peke{a/buruh.

Pemutusan Hubungan Kerja yang melibatkan tenaga kerja
dalam jumlah besar dan massive adalah pHK yang diakibatkan
oleh perubahan kondisi ekonomi sehingga perusahaan tidak dapat
mengatasi kesulitan fraansial yang dihadapinya. Ada tiga kondisi
yang tampak dalam data penelitian ini yaag mengakibatkan pHK

dalam jumlah yang massive. yang pert4ma adalah pHK yang
disebabkan oleh efisiensi. Efisiensi tenaga kerja merupakan upaya
yang terkait dengan mebde produlai. Adiny& tuntutan
kemampuan produksi mengakibatkan sistem produksi yang

menggunakan sistem manufaktur yang tidak membutuhkan banyak
tenaga kerja (Mankiq 2006). Efisiensi produksi dilakukan oleh
perusahaan karena tuju"n perusahaan unfuk mempertahankaa harga
dengan tetap menjamin kualitas. ( Madura, 2007). Untuk mengukur
efisiensi metode, brenchmark biasanya digunakan. Tujuannya
adalah uatuk mengevaluasi kinerja dengan cara membandingkan

beberapa tolok ukur lain, misanya dengan perusahsar lain. Upaya
perusahaan dalam meningkatkan efisiensi umunya dilakukan
dengan metode toknologi, skala ekonomis, dan restukturisasi.

Upaya peningkatan efisiensi dengan menggunakan teknologi
sebagai contoh dalam proses produksi digunakan CCTV atau

central computerized system untuk model pengawasan. Skala
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ekonomi umumnya dilahrkan dengan cara memperbesar volume

produksi sehingga biaya produksi per satuan menjadi lebih kecil-

Sementara restruktffisasi berkaitan dengan perubahan proses

produksi sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan efisiensi-

Ketika restnrkturisasi mengurangi beban produksi barang dan jasa

maka restukturisasi dapat meningkatkan laba. Upaya

restrukturisasi antara lain dilakukan dengan melakukan perubahan-

perubahan sistem di dalam perusahaan.

Efisiensi perusahaan umumnya tidak dapat dilepaskan

dengan kondisi ekonomi maloo. Ketika kondisi kebiiakan

ekonomi, pengadaan bahan, sistem produksi dan pasar berubah dan

kompetitif maka dituntut untuk melalokan penrbahan

internal yang orientasinya adatah pengkotatan biaya produksi dan

disaibusi (Case dan Ray C. Fair, 2007). Pengurangan tenaga kerja

dengan menggantikannya dengan mesin merupakan upaya yang

dipilih untuk menirrykataa efisiensi tersebut.

Case, Karl E., dan Ray C. Fair, 2007. Prinsipprinsip

Ekonomi: Edisi Delapan (Jilid l), terj' Y. Andri Zaimur, Jakarta:

Erlangga.

Kondisi lain yang mengrkibatkan PHK secara massive

adalah karena perusahaan tutup dan perusahaao rugi. Kondisi ini

tertait erat dengan kondisi ekonomi secara mako. Sebagaimana

diungkapkan oleh Prasetyantoko (2008) gejolak ekonomi yang
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terjadi pada tahun 2007 merupakan imbas meluas dari kekacauan

perekonomian Amerika. Kekacauan perekonomian Amerika
tersebut diakibatkan oleh merosotnya nilai surat hutang berbasis
perumahan (subprime mofigage), Kekacauan per€konomian di
Amerika Serikat ini berdampak l,,qs dengan kondisi-kondisi
berikut: melonjaknya harga minyalq tingginya harga pangan,

melor{aknya kondisi fiskal negara-negara kuat, bangkrutnya
perusahaan-perusahaan besar s€rta kerugim para pialang di pasar

mod8l.

Negara-negara Asia seperti Malaisia, Thailand dan
Indonesia yang pada waktu sebelumnya dipandang sebagai aegara-
tegara yang pe*asa di wilayah Asia mengalami kemercsotatr

ekonomi luar biasa- Usaha dala$ bidang bisnis dan manufaktur
mengalami kekacauan sehingga banyak perusahaao yang
mengalami kerugian dan harus merumahkan

(Prasetyantoko, 2009).

Jika dibandingkan antam pHK yang diakibatkan oleh
peningkatan elisiensi oleh dengan pHK yang
diakibatkan oleh perusahaan tutup atau rugi, maka dapat
digambarkan kondisi berikut. Ketika kondisi ekooomi mako
sangat kompetitif, perusahaan berupaya meningkatken efisiensi.
Dalam kondisi seperti ini perusahaan ftumnya melakukaDnya

efisiensi kerja" yang aotara tain dengan cara mengurangi tenaga
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kerja. Pada titik ini kemudian terjadi proses PHK. Setelah

dilakukan berbagai upaya efisiensi namun kemudian perusahaan

tidak dapat mempertahankan dinamika perusahaan maka

perusahaan menyatakan rugi dan tutup. Pada titik ini terjadi PHK

secara massive. Dalam kasus-kasus semacam ini umumnya

perselisihari tidak hanya melibatkan pekerja dan perusahaan,

namun juga seriknt peke{a.

Unhrk konteks wilayah Kota Pekalongan ddam kurun

waktu 2007-2010 terjadi beberapa kali PHK massive karena

tutup. Dalam kasus'kasus tersebut selain peke{g

serikat pekerja dan perusahaan saja, namun melibatlon Dinas

untuk dilalcukan mediasi. Dari kasus-kasus perselisihan irdustrial

yang terjadi di Kota Pekalongan, penyelesaiannya dilal$kan

dengan mediasi oleh mediator dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Pekaloogan.

C. Peta PHI di Kebupaten Semarong

Kabupaten Semarang adalah wilayah dengan banyak

perusahaan di dalamnya. Berdasarkan data dfii Balai Pelayanan

Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Jawa Tengrh Tahun 2009'

tercatat adanya 842 perusahaan lokal, baik perusahaan tersebut

memiliki tenaga kerja di bawah l0 orang maupun di atas 10 orang.

Dengan jumlah perusahaan lokal tersebu! Kabupaten Semarang
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menempati urutan terhsar dalam jumlah perusahaan yang ada

diwilayahnya pada tahun tersebut.

Pada tahun 2009 juga tercatat adatrya berbagai perselisihan

hubungan industrial yaog terjadi antara pengusaha densan

buruh/peke{a. Perselisihan hubungan industrial yang paling
banyak te{adi adalah menyangkut pemutusan Hubungan Ke{a
(PIilQ dan perselisihar hak. Tidak ada catatan mengenai

perselisihan kepentingan dan persetisihrn antar s€rikrt pekerja.

Menurut Priani Servia Asnrti dan Suyono, dua mediatm di
Kabupaten Semarang rnemang tidak ada laporar perselisihan

yang masuk ke detam Dinsoskertraos tcrjadi di
Kabupaten Semarang.2

Perselisihan PHK pada tahun 2009 mencapai 45 kasus. Dari
jumlah tersebu! 22 diselesaikan melalui bipartit, 22 melalui jalur
mediasi, dan I kasus melalui pengadilan Hubungan In<tustrial

@HI). &mentara itr1 ada 6 perselisihan hak yang tercatat, 3 kasus

'Bab ini disusun berdasa*an wawancara dengrn Sri pdhartini
(mediator Stsuktural Disnakertars Kabupateo Semaiane) tanggal 28
Desember 2010, wawancara denghn Suyono dan priani-Servia-esurti
(kedualya mediator fungsional Disnakertraos Kabupaten Semarang)
tanggal 4 Januari 2010 di Disnakertrans dan yult dan yuli (BaCi:u Tt,
tanggal 28 Desember 20lO darl 4 Januari 2011. Wawandm juga

lit"kyl.T dengan Nurhidayati (Kepala Tari Usaha Balai penyeleiian
Perselisihan Industrial Semarang) tanggal l0 JaNari 2oll, ia" It ,
Santoso (Xrsi Hubungan Industrial dan Jamsostek Disnakertransduk
Propinsi Jawa Tengah) ranggal 25 Januari 20 I I .
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di antaranya diselesaikan melalui bipartit dan 3 kasus diselesaikan

melalui mediasi. Hanya ada I kasus yang tercatat samPai ke P[II.

Data tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian kasus melalui

jalur mediasi menarik minat para pelaku hubungan industrial.

Uniknya, data di alas menunjukkan bahwa penyelosaian

melalui bipartit dan mediasi secara kuantitas sama jilrnlahnya Itu

beradi ada faktor-frktor yang membuat terjadinya penyelosaian

yang efektif bagi perselisihan hubungan industrisl sehingga tidak

sanpai ke ratrah hukum (litgasD. H8l itu ditunjaq pula oleh

kenyataan bahwa kasus-kasus perselisihao yang terjadi hanya

bersifat lokal dan tidak melibatkan perusahaan yang lintas

kabupaten atau ptopinsi.

Menurut Suyono, salah seorang mediator hubungan

iadustsial di Dinsosnakertans @inas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi) Kabupatea Senurang perselisihan hubungan

hdustriat te6anyak di Kabupaten Semaraag adalah perselbihan

antara brruh dengan pengusaha dan penelisihnn antam s€rikat

pekcrja dengan pengusaha. Berdasalkan statistik Dinsosnakertrans

Kabupaten Semarang terlihat bahwa jumlah perselisihan hubungan

industrial yang torcatat di daerah ini tidaklah banyak. Selama enam

tahun, dari tahun m05 hingga 2007 hanya terdapat 22 kasus. Setiap

tshun hatrya tercatat I hingga 5 kasus.
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Angka ini tentu tidaklah mencerminkan angka sesungguhnya

dari jumlah persetisihan industrial yang terjadi di Kabupaten

Sbmarang, Atrgkr tersebut adalah angka yang sempat dilaporkan
kepada atau dicatat oleh Dinsosnakerhans Kabupaten Sema,rang.

Hampir dapat dipastikan bahwa angka kasus perselisihan HI
tersebut jauh lebih banyaL Menunrt pe.njelasan pdani Sevi Asarti,
SH., salah seorang mediator hubungan indusrial di kantor tersebut,

banyak kasus perselisihan hubungan indusurial yarg tidat tercafat

dalam statistik Dinsosnakartraos.

Ada beberapa kemungkinaa mengapa kasus-kasus hrsebut
tidak tercatal Pertamq boleh jadi karena perselisihrn ters€but biss
diselesaikan secara baik melalui musyawarah sehingqa
penyelesaiannya memuaskan kedua belah pihak. Dalam hal ini,
perelisihan tidak sampai melahirkan seogketa. Oleh kareaa
perselisihrn tetsebut telah selesai d"n bisa diterima mesrng-masing

pihalq m*a mereka tidak memsa perlu uatuk melaporkannya ke
kantor Dinsosnakertrans. KeduC boteh jadi perselisihan tersebut

telah diselesaikan secara musyawarah (bipaftite), akan tetapi masih

menyisakan ketidakpuasan salah sstu pihak Moskipun demikian,
mereka tidak juga melaporkan kasusnya ke Dinsosnakertrans.

Hd ini bisa karena alasan ketidaks€imbangon posisi tawar
antar masing-masing pihat $hi.ggs mercka tidak punya culorp
keberanian urtuk menuntut hak dan kepentingan" atau karena
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alasan efisiensi (keinginan untuk segera menyelesaikan

perselisihan agar bisa segera bekerja normal kembali' agar tidak

banyak tersita waktunya untuk mengurusi perselis ran dengan

nmetibatkan pihak ketiga yang kemungkinan bisa berlanrt-larut).

Kasus-kasus perselisihan hubungan industrial yang

berjumlah 22 kausus tersebut dapat diselesaiakan melalui

penyelesaian bipartite s€tEryak 11 kasus, melalui penyelesaian

mediasi sebanyrrk E kasus dan hanya 2 kasus yang tidak bisa

diselesaikan melalui bipa*ite dan mediasi yang kemudian

diselesaiakan melalui tahap berikutnya yaitu penyelesaian melalui

Pemgadilan Perselisihan Hubrtngan krdusEial (PPHI). Selebihmya

terdapat I kasus perselisihan hubungan indusffial yang maqih

dalam proses ponyelesaian. Dataihta lebih,rinci dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 1

Daftar Perselisitrao ltr'ubungan Industial
Dinsosnakertrans Kab.Semarang

Tahun Total

Kasus

Jumlah

TK

Penyelesaian

Bipartit PPHI Proses

1 z 3 4 5 6 7 8

2005 J 1931 1
1

Ket.

Mediasi



2006 5 428 3 I 1

2007 5 J I

2008 I 30 1

2009 3

2010 5 I

JI]M

LAH

2389 ll I 1
1

104

Dtta-dat^ ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian
perselisihan hubungan industsial, kesadamn masyarakat untuk
menempuh penyelesaian non litigasi atau melahri jalur ADR
(Altematives Dlspfre Resolutiot ) relatif baik- Hal ini bisa dilihat
pada keberhasilan mereka dalam penyelesaian perselisihan melalui
prosedur bipartite II kasus (% ), dan. mediasi E kasus (%) dan

hanya 2 kasus (7.0) disetesaikan melalui prosedur litigasi melalui
jalur Pengadilan Perselisihan Hubungr,, Industial (ppHI). Dua
prosedur yang disebut pertaoa (bipartite dan mediasi) dilakukan
dalam mekanisme penyelesaian yang menguntungkaa kedua belah
pi\ak (win-win sohttion), sedang yang diisebut terakhir (melalui
pengadilan) pada umumnya menempuh mekanisme memenangkan

salah satu pihak (wln -lose sotttion).

Dalam Und,rg-undang disebutkan bahwa ynng dimaksud
dengan Perselisihan Hubungan IndusEial adalah pertedaan

I

3

4

22
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pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau

gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat

pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak,

per*lisihan kepentingan, perselisihan pemutusan bubungan kerja

dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu

perusahaan. Dcngan demikian" perselisihan hubungan industrial

dapat dibedakm dalam empat kategori yakni: l)porselisihan hak;

2h€rsolisihan kepetrtingsr; 3)penelisihan P€tnutusan hubungan

kerjq dan 4)perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya

dalam satu perusahaan.

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena

tiilak dipenuhinya hak, akibat adatrya perbedaan pelaksanaan atau

pena8imn lc,rhadap ketectran pcranr'8n perunaang-undaryn,

perjanjian kcrja poaturaa arau pcqianjian kerja

bersama. Sedang perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang

tiinbul dalam hubungan terja karena tidak adanya kesesuaian

perulapat mengenai pembuatarl dan/atau perubahan sysrat-syarat

keda yang ditebpkan dalam perjanjian kerja, stau pemturan

perusahaan, atau perjanjiao kerja bersama.

Para mediator di Kabugaten Semarang dengan mengacu

pada keteotuan perundangan, membedakan secara praktis antara

perselisihan hak dan perselisihan kepentingan, yakni jika

perslisihan tcrsebut menyangkut hal-hal yang sudah diatur dalam
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ketentuan perundangan atau peraturan perusahaan atau kontra!
maka itu masuk kategori perselisihan hak. Sedangkan jika
perselisihan tersebut menyangkut hal-hal yang belum diatur dalam
ketentuan-ketentuan tersebut ahu dalam proses perumusan

peraturaD, maka hal itu masuk kategori perselisihan kepentingan.

Kasus terbanyak dalam perselisihan hak adalah perselisihan

tentang lembur dan gantungan gaji. Sebagai contoh, Suyono
merryebut perselisihan hak yang terjadi di perhotelan. Menurut
ketentuan pa.uadangaq rlng sevic€ dibagi berdasa*an seniorihs.
Dalam hal ini terjadi beda pendapaf antara pekerja denqan

Pekerja be4endapat bahwa senioritas ditenqrkan

bedasarkan masa kerja yang itu sejalan dengnq kontribusinya
dalam mendatangkan keuntungan bAi perusahaa, sementam

perusahaan berpendapat senioritas ditentukan bedasarftan

kedudukan dalarn perusahaan. Dalam hal id, beda pendapat tcrjadi
dalam hal yang sudah diatur ketentrnnya dslam p€r.turea t€rtentu.

Sedangkan contoh perselisihan kepentingan adalah ketika
pekerja indisipliner. Jika perusahaan tidak memiliki l)erduran
secara rinai mengenai hal ini, maka perusahaan tidak bisa menegur,

karena peraturan mengenai sangsi bagi pekerja yang indisipliner
belum ada, sementara penrsahaan merasa dlugikan ttalam hal ini.
Dalam penyrsunan PKB @erjanjian Kerja Bersama) misalnya,

seringkali muncul perselisihan kepentingan antara peke{a dengan
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pengusaha. Pengusaha biasanya berkepentingan agar semua hal

diatur secara rincL karena dengan cara ini pengusaha bisa lebih

mudah untuk menjatuhkan sangsi jika ada pekerft yang tidak

memenuhi ketentuan dalam PKB. Di sisi lain, para pekerja

biasanya menghendaki ketentuan-ketentuan yang akan dirumuskan

dalm PKB berwujud ke&ntuan global saja sebagaimana yang

diatur datam Undang-undang karena semakin rinci, rraka semakin

ncmbuat posisi trwar mereka menjadi semakin rendah di hadapan

perusahaan.

Masalah pe6edaan kepentingan antara pekerja dengan

pcogusaha dalam [ubungur kerja atan tetap, ada welaupun mercka

telah terikst oleh kesepakatan kerja bersama. Pada dasarrya

pekerja berkepentingan uatuk mcndapaltan pekefaan dengan

imbalan jasa yang dapat memenuhi kebunrhan pekerja &n

keluarganya. Sebaliknya, kepentingan pengusaha sntara lsin adalsh

unhrk meBgembangkan usahanya dengan mempekerjakan peke{a.

Kepentingan yang. berMe ini seharusnya tidak bobh dipandang

sebagai dua hat yang bertentangaq tetapi sebagai suafr perbedaan

yang saling melengkapi dan mendorong para pihak untuk bertemu

dalan suatu hubungan kerja walaupun tidak dapat dipungkiri beda

kepentingan ini menjadi sunber dari munculnya perselisihan

hubungan industial.



Dalam bidang ketemgaketj3an, timbulnya konflik atau

perselisihan antara p€ngusaha dengan para pekerja / buruh

biasanya pokok pangkalnya karena adarrya p€rasaa&perasaan

kurang puas Pengusaha memberikan kebiiaksa,,aon yang menurut
pertimbangannya sudah baik dan akan diterima oleh para pekerja /
buruh namun karena para fierJa I buruh mempunyai
pertimbangan daa pandaagaa yang berbeda-beda, akibatnya

kebilaksanaan yary diberikan oleh pengusaha itu menjadi ti&k
sama- Pekerja / bunrh yangrnrerasr puas ekqn t€hp ffi€rjg demg,n

semakin bergairah; sebaliknya bagi pekerja / buruh, yang kurang
puas akan menunjukkar samaryat kerja yang meourun, sehingga

rcrjadi perselisiha+perselisihan.

Menurut Gunawi KsIt sapo€ba (19S6), hal yang menjadi
pokok pangkal kckurang puasan umumnya berkisar pada masalah_

masakh sebagri berikut

a. Pengunrahan

b, Jaminan sosial

c. Perilaku peougasan yang kadang-kadang dirasakan kuraag
*suai kepribadian .

d. Daya kerja dan kernampuan kerja yang dirasakaa kurang sesuai

dengan pekerjaan yatrg harus diemban

e. Adanya masalah pribadi,

108



Apabila ketidakpuasan ini tidak bisa dikelola secara baik

melalui mekanisme yang benar, maka akan melahirkan

perselisihan. Selanjutnya jika perselisihan ini tidak bisa dicarikan

jalan keluarnya akan mengganggu kinerja perusahaan, karena

ketidakpuasan seringkali diekspresikan melhlui tindbkan-tindakan

yang ti&k produktif, balkan pada tingkat tertentu bisa

diekspresikan melalui tindakrn rmgok kerja Pada kenyataanny4

dl kabuparen semarang kasus mogoh kerjajuga relatiftinggi.

Dalam cstatan Dinsosnrkertsans d4at dilihar bahwa

selama enam tahun terakhir (2005-2010) tedadi 13 kasus mogok

kerja yang melibalkan sebanyak 9.188 pekeqia. Kasus mogok kerja

torbesar terjadi pada tahuc 2006, yakni sebanyak 6 kasus dengan

raelibatksn 6.289 pekerja. Kasus besar bcrikutnya tqjadi pada

tahun 2(X)5, yalni sebanyak 3 kasus dengm jumlah tenaga kerja

yang terlibat sebanyak 1.270 orang. Selaqiutnya terjadi pada tahun

2007, yalmi hanya t€rdapat t kasus tetapi dengan jumlah tenaga

kerja sebanlzk 1.200 orang. Kasus mogok kerja ini menurun pada

tahun 2009 yakni hanya tardapat I kasus dengan melibatkan 160

orang tenaga kerja dan pa& tahun 2010 penurunannya sangat

signifikaa yakni hanya terdapat li kasus densan melibatkrn 45

onang tenaga kerja. Data lebih rinci dapat disimak dalam tabel

sebagai borikut:

}09
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Tabel 3.12
Daftar Mogok Kerja Dinsosnakertrans Kab.Semaratrg

Perselisihan yang berujung pada tindak& mogok kerja ini
temyata lEbih sulit penyelesaiann]@. Data di etas menunjukkar
bahwa dari 13 kasus mogok kerja, hanya 4 kasus saja yang bisa
diselesaikan dengan barlq yakni 2 kasus diselesaikan melalui
mekanisme bipartite dan 2 kasus lainnya diselesaikan melalui
mekanisme mediasi. Hal ini disebabkan karena mogok kerja
biasanya merupakan csra yang ditempuh setelah carar8ra
musyawarah dirasa sebagai tidak cfeltif dan, menemui jalan buntu.

Thn [umlah
kasus

Jumlah
tk

Penyelesaian Iam keqia
hilarg

Kerugian
bih

Biprtt Med PPHI

I 3 5 6 7 8

2005 3 1.270 5.505 33.000.000

2006 6 6.2E9 5E.706 329,934.9s0

2007 I 1.200 I 4.800

2008 I 224 I r.568 20.000.000

2009 I 160 I 1. t20 34.000.000

2010 I I 45 241.200

13 9lE8 2 71744

2 4

JTJM

LAH

2
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Mogok kerja juga biasanya dilakukan untuk meningkatkan posisi

lr\var Omgaining position) pekerja di hadapan perusahaan, &n

mogok kerja biasanya dilakukan secara demonstratif agar tercium

oleh pers, yang ini merupakan bagian dari Proses meflingka*an

posisi tawar. Iful-hal inilah yang meqisdikan perselisihan menjadi

semakin kompleks dan semakin sulit penyelesaiannya. Padahal

datam konteks meningkatkan bargaining demilian menurut

pengalaman para mediatqr hubungan industial, mogok kerja

serirgkali menghasilkan sikap kontrrproduktif dari perusahaarL

meskipun datam beberapa kasus mogok ke{a juga bisa berhril

menekan pengusaha untuk memenrhi trmtutan pekerja- Seorang

mediator mengungkapkan:

"Pengusaha itu l6an orang kaya. Terkadang untuk
menyelamatkan gengsi dan harga di{ mereka tidak betpikir
tentang ua[g. Berapapun uang dihabiskan ia akaa lalo*an
asal dia bisa mengalatrkan para aldifis peke{a yang

memimpin mogok kerja, termasuk membayar para lan'yo
m€hlui proses pengadilan bisa ia lakr*an. Yang peoting

harga diri tidak terinjak-itrjak oleh ulah para buruh-

Sernentara para pekerja pa& umumnya tidak crrkup

memiliki modal untuk berlamaJarna demo mogok terja,
karena jika berlarutJarut tidak bekerja periuknya di runah
bisa terguling (tidak bisa masak kalena kehabisan uang -
pen). Tetapi itu bukan berafti tidak ada yang berhasil. Ada
juga mogok kerja yang berlrasil menekan pentsahaan

mirrenuhi tuntutannya, spslagi jik& terlibat di dalamnya

pers dan LSM'.



Jenis perselisihan ketiga adalah perselisihan pHK

(pemutusan hubungan ke{a), yakni perselisihan yang timbul
karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran

hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Kasus pHK

di Kabupaten Semarang cukup tinggi. Selama enarn tahun (2005-

2010) terdapat 147 kasus pHK yang melibatkan g.046 pekerja-

Kasus PHK dengren melibarkm jumlah peke{a terbesar terjadi
pada tahun 2@9, yakni melibatka 5.447 pkeq4. disusul pada

tahun 2(X}7 yan! melibatkan s€jumlah 2.016 pekerja, kemudian

tahun 2006 yang melibatkan 416 pekeda dan tahun 2(X)5 yang

melibatloo 333 pekerja" Sela4lr*nya tahun 2010 ymg meliba&ar
150 pekerja dan paling sedftit rnelibatlon pekerja terjadi pada

tahuo 20ffi yang hanya melibatkan 44 pekerja.

Hal yang menggembirakan adalah bahwa dats-data ter*ait
&ngan persclisihan PHK di atasi menunjukkan bahwa dahm
penyelesaian perselisihan hubungan industsial benrpa perselbihan

PHK, kesadaran masyarakat untuk menempuh penyelesaian non

litigasi atau melalui jalut ADR (Alternatives Dbpne Rp.$otuion)
juga relatif baik. IIal ini bisa dilftrat pada keberhasilan mereka

dalam penyelesaian perselisihan pHK melalui prosedur bipartite

sebanyak 75 kasus (% ) dan mediasi sebanyak & kasus (Zo) &n
hnya 15 k sus (%) diselesaikan melalui prosodur litigasi melalui
jalur Pengadilan Perselisihan Hubungaa IndusEial @pHI),

t12
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sementara 3 kasus lainnya masih dalam proses penyelesaian. Sekali

lagi, ini merupakan kecenderungan yang menggembirakan,

mengingat posedur bipartite dan mediasi merupakan prosedur

penyelesaian perselisihan yang dilakukan dalam mekanisme

penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak (win-win

solttion), sedang penyelesaian melalui pengadilan pada umumnya

menempuh mekanisme memerungkan salah satu pihoJr (winJose

soluion). Dara lebih rinci bisa disimak melalui tabel sebapi

berikut:

Tabel 3.13

Daftar Pemutusan Hubungm Kerja Dinsosnakertans
Kab.Semaraag

Di Kabupaten Semarang paling banyak perselisihan PHK

ini terjadi terkait dengan pesangon. Kepala Bidang Pembinaan

Ket.Penyelesaian
Mediasi PPTtr Proses

Jumlah
kasus

Jumlah
TK Bipartit

7 8I 2 3 4 5 6

333 14 t72005 3l
2l I2006 29 416

2007 2.016 l0 E 725
44 l0 7 3200E

2l 8 12009 3l
150 20 2 32010 l3

8.406 75 l5 3Jumlah

IIIIII

Tahun

7

20
5.M7

38
174 8l
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Hubungan lndsutrial dan pengawasan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja,
dan Transmigrasi Kabupaten Semarang Budi yuwono

mengungkapkan gelombang pemutusan hubungan kerja atau pHK
masih terus berlangsung di Kabupaten Semarang, tetapi para
pengusaha banyak yang enggan untuk melaporkan kasus plIK
rcrcebut kepada Dinas Tenaga Kerja- Hal itu dikhawatirftan ekan

merugikan karyawan yang terkena pl{tr! tenrtama mengenai
pembayaran pesEngon. Budi juga mensinyalir adanya sejumtah
kesepakatan berssma s€cara bipartit yang kurang berpihak pada
pekerja- Sebagai contoll pembayaran pesangon yang dicicil hingga
24 bulan. Padahal, seharusnya pesaogon itu dibayr*m scketika..
Persoalannya apabila buruh ter-pHK baru merasa dirugikal setelah

menandatangani suat kes€patataq hal itu sdah ter{ambat
(http://nasional.kompas.conr/readll009). Jika pekerja menempuh
mediasi akan sangat terbantu kffena kedua belah pihak akan
dipertemukan dalam relasi yang setam di hadapan mediator.

Perselisihan PHK sebagaimana terlihat pada tabel di atas

banyak yang berhasil diselesaikan melalui penyelesaian bipartite,
demikian juga perselisihaa pHK yang berupa pgsangon ini ada
yang diselesaikan melalui penyelesaian bipartite sebagaimana yang
terjadi pada PHK besor-besaran yang ditakukan pT Kedaung

Me.dan Industial Limited (Ltd) di Klepq prinSapus, Kabupaten

Semarang. Sebanyak 905 karyawan perusahaan tersebut terlcna
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PHK ketika perusahaan tersebut tidak bisa beroperasi karena

masalah kelangkaan dan tingginya harga solar pada tahun 2007.

Mekanisme dan besaran pesangon atas mereka disepakati melalui

penyelesaian bipartite. Meskipun ada ketidakpuasan, tetspi pada

kenyataannya mereka tidak menempuh penyelesaian melalui

mediasi. Ini berarti bahwa peningkatan kualitas penyelesaian

bipartite masih perlu ditingkatkan agar penyelesaian tersebut

benar-benar didasarkan pada tercalisasinya pinsip win-win

solrtion.

Perselisihan keempat adalah perselisihan aotar serikat

pekerja/serikat buruh yalmi perselisihan ,ntara s€rikat

pekerja/serikat buruh dengan serikt pekerja/scrikat buruh lain

hanya dalam satu perusahaa& karena tidak adanya persesuaian

paham mengenai keanggotaan, pelaksaaaan holq dan kewajiban

keserikatp€kerjaan.

Reformasi membcri dampak pada kebemdaan organisasi

pekerja/buruh. Era serikat bunrh tunggal yang dikuasai FSPSI

(Federasi Serikst Pekerja Seluruh Indonesia) dikritik sebagai tidak

sejalan dengan prinsip demokasi. Dirintis sejak pemerintahan BJ.

Habibie yang sing&at (1998-199) melalui ratifikasi terhadap

konvensi ILrO no. 87 mengenai kebebasan berserika! dua tahrm

kemudian, di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid (2000-

2001), era s€rikat buruh tunggal yang dikontrol negara diskhiri
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pada tahun 2000 dengan diundangkannya kebebasan berserikat

melalui Undang-undang Serikat pekerja/Serikat Buruh no. 2l
tahun 2000 pada tanggal 4 Agustus 2000. Undang-undang ini
mengatur pembentuka& keanggotaan, pemberitahuan dan
pendaftaran, hak dan kewajiban, keuangan dan kekayaan,

pembubaran dan hal-hal lain yang menyangkut serikt buruh. Sejak
saat itu bermuoculanlah senlat buruh/serikat pekerja (SB/Sp) baru
bagaikan jamur yang tumbuh di musim hujan. Ribuan serikat buruh
di bedsgai tingkst bermuoculan dan mendaftar*aa dirinya ke
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasil

Irdrasari ljandraningsih (hnp//www.fsppb.or.id)

menyebutkan bahwa serikat peket'a/serikat buruh di Indonesia

secara umum memiliki tiga ciri pokok. penans,Edalah prda
sifatnya yang rontan terhadap perpecahan. Asal*ruasal serikat

_ 'Daa rcsmi terakhir menyebutkan, pcr Jmi tahun 2007, terc€tat
ada 3 konfederasi (KSPSUlfunfederasi Serikat pekerja Seluruh lndoncsia
KSBSl/Konfederasi Serikat Buruh &luruh Indonesia, KSpl/tr(onfederasi
Serikat Pekerja Indonesia), 86 federasi, dan belasan ribu SB/SP tingkat
pabrik Dari ketiga konfederasi tersebut, KSPSI tonfeaJasi
serikat terbeiar yang menyatakan mcmiliki 16 federasi dan lebih dari
empat jua orang anggota. posisi kedua ditempati KSpI dengan ll
federasi dan anggota tebih dari dua juta ofang, serta KSBSI'rtengan
Frqgota mencapai hampir dua juta orang di posisi ketiga Lihat Itrdras$i
Tjandraningsih .Serikat Buuh,/Serikat pekerja di Indonesia:scbuah potset
Pasca Refomrasi" dalam http:/fu'ww.fsopb.or. idlindex.php/seoutar-
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menunjukkan kerentanan. dan kurangnya keterampilan

berorganisasi di kalangan serikat pekeqja,/serikat buruh, yang

menyebabkan pecahnya serikat dan pemisahan diri sekelompok

orang untuk membentuk organisasi serikat pekerja/serikat buruh

baru. Perpecahan serikat tidak hanya melanda SPSI, tetapi juga

serikat-serikat eks-SPSI dan non-SPSI. Perbedaan-perbedaan yang

sifatnya pragmatis{alam arti lebih disebablon oleh hal-hal praktis

daripada hal-hal prinsip lebih mewamai sebab perpecahan serikat.

Pada urnumnya perpecahan diikutl oleh per€buto stau pembagian

anggota- Ada kalanys anggota babkan tidak tahu bshwa di tingkat

nasional serikatrya sudah pecah. Keputusan rnggota untuk

bergabung di salah satu serikx yang pecah lebih didasad oleh

kedekatan p€rsonal dengnn para pengurus dibanding hal-hal yang

bersifat prinsip organisasi.

Kedua, adalah orientasi serikat Pengelompokan

rerikat Grsebut tidak mencerminkrn pengelompokan orientasi dan

ideologi serikat. Secara umum SB/SP di Indonesiq mengarut

prinsip unitaris d4n tsipartisme serta, dapat dikategorikan

sebtgaieconomib tmionism atr business unionism yatg

membatasi perjuangan kepentingannya pada kesejahteraan anggota

dalam kerangka hubungan kerja. Ini merupakan buah dari

kebijakan rezim Orde Baru yang secara sistematis

orientasi politik serikat/gerakan buruh dan menansmkan orientasi
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ekonomi melalui sistem Hubungan lndustrial pancasila (HIp), yang

diakui merupakan sebuah konsep yang ideal dan menjadi koridor
gerak serikat peke{ a/seritat buruh.

Ketiga, sifatnya yarrg eksklusif. Ada dua jenis eksklusivisme

dalam hal ini, yatni antara SB/Sp dengan kelompok masyarakat

lain daa di antata serikat sendiri Areoa dan agenda perjuqngen

serikat sangat teftatas pada isu-isu hubungan kerja di d"tam
pabrik, sementara dinamika sosiakkonomi-politik di luar dinding
pabrik luput dati perhatian. Tuntutan-tuatutan dalan aksi buruh
juga tidak menarik bagi kelompok-kelompok masyarakat lain
untuk mendukung dan memperluas dukungan terhadap p€d .qngan

buruh. Hubungan dan atiansi SB/Sp dengan kelompok masyarakat

lainnya seperti kelompok tani, nelayan, dan lain-lain sengat

tertatas. Kalaupun terjadi aliansi densan kelompok_kelompok

miskin lainnya" aliansi tersebut sifatnya di pennukaan sqia dan

bukan ruerupakan sbategi yang pennanen dqn melekat dalam
keselunrlran strategi perjuangan mereks. Sementam ,fu,
eksklusivisme juga melanda hubungan di antara sesama serikag
yang disebabkan oleh perebutan pengaruh dan pengakuan terhadap
eksistensi mereka. Sitnssi itu selain menjadi bibit perpecahao, juga
menyebabkan soliditas gerakan serikat peke{a/serikat buruh
menjadi rentan,
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D, Peta PHI di Surakarta

Surakarta, juga disebut Solo atau Sala, adalsh kota yang

terletak di provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduknya mencapai

503.421 jiwa (2010) dan kepadatan penduduk l3'636lkm'?. Kota

dengan luas 44 ktr2 ini berbatasan dengan Kabupaten Karanpyar

dan Kabupaten Boyolali di sebelah utam, Kabupaten lkranganyar

dan Kabupaten Sukoharjo di sebeLh 1|1ur' 'len brat, dan

I&bupaten Sukohrjo di sebelah selatan.

Solo Baru (Soba) merupakan kawasan yaog dinelorkal dad

kota Solo. Solo baru selain sebagai satah satu kota satelit dad Kota

$rakirta juga menrpakan kawasan pemu&inan bagi para pekerja

Btau pelsku kegiatan ekonomi di kawasan Kota SurtkarE Di Solo

Baru banyak terdapat perumahan sedang dan mewatU maka dari itu

Solo Baru juga merupakao kawasan pemukiman elit' Kawasan

Solo merupakan alea industry, dimana sector-sektor industry dapat

d[irmrpai, seperti P€rtanka, pusat pe6ela4iaao, rEstoran, pasar-

pasar tadsioaal, perusahaan batik dao sejenisnya.. Sehingga kota

ini juga rawan akrn konfl& yang disebabken karena kepentingan

ekonomi.

Berdasarkan data yans diperoleh dari lapangan

menunjukkan bahwa kasus perselisihan yang terdaftar Pada kantor

Disnaker Kota Surakarta pada tahun 2010 mencapai 12 kasus.
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Tabel 3.14
Data PHI di Surakarta.

Dari 12 kasus diatas mayoritas peBelisihan terjadi akibat
FHK. Permasalahan muncul te*rit dengan,,rng pesengon yang
diberikaq dimana peke{a menunhrt jumlah yang lebih karena
pemutusan kerja dilakukan sepihak oteh perusahaan. Ssmentara

perusahaan tidak dapat memenuhi denqan alasan pekerja tidak

Jmh PHINo Sektor Lapangan
Usaha Jmh

Kasus
Jmh
TK

Biptt Anjm Dicabut

I Pertanian,
Kehutanan

2 .lgrambangan
3 Industi,

Pengolaban
3 t6 3

4 Air, Gas 1 1 I
5

6 Perdagaagan
Gmsir-Ecenr1
tumah Makaq
Hotel

3 3 2

7 Angkut o,
Pet8udangan

8 Keuangan,
Asrrransi

2 2 I

9 Jass
Kemasyarakatao,

3 I 2

Jumlah 25 3 8 I

I

PB

Bangunan

I

1

3

t2
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masuk beberapa hari tanpa alasan yang kuat. Karena pelanggaran

atas disiplin kerja, dan pekerja telah dipanggil beberapa kali,

sehingga pesangon yang diberikan tidak seperti yang diharapkan.

Sebagai contoh, perusahaan X yang bergerak dalam

percetakan telah memutus hubungan kerja kepa& salah satu

karyawannya karena pekerja tidak memenuhi target perusahaan.

Alasan yang dibuat oleh pentsahian adalah pekerja tidak masuk

selmra 5 hari dan telah dihhkan pemanggilaa selama 2 kaf, dan

pekerja tidak memenuhi panggilan tersebul D€.Ean slasatr tersebut

maka pesaogon yang diberikan berbeda ketika PHK disebabkan

karem kebangkutan perusahaan. Sementara pengakuan peket'a,

surd PHK sudah diterima sehingga ia tidak bekerja lagi, namun

uang pesangon yang akan diterlma tidak sesuai dengan yang

diharapkan karena ia merasa tidak melakukan kesalahan.

Contoh lain adalah seorang dokter yang di PHK dari rumah

sakit disebabkan karena menolak homo care, sering terlambat

bekerja, tidak mau mengikuti pelatihan dan jarang menggunakan

prescnsi. Sementara pekcrja mendak atas semua tuduhan yang

dild<ukan oleh perusahaan tertradap dirinya-

E. Pihak-pihak drlam Pertikaien Ilubungan Indurtrid

Pa& dasarnya semua pihrk baik pengusaha, pekerja,

pemerintah maupun masyarakat secara langsung alau tidak



122

langsung mempunyai kepentingan atas jalaonya perusahaan. Sering

terdapat prndangan yang keliru atas penrsahaan, yaitu menganggap

bahwa yang mempunyai kepentingan atas suatu perusshaan

hanyalah pengusaha afau pemilik modal yang bersangkutan.

Pand*gan yang kurang tepat ini dapat te{adi karena beberapa

ftemrrngkinen: Pertama dapat timbul sebagai akibat sikap

pengusaha sendiri, yaitu sikap yang terlalu menonjolkan kekuasaan

dan haknya aAs modal dan mengutamakan keuntimgamya

sehingga kurang mempertatikan pckerja dan nusyarakat Kedua,
pandangru keliru tersebut dapat tetjadi sebagai akibat prasangka

dari peterja yaag sering meog8nggap bahwa pargusaha selalu

mengambil keuntungaa terhlu baayak dan memberi bagian peket'a

terlalu sedikiL

Pengusaha nrempunyai kepentingan atas kelangsungan dan

kebefiasilan p€rusahaan adalah jelas dan wajar, karena

tanggungiawab morilnya sebagai pimpinan, sebagai sruber
penghidupan dan untuk mendapatkan konsekuensi yang sesuai

denEan p66a1 yang dianarnkannya" Namun, pekerja juga

mempunyai kepentingan ya[g sama atas perusahrrn,. yaitu s€bagai

sumber penghasilan dan penghidupannya- Kalau misalnya suatu
perusahaan terpaksa harus ditutup, maka butrn saja pengusaha

yang kehilangan modatnya tetapi juga seluruh pekerja akan
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kehilangan pekerjaannya dan sumber penghidupannya. Namun

demikiao koaflik tetap akan terjadi.

Dalam kasus perselisihan industrial di Kota

Pekalongarq tercatat bahwa umumnya perselisihan itu terjadi

antara pekerja dengan wadah serikat pekerja dengan

perusahaan. Altor yang terlibat adalah bunrh, serikd pekerja

dengan pihak perusahaan. Adapun di Kabupaten Semarang,

perselisihan umumtrya terjadi antara p€ngusaha dan burull

Aktor yang banyak terlibar adalah buruh dan

penguasaha/m{ikan. Sementara itr, pibak-pihak yang terlibat

&lam perselisihan industrial di Surakarta ndalah

pekerja/serikat Buruh dengan p€rusahaanoya" Pekerja atau

senkat buruh dalam mencari keadilan kadang didampingi

oleh peagacara atau LSM.
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BA'BTV

MEDIASI PERTIKATAN EI'BI'NGAN INDUSTRHL DI

JAWATNNGA.H

A- Medisi PEI di Kebupeten Pekalongen

1. Kualifik si Medhtor

Dalam perselisihan industri di wilayah Pekalongan,

sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang maka

p€nanggutrg jawab bagi penyelesaiannya adalah modiator.

Mediator adalah pegawai pada instansi pemerintah yaitu dari

dinas Sosial Ketenagakerja4n dan Transmignsi bidang

ketenagakerjasn yarlg dibed tugas tambahan untuk melalcukan

mediasi rcrhadap kasus perselisihan hubungan indushial yary

meliputi perselisihan ha! perselisihan kepentingaru perselisihan
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hubungan ke{4 da perselisihan serikat pekerja./ serikat buruh

hanya dalam satu perusahaan. Untuk wilayah kerja Kota
Pekalongan ada tiga mediator hubungan industial, yaitu

Prihetni, SH., yang juga sebagai Kepala Bidang Hubungan

Indus0ial dan ; Sribanguq SH., yang juga sebagai Kepala Seksi

Pengupahan, Alar-alat Ke{a, dan Kesejahteraan Kedq serta

Slamet Hariyadi, SH. M.Hum., yang juga menjabat sebagai

Kepala Seksi Kelembagaaq persslisihan Hubungan Industrirrl,

dan Jamsostek.

Tampak jelas dalam konteks ini bahwa profcsi modiator

di wilayah kerja indusEial di Kota pekalongan rdrlah profesi

yaag dilekatlon dengan jabafan tert€ntu di dinas Sosial

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi bidaog ketenagakerjaan.

Dengan kondisi tersebut dapat dipahami jika aktifitas mediasi

perselisihan industial di Kota pekrlotrgan dirasakm saagat

berat oleh pam mediator karena dengan jumlah perusahaan

s€banyak 317 hanya ditangani oleh 3 orang mediator, dao

mereka masih merangkap jabatan struktual. Idealnya I orang

Mediator menangani 40 peru<ahaqn s€hingga bisa secara intens

melakukan pembinaan hubungan indusbial, pengembangan

hubuagan industrial, dan penanganan per.selisihan hubungan

industial. tlal ini karcna sebenamya tugas mediator adalah

melakukan pembinaan hubunean industial, pengembangen
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hubungan industrial, serta penanganan perselisihan hubungan

industrial (Kepmenakertrans No. 92D004)

Pertimbangan untuk menjadi mediator telah diatur dalam

Kepmenakertrans No. 92/20M tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Mediator dan Tata Kerja Mediasi. Prasyarat-

prasyarat itu sdalah Pegawai Negeri Sipil pada instansi yang

bertanggung jawab di bidang kotenagakerje^n, beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Bsa, WM be$adan sehat

menurut surat keteratrgan dokter, menguasai

undangan di bidang ketenagakerjaan" berwibawa, jujur, adil,

dan be*elakuan tidak tercela, berpendidikan

turangnya S1, dan memiliki legitimasi dari Menteri Tenaga

Kerja dan Transmigrasi.

kbih lanjug untuk menjadi mediator ada proees yang

dilakukan untuk penentuan mediator tersebut. Proses penentuan

dilakukan oleh menteri tenaga kerja dan transmigrasi atas

usulan dari bupati/ walikota dongan syarat-sldat tertentu.

Adapun syarat-syarat tersebut yaitu Pegawai Negeri Sipil pada

instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan'

telah lulus Diklat Teknis Hubrurgan Industial dan Syarat-syarat

Kerja. Adapun persyaratm selanjutoya adalah telah

melaksanakan tugas pembinaan hubungan iodusfial sekurang-
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kurangnya satu tahun setelah lulus Diklat teknis Hubungan

Industrial dan dan Syarat-syarat Kerja.

Jika mongamati persyarstan di atas, sebenarnya semua

persyaratan tersebut dapat dengan mudah dipenuhi oleh
pegawai negeri di lembaga te*ait. Namun demikian

kenyataannya adalah bahwa dengan cakupan keluasan industsi

di Kota Pekalongan, juurlah tiga orang Mediator yang bekerja

di Kota Pekalong& masih belum mencukupi kebutuhan.

2. Pelalsenaan Mediesi pHI di Kote pekelongan

Mediasi pada umumnya dila*sanakan di katrtor dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi apabila pada saat sahh

satu pihak yang berselisih mencatattan kasus perselisihan

hubungan industsial dan tidrk memilih cara penyelesaian

melalui konsiliasi maupun arbitase.

Penentuan tempat ini dilakukan oleh mediator dengan

persetujuan Kepala Dinsosnakertans. penentuan tempat datr

waktu ini didasa.ksn pada UU No-/20& datr Kepmenakertrsns

No. 9212004 yang menet pkad bahwa mediato( menyediakan

sarana dan prasarana unork pelaksaoaan mediasi. Di Kota
Pekalongan, pelaksanaan mediasi diteapkrn di ruang

pertemuan yang kemudian didesain unhrk mediasi.
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Jika diamati data perselisihan dari 2007-2010 maka

tampak bahwa dari sejumlah 111 tasus yang terjadi

penyelesaiannya adalah sebagaimana tampak dalam peta 5

berikut ini:

Tabel4.l
Datr PHI di Kota Pekalongan

Bentuk

Penyelesaian

2007 2008 2009 2010 Jumlah

t4 6 6 t2 38

Anjuran J 8 2 2

Bipartit l0 7 4 28

Dalam Proses 0 0 0 0 0

Dicabut 0 0 2 3 5

Trmpak dari dats Peta 5 d atas bahwa dari keseluruhan

pertikaian terdapat 38 kasus yaag diselesaikan dengan mediasi,

15 losus dengan anjuran" 28 kasus dengan bipafit, dan 5 kasus

dicabut dari persclisihan hubungan industial. Namun dernikian

perlu dicatar bahwa meskipun hasil akhir penyelesaian

perselisihan industrial adalah dengan beberapa pendekatan

sebagaimana discbuftan di atas, namun hampir semua kasus

perselisihan itu untuk memutuskan penggunaan

penyelesaiannya dengan melalui mediasi.

Mediasi
15

7
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B. Mediasi PHI di Dinsoskertrars Kabupaten Semarang

l. Kualilikasi Mediator

Mediator dalam konteks perselisihan hubungan industrial

adalah pegawai negeri sipil. Syarat-syarat mediator tersebut

antara lain diatur dalam pasal 9 UU Nomor 2 Tahun 2004.

Syarat-syarat rersebut antam tain adalah l) pegawai negeri sipil,
2) menguasai penmdang-utrdangatr di bidang tenag ke.rjq 3)
berpendidikan sekurang-kurangnya stsata l, dan 4) memiliki
legitimasi dari Meoteri Tcnaga Kcrja dan Transmigrasi.

Umumnya mediator di Dinsoskertrans Kab Semarang

berpardidikan Sl lulusan Fakultas Hukum, Falultas Ekooom!

dar Fskultas Ilmu Sosial. tlal itu scjalan dengan tugas yr,rg

diemban oleh mediafor persclisihan hubrmgan industrial yang

menyentuh aspek hukunL ekonomi, dqn sosial. Namuo pada

prakteknya, bagi orang yang t€lah menjalatrkd fungsi sebagai

peratrtara sebelum adanya tuntutan kuatifikasi Sl da[ telah

menjalankan tugasnya dalam masa waktu yang lama tetap

diijinkan menjalankan tugasnyE selaku mediator meskipuD dia
belum mendapatkan iiasah Sl. .

Saat ini ada enam mediator yang bekerja dalam

penanganan kasus perselisihan hubungan industriil di K.b.
Semarang. Mereka adalah:
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a. Priani Servia Astuti, S.H. (menjadi mediator semenjak

1991/2001)

b. Suyono, S.H., M.H. (menjadi mediator semenjak 2001)

c. Dra. Sri Prihartiningsilu M.H. (menjadi mediator semenjak

2002)

d. Ruslina Butar-butar, S.IL (menjadi mcdiator semenjak 2006)

e. Sri Handoyo (menjadi mediator semenjak 2000)

f. Mashad Musthofa (bolum menompuh S.l).

Tiga nama pertama adalah mediatq ftnpional

sedangkan tiga nama tenkhir adalah mediator telnis. Petbedaan

rtrtara mediator firngsional dan teknis t€rletak k€Padt jenjang

karir. Mediator firngsioml adalah mediator dengan jenjang karir

sebagai mediator dengan kenaikan pangkd berdssa*an kedit

yang mereka kunpulkan. Sementara itu mediator teknis lebih

menyerupai pegawai negeri administr&tif. Kensikan pangkat

mereka berlaku sebagainana pegawai administratif sehingga

tidak ada kewajiban mereka untuk metrgumpulkan krdir point.

Pada prakteknya tidak ada pertedaan fungsi antara mediator

fungsional dan mediator teknis.

Mereka semua menempuh pendidikan mediator yang

diselenggarakan oleh kementerian tenaga kerja. Ada bebet"apa

pelatihan yang mereka peroleh. A& beberapa Diklat yang

mereka tempuh, di antaranya adalah Diklat Pengenalan (6
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bulan) untuk mediator yang telah senior dan mengikuti diklat
model lam4 Diklat Pemantapan Teknis perantara (istilah bagi

mediator sebelum lahimya gndang-undan! Nomor 2 Tahun

2004), atau Diklat Jarak Jauh (Selama 6 bulan).( FGD priani

Servia Astuti, Suyono, dan yuli tanggal 4 Januari 2010)

Diklat{iklat tersebut memberikan bekal bagr para

mediator dalam meqialankan tugasnya. Mereka memperoleh

materi mengenai persoalan-penoalan ketemgakerjsan, sepefti

tentang upah, syarat kerjq dan mogok kerja- Selain it r, nercka
juga mendapattm pembekalan mengeoai p€rsoalan teknis,

sep€rti teknik negosiasi &n mrt€ri tentang mediator. llaq,a
saj4 menunrt Suyono, materi mediasi cendenrng bersifat

teoritis dan minim praktek

Mereka menjadi mediator, apalagi yang fungsional

umumnya bukan atas pilihan sendiri sejak a*al, 5qtainkan

karena adanla peaataan dan penugasan oleh pimpinannya-

Sebagiaa mediator memilih menjadi mediator fungsional, dan

sebagian lagi memilih sebagai mediator struktural.

2. Fungsi-fungsl Mediator

Fungsi mediator yang diahr datam Keputusan

Menakertrans Nomor Keplg2lMenNlt 2fiX, ktususnya pasal E

datr 9. Pasal 8 m€ngatur tentary kewajiban mediator, sedmekatr
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pasal 9 mengatur tentang kewenangan mediator. Berdasarkan

dua pasal tersebut bisa disimpulkan bahwa mediator memiliki

tiga fungsi uhma-

a. Fungsi fasilitasi, yaitu fungsi a) pemanggilan para pihak

untuk didengar keterangannya; b) memfasilitasi proses

mediasi; dan c) menganjurkan perundingan pramediasi; dan

d) pemanggilan saksi.

b. Fungsi jalan keluaA y&itu memberilon jalan keluar ketita

mediasi gagal, yaitu dengan mengeluarkan anjuran secara

tertulis

c. Fungsi admhistrasi" yainr firngsi a) membuat risalah

penyelesaian perselisihan industrial, b) membuat laporan

hasil penyelesaian perselisihan hubungan industial, dan c)

memeriksa surat-surat, seperti surat kuasa pada pihak dari

instansinya.

Tampak dari uraian di atas bahwa mediator memiliki

frrngsi ut,ma sebagai fasilitatator. Pros€s fasilitator terebut

memang dilakukan oleh para mediator di Dinas Sosial

Tonaga Kerja dan Transmigrasi @insoskertrans) Kabupaten

Semarang. Hanya saja" fungsi tersebut tidrk selalu berjalan

mulus. Ada saatnya, mediator harus juga melalokan fungsi-

fungsi lain, yang secara tertulis tidak disebutkan dalam
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Undang-undang maupun Kepmen. Fungsi-fungsi tersebut

antara lain:

d. Fungsi PembimbingarL yaitu tungsi yaug te{adi karena l)
mediatorlah pihak yang paling berkompeten dalam

menangani kasus penelisihan indusEial dan 2) mediator

memang memiliki fungsi pembinaan terhadap perusahaan_

perusahaan. Me.diatorlah yang paling memahami bagaimana

dinamika relasi antara bunrh dengan majikan drn problem_

problem apa yang terjadi di lapangan. pembimbingnn dalam

konteks Kabupaten Semarang adalah upaya pemberdayaan

dan pendidikan agar para pihak bcrsodia untuk duduk satu

meja dqn mencari pen5clesaian masalah. pekerja tertadang

datang ke kantor Dinsoskertrans untuk mengadukan

persoalannya" lalu mediator memanggil pihak penrsahaan

agar mau datang dan berunding. Di lbstsnsi Dinsoskertans

terdapat gedung khusus, yaitu Gedung Tripartit yang biasa

digunakan untuk melakukan perundingen tersebut. Metrurut

Suyono, upaya mediator semac€m itu adalah bentuk upaya

klarifftasi tertradap persoalan yang dihadapi oleh pekerja

dan pengusaha, bulqn dalam bentuk campur tangan

pemerintah dalam proses bipartit.

e. Peran sebagai advokator dan negosiator. Fungsi tersebut

lahir dari kenyataan bahwa perselisihan industriEl seringkali
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menimbulkan konflik antara dua pihak yang sangat senjang

tingkat kekuasaannya. Tidak jarang pemecahan terhadap

kasus semacam itu cukup diangani oleh mediator secam

langsung. Karena mediator tidak hanya berfungsi sebagai

fasilitator negosiasi pengusaha dengan pekerja, melainkan

juga sebagai pembina dalam hubungan induslrial, mata ia

umurnnya memiliki hubungan atau mengenal perusahaao

yang ia bina- Ifusus paselisihan PHK bisa disclesaikan

melalui negosiasi medialor dengan pengusaha ketika

pcngusha enggan hhubusgan dengan pekerja lagi (FGD

dengan Suyono, Priani Servia Astuti" dan Yuli tanggal 4

Januari 2010).

Contoh yang terjadi di Kab Semarang adalah ketika

seorang pekerja di PHK sctelah 1,5 bulan bekerja dan ia

hanya diberi pesangon satu kali 88ji, dengan mengabaikan

setengah bulan kerjanya. Ketika pekerja meog8jukatr

permasalahanly6 kepada instansi, mediator karc'na alasan

paktis dan alasan pembelaan tertadap hak pekerjc

menelpon perusahaan agar bersedia memberikan hak pekoja

itu yang belum terbayarkin. Usaha semacam itu E*adang

berhasil sehingga tanpa ada perundinBan biputit atau

mediasi, perselisihan terselesaikan dengan dibayarkannya

hak pekerja.
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Fungsi kelima tersebut lahir karena adanya

kesenjangan kekuatan antara penguasaha dan buruh.

Persoalan tenebut juga menjadi perfiafian para pskar

mediasi. Boulle dan Hwe melihat bahwa persoalan

kesenjaneatr kekuatan utara pihak-pihak yang berselisih

sulit dihhdarkaq spalagi mediator disannkan untuk

mengatasi kekuataan yang para pihak yang tidak seirrbang

dan mengacu kepada otoritas moral (Laurence Boulle .{rn

The Hwc Hwe,20fi):21 dan 58).

Fungsi dari mediator adalah mencoba untuk

memfasilitasi pihak dengan kekuasaa yang senjang tesebut
agar t€rcapai negosiasi, yang utamanya bisa membanfu

membela kepentingao bunrh. Idealitas mediasi yang menurut

'netsalitas" dan "imparsialitas" tidak selalu bisa diierapkan

sepenuhnya di lapangan. Mau tidak mau mediator harus

melakukan penihakan kepada kepentingan pihrk yao.g

Iemalu )rang umumtrya adalah buruh, tetapi bisa juga pihak

yang lemah itu perusahaan dalam kasus-kasus penelisihan

tertentu.

Ada pula kritik dari sebagian kalangan, seperti

Bambang Supriyanto, yang menilai bahwa menjalankao

tugasnya m€diator cenderung berfimgi sebagai seonng

penasehat hukum. Setelah mendengar*an keterangaa
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masing-masing pihak, mediator kemudian menjelaskan

bagaimana peraturan prrundang-undangan diialankan

(Bambang Supriyanto, Vol. E No. 2 Mei - Agustus 2008:

23-24). Namun kitik semacam itu tentunya bersifat

kasuistik dan muncul dari kecenderungan pribadi masing-

masing mediator.

Dalam kasus Kabupaten Semarang Suyono maupun

Priani Servia Astuti cenderung menyelesaikan pemasalahan

s€cara settlement, yaitu tersapainya kesepakafan kedua belah

pihak dan kadang melonggarton afrran demi rcrcapainya

kesepakatan tersebut.l Perbedaan karakter individual dan

teknik melakukan mediasi memang terjadi. tlal itu

sebenamys jug! diungktpk n oleh Bambaag Supriyan:to. Ia

menlai bohwa teknik mediasi selama ini terSsntung kepada

pengelanran mssing-masing mediator, hnpa rdanya

pedoman baku @ambang Supriyanto, Vol. 8 No. 2 Mei -
Agustus 2008: 4).

f. FungsiPencegahKonflik

Para mediator di Disnakertans Kabupaten Semarang

tertibat dalam tim deteksi dini konltik. tim deteksi dini

Gmebut terdiri atas wakil dari dinas sosial (mediator),

|FGD dengan Suyono, hiani Servia Asnsi, dan Yuli tanggal 4
Januei 2010
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Komando Daerah Militer (Kodim), pihak kepolisian,

perwakilan serikat pekerja/buruh, perwakilan asosiasi

pengusaha (Apindo), Kesbanglinmas. Dengan adanya tim
deteksi dini tersebut mediator bisa melakukan pencegahan

konfli( yaitu dengan mendatangi perusahaan yang

diindikasik n akan mengalami demonstrasi buruh atau

konflik antara buruh dengan p€rusahaan. Mediaror

Disnakertrans memiliki modal sosia[ yaitu hubungan yang

telah iajalln dengan pihak-pthak pensahaan haupun serikaf

buruh. I{al itu memberi mereka peluang untuk menc€g8h

agar tidak terjadi konflik tedukE ntara bunlh dan majikan.

2. Pelatsanaan Medisi pEI di Dtruoslcerrtrrns l&bupeten
Semereng

Pelaksanaan mediasi di Dinsoskertrans Kabupaten

Semarang pada dasamya dilakukan dengan mempertimbang&an

antara prosedur formal dan fleksibilitas penerapaonya di
lapangan. Prosedur mediasi di Diososkertrans Ksbupaten

Semarang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari peraturan

mengenai mediasi ifu sendiri. prosedur bermediasi dalam

penyelesaian perselisihan hubungan indusfi&l s€cara umum

diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisih6a ll1[rrngri Industrial. Undang-undang
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tersebut berfungsi sebagai hukum acara yang memungkinkan

prosedur bermediasi s€csr. tertib diatur dan digariskan.

Prosedur bennediasi secara umum di atur dalam Undang-

undang No. 2 Tahun 20M. Prosedur yang dimaksud adalah

ragam tindakan dan langkah dalam penyelesaian perselisihan,

bukan prosedur mediasi seccra spesifik. Undang-Undang No. 2

Tahun 2004 mcnjelaskan urutan p€nyelesaian perselisihan

[g["ngan industrial sebagai berikut:



peta 4.2
Prosedur Penyelesaian Perselisihan lndustrail

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004
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Undang-undang tersebut ditunjang pula oleh Keputusan

Menakertrans Nomor Kepl92lMertlYll2004 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator. Kepmen ters€but

meqiadi landasan nonnatif bagi pelaksanaan mediasi di

Dinsoskertrans Kabupaten S€marang. Pssal 14 Kepmen tersebut

secam rinci mengatur bagaimam mediator berperan dalam

menangani perselisihan. Ayat (l) pasal !4 tersebut menegeekan

bahwa setelah mediator menerima be*as pemelisihan, maka ia

hanrs menempuh langkah-langkah berikut:

a- Melatukan penelitian bertas perselisihan;

b. Melakukan sidang mediasi paling lambat 7 (tujuh hari) kerja

setelah menerima pelimpahan tugas untuk menyelesaikan

perselisihan.

c. Mencapai para pihak secara tertulis untuk mengtadiri si&ng

dengan mempertimbangkan waktu panggilan sehingge sidag

mediasi dapat dilaksaaakan sclambat-lambatnya 7 (ttjuh)

hari kerja sejak menerima pelhnpahan tugas untuk

meoyelesaikaa pereselisihan.

d. Melaksanakan sidang mediasi dengan mengupayakan

penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.

e. Mangeluarkan aqiuran secara terfirlis kepada para pihak

apabila penyelesaian tidak mencapai keseFkatan dalam
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waktu selamballambatnya l0 (sepuluh hari) ke{a sejak

sidang pertama.

f. Membantu membuat pe{anjian bersarna secara tertulis

apabila tercapai kesepakatan penyelesaian, yang

ditandatangani oleh para pihak dan disalaikan oleh mediator
g. Memberitahu para pihak untuk mendaftarkan perjaqiian

bersama yang telah ditandatangani para pihak fe psagadilan

hubungan industial pada pengadilan negeri tempat dimana

Perjanjian berama dit"nda t".!gpni untuk mendapatkan rlCa
bukti pendaftaran

h. Membuat risalah pada sethp penyelesaian hubungan

industsial.

Sudah banng tentu, prosodur berme<Iiasi yang diatur
dalarn uU No 2 Trrhrm 20O{ d8n Kepmen nomor
Kepl92JMenNll 2004 tersebut bersifat normatif sehingga

praktek di tapangan dituntut harus menyesuaikan dengan aturan

UU tersebut. Akan tetapi, pelaksanaan prosedur itu di lapangan

memmgkinkao ada penafsiran maupun penyesuaian oleh
mediator sesuai dengan kemaslahatan yang dilihat oleh
hediator. Oleh karena itu, pada pembahasan mengemi prosedur

mediasi di Dinsoskertrans Kabupaten Semarang ini aturan

normatifakan dilihat pula berdasadon prakteknya di lapangan.
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004,

mediasi adalah salah satu penyelesaian perselisihan hubungan

industrial dalam kasus perselisihan halq kepentingan,

pemutusan hubungan ke{a dan perselisihan antarserikat

p€kerja/ antarbuuh dalam satu perusahaan. Kavling mediator

lebih luas dibandingkan tavling konsiliator maupun arbitrator.

Kevling mediator mencakup petselisihan hak, perselisihan

kepentingan, Pemutusao hubungan kerja @HK), dan

perselisihan anta$erikat p€kerja. Sementara kavling konsiliator

hampir sama dengan mediatot tetapi konsiliator tidak

menaogani perselisihan hak Sementara itq wewenang

arbitrator adalah dua dari empat tugas di atas, yaitu perselisihan

kepentingan dan perselisihan antarserikat pekerja dalam satu

perusahaan.

Peta 4.3

Wewenang Mediator, Konsiliator, dan Arbitrator

konsiliator

arbitrator

Penelisihan hak
Mediator

Perselisihan kepentingan

Pemutusan hubungan kerja

Perselisihan antarserikat pekerja
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Perselisihan hak hanya menjadi wewenang mediator. Hal
itu didasarkan asumsi bahwa perselisihan hak menyangkut

aturan pemerintall karena perselisihan hak timbul dari
perbedaan dalam menafsirkan atau memahami aturan perundag_

undangan. Dari ketiga pihak yang memiliki hak dalam

memfasilitasi penyelesaian pemelisihan arbitrator, hanya

mediasi yang jelas-jelas pegawai negeri, yang b€rarti bagian

dari pemerintah. Jadi, modiator dipandang sebagai pihak yang
paling cskap dalam menjelaskan undang-und,ng yang

menyangkut hak-hak budr/peke{a (Wawancara dengaa Ibnu
Santoso (Kasi Hubungan Industrial dan Jamsostek

Disnakertansduk Propinsi Jawa Tengah rrnggal 25 Januari

2011).

Undang-undang menegaskan bahwa prosedur

penyelesaian perselisihan dilalokan secara bertingkat, yaitu l)
perundingan biparti! 2) konsiliasi atau arbitasi, 3) mediasi, dan

4) pengadilan hubungan industial. pasal 3 UU No.? 2004 aynt
(l) mengamanatkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan

industrial terlebih rtahulu diupayakan melalui perundingan

bipartit secara musyawarah untuk mufakat, Menurut pasal 3

ayat (2), perundingan ters€but harus diselesaikan paling tama lQ
(tiga puluh) hari ke{a sejak tanggal dimulainya perundingan

dan apabila dalam jangka waktu 30 hari salah satu pihak
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menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan

tetapi tidak mencapai kesepakaun maka, menurut ayat (3)

perundingan bipartit dianggap gagal.

Perundingan Bipartit umumnya dilakukan sebanyak tiga

kali dan setiap selesai perundingan harus dibuat "risalah

bipartit". Risalah tersebut menjadi bukti telah dilakukannya

upaya penyelesaian perundingan melalui bipartit. Penrndingen

bipartit tersebut pada dasamyo adalah wilayah yang di luar

wewena.ng atau wilaysh operasional mediator. Undang-undang

No 2004 pasat   ayat (l) mengisyaratkan bahwa bola

penanganaa perselisihan belum berpindah kepada medislor stau

instansi yang bertanggung jawab sebelum para pihak atau salah

satu pihak mencatatkrn perselisihannya kepada instansi yang

bertanggung jawab di bidang ketenaglk€rjaan.

Apabila dalam perundingan bipaftit terjadi kesepakatan,

makt dibuatlak Perjanjian Bersama yang kemudian dicatatkan

ke Pengaditan Hubungan Industrisl (PHI). Perundingan bipartit

yang tidak mencapai kata sepaka! dengan didulung dengn

bukti risalah perundingan, maka kepad apara pihak yang

berselisih ditawarkan konsiliasi atau arbitasi. Jika para pihak

tidak memilih keduanya, atau ia memilih mediasi, maka

perselisihan akan difasilitasi melalui forum mediasi.
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Pada prakteknya pekerjaan mediator di Dinas Sosial

Tenaga Ke{a dan Transmigrasi (Dinsoskertrans) seringkali

ti&k dimulai semeqiak ia menerima berkas penclisiharl

melainkan semenjak adanya upaya awal penyelesaian pe*ara.
Hal itu terjadi karena mediator dianggap pihak yang paling
menguasai persoalan perselisihsn industial, sehingga ketika

ada pengaduan yang menyangkut perselisihan buruh dengan

majikan, maka ia sudah terlibat semeojak awa! bahkan dalam

proscs bipadt Kercrtibatan mediator dslam bipafiit bukn
dalam kerangla intervensi proses negosiasi melainkan lebih
dalam kerangke nembanfu agar biportit terjadi.

Ketika p€runal;ngan trerhasil, make dibuatlah perjanjian

Bersama yang berisi kesepakatan yang dicapai melalui
perundingan tersebut Namun ketika penmdingan sagal, mak4
sesuai dengan amanat pasal 4 ayat (3) Undang-undang No.
212004 mediator menawar*an para pihak uatuk menyepakati

untuk memilih penyelesaian melalui konsilasi atau arbitrasi.

Arbitrasi adalah penyelesaian perselisihan oleh pihak ketiga
yang mcmiliki kekuatan untuk memufi$kan. Sementars. itq
konsiliasi sebenamya sama dengan mediasi. yang nembedakan

mediasi dan konsilasi adalah bahwa seomng mediator harus

pegawai negeri, sedangkan konsiliator dari swasta, mediator

bisa menangani empat pers€lisihrn, yaitu perselisihaa hatq
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kepentingan, PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat

buruh di satu perusahaan, sedangkan konsiliator hanya bisa

menangani tiga dari empat perselisihan di atas, kecuali

perselisihan hak. Jadi, secara proses penanganan perselisihan

tidak ada perbedaan antara mediasi dan konsiliasi.

Pada prakteknya konsiliasi di Semarang tidak pemah

dilang, ungkan, meskipun sudah ada empat konsiliator yaog

terdaftar. Alasan utama tidak berfuogsinya konsiliasi adalah

karena faktor. Pertama adalah tingkat kepercayaan para pihak

kepada konsiliator dan kedua adalah faktor pembiayaan. Di

Kabupayen Semarang belum pemah terlaksaaa konsiliasi

meskipun adan beberapa konsiliator yang tercatat, seperti l) k.

Uook Sutrisno, 2) Drs. Thomas Sutopo, 3) Haryo Ngadiyono,

S.H. (pindah ke Kota Semarang), dan 4) Iftoirul Anam, S.Pd.

Mereka selama ini belum pernah menangani atau

memfasilitasi upaya penmdingan sntara pihak perusahaan

dengan buruh, meskipun beberapa telah meqiadi konsiliator

semenjak tahun 2006. Alasan utama tidak terpakaioya jasa

konsiliator adalih persoalan kepercayaan (rnrsr), khususnya

menyangkut netalitas konsiliator Salah syarat menjadi

konsiliator adalah memiliki p€ngalaman di bidang hubungan

industrial sekurang-kurangrya 5 tahun (pasal 19 UU No.

212004). Orang yang memenuhi syarat semacam itu umumnya
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adalah dari kalangan pengusaha atau asosiasi pengusaha

(Apindo) atau dari kalnngan serikat buruh (SPSD. Irtar
belakang semacan itu tentu menimbulkan persoalan netralitas

konsiliator.

Patut dicatat bahwa netralitas menyangkut latar belakang

seorang konsiliator atau me.diator, bukan sikap ticlak memihak

dia dalam proses konsiliasi (imparsialitas). Istilah netalitas,

sebagaimana dikatakan oleh Boule drn Hwee, mencakup

beberapa frktor, yaitu l) mediatot tidak memiliki kepentingan

teftadap hasil perselisihan sehingga ia menjadi pihak yang

tidak disukai, 2) nediator tidak memiliki hubungan sebelumnya

dengan salah satu piha( 3) mediator tidak memberikan

keputusan kepada para pihatq dan 4) mediator tidak
menggunakan keahliannya untuk nempengaruhi proses

pengambilan keputusaa (lawrence Boulle dan Teh Hwe Hwe,

2000:. l9). ltulah yang terjadi dengan konsiliator di Kabuparen

Semarang.

Saat ini ada empat konsiliator, dua di antaranya berasal

dari serikat peke{a dan dua berasal dari asosiasi psnguasaha.
y"o1 5o6is16 dnn Khoirul Anam, misalnya berasal dari serikat

buruh (SPN dan SPSD. Thomas Sutopo dan Haryo Ngadiyono

dari kalangan asosiasi pengusaha (Apindo). Bisa dipahami

mengaps tingkat kepercayaan terhadap konsiliator rendah
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karena adanya latar belakang yang membuat konsiliator

menanggung beban bias akibat asosiasinya dengan salah satu

pihalq baik buruh maupun pengusaha.

Dengan latar belakang demikian sulit bagi konsiliator

untuk dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih.

Kalangao pengusaha sudah barang tentu memiliki prefercnsi

kepada konsiliator dari kalangan pengusaha, demikian pula para

peke{a memiliki preferensi kepada konsiliator dari kalangan

pekerja. Akibatnya, pihak ketiga yang bisa diterima oleh kedua

belah pihak yang berselisih hanyalah medidor.
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Peta 4.4
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Bagan di atas menunjukkan bahwa proses bipartit tidak

selalu berjalan liner sebagaimana menurut aturan normatifnya.

Seringkali pihak pengusaha menolak untuk bertemu buruh

sehingga buruh mengadukan kepada Disnakertrans. Kemudian

Disnakeraans, yang biasanya langsung ditangani oleh mediator,

memanggil pihak pengusaha untuk kladfikasi. Mediator

langsung b€ftindak karena pada praktiknya ia juga menangani

persoalan adminisEasi dan juga pihak yane dianggap paling

tahu mengenai urusan perselisihan buruh. Jadi ia langsung

turua tangan untuk melakukan klarifftasi dan memfasilitasi

agar terjaid bipartit

Klarifikasi dan fasilitasi yaag dimalaud adalah mediator

mencari versi perselisihan metrurut pengusaha, ketfta yang

mengadu adalah buruh. Kalau pengusaha tidak bersedia, maka

mediator bisa menggunakan baju lain, yaitu sebagei pengawas

dari Disnakertrars, untuk memastikan pengusaha meu mentaati

undangan dari Disnakertrans. Pada pralceknya, mediator di

Disnakertrans Kabupaten Semarang bahkan rela mendarangi

pengusaha. Kalau pengusaha tidak hadir setelah dipatrggil bisa

juga dikeluarkan anjuran tertulis (mirip verstek). Akan tetapi,

kalau yang tidak hadir pihak pekerja setelah dipanggil 3 kali,

maka kasus ditutup.
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Ketika kedua belah pihak telah bersedia bertemq

mediator mempersilakan kedua betah pihak untuk melakukan

bipartit baik di luar kantor maupun menggunakan kantor

tripartit. Jadi, p€rtemuar yang seharusnya terjadi atas inisiatif

dua pihak saj4 yaitu bunrh dan pengusahC temyata pada

praktiknya difasilitasi oleh Disnakertrans. Bipartit bahkan juga

dilakukan di kantor tipartig meskipun dalam prosesnya hanya

pengusahe dan buruh yang bertemu. Pihak Ketika bipafiit gagal,

otomatis mediator harus turun tengan. Terlebih

para pihak kepada konsiliator rendah dan a$i8asi

Karena ifirlah, mediator menjadi tumpusn drlan

penyelesaian percelisihan hubungan hdustrial di luar proces

litigasi. Mediator diakui netralitasnyq apalagi ia

status sebagai pegawai negeri. Setelah mengecek syarat-sysrat

adminisbasi, mediator mempertemukan kedua belah pihak.

Dimulailah kemudian proses mediasi. IangkahJanekah mediasi

yang biasa di tempuh di Dinsoskertrans Kabupaten Semanng

adalah sebagai berikut:

a. Proses pengec€kan syarat edministrti[. seperti surat kuasa

bagi wakil p€rusahaan.

Proses tersebut p€nting dilskukan karena pihak

perusahaaq sebagai badan hukum" diwakili oleh utusannya,

Persoalannya adalah apakah utusart perusahaan yang
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mewakili perusahaatr dalam mediasi memiliki surat kuasa

dan apakah ia memiliki otoritas untuk membuat keputusan.

Kalau wakil perusahaan tidak memiliki otoritas membuat

dan menjalankan keputusan atau perjanjian bersama, maka

mediasi sia-sia dilakukan.

b. Mediator meminta keterangan dari masing-masing pihak

ystrg bers6ngketr.

Keteraogan yang dimaksud adalah duduk pe*ara

perselisihan menurut masing-masing pihak Mediator

berusaha menemulon permasalahan dan tuntutan masing-

masing pihak Datam sidang mediasi, proses ters€bttt bisa

disertai dengao upaya pembuktian ketika diperlukan.

c. Proses tawar oenawar antara pihak pengusaha dan pekerja'

Proses tawar-menawar antara pengusaha dan pekerja

dalam praktek mediasi di DisnaterEaas Ikbupaten

Semarang lebih mengarah kepada persoalan posisi' bukao

htercst. Jadi, masing-mashg Pihak menegosiasikan

kepentingannya terhadap pihak lain berdasarkan tuntutan

yang ia ajukan kePada Pihak lain.

d. IGukus (seten8ah kamat) untuk memudrhkan negosiasi.

Kaukus atau bikamar atau s€tongsh karnar adalah

proses yatrg umum ditakukan dalam mediasi. Ikukus

dilalekan ketika negosiasi mengalami kebuntuan dan
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mediator berusaha untuk menemukan informasi yang

mungkin tidak ingin disampaikan oleh satu pihak kepada

pihak yang lain. Karena iq mediator menemul secara

terpisah masing-masing pihak sesuai dengan kesepakataa.

e. Sesi bersama

Sesi bersama adalah pros€s ketika kedua betah pihak

dipertemukan kembali oleh mediator.

f. Mediator meninggalkan kedua belah pihak agar beruading

(terkadang)

g. Ketika perundingan 6eaunas, sesi bersama dihontikan "kan
akan diadakan sesi bersarna kembali.

Umumnyq mediasi di DisnaLertr.ns l(ebqden

Semarang berjalan dua kali pertemuan. Ketika setetah dua

kali pertemuan masing ada kemungkinan pemecahan

masalah atau pemasalahan belum tuntas, rctapi ada peluang

penyelesaian bisa juga dilah*an p€rundingan selaqiuhya

denean difasilitasi mediari.

h. Perjanjian Bersama ftalau terjadi kesepakafan) rtau atrjman

. tertulis kalau tidak trc8pai kesepakatao antara pfis pihrk

Proses tersebut tidak berlaku secam ketat perlangkalL

melainkan secara umum. Terkadang cetelah proses seEngah

krmar dan mediator tedibat pembicaraan dengan masing-

masing pihalq kedua belah pihak dipertemukan agar merelo
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berundlng kembali. Mediator bisa meninggalkan mereka berdua

untuk bemegosiasi. Namun secara umum, mediator ada dalam

memfasilitasi negosiasi antara kedua belah pihak

Waktu mediasi ditentukan oleh mediator dengan alasan

bahwa mediator tidak rrau didikte oleh para pihak' Proses

mediasi sendiri lebih menekarkan kepada negosiasi model hod

dengan perhatian utama terfiadap posisi meqing-masing pihak.

Kalau mediasi berlangsung lancar dan tercapai kesepakatan

maka dibuatlah Perjanjian Bersama (PB) nantinya dicatatkan ke

Pengadilan Hubungan Industrial. Namun kalau proses mediasi

tidak mencapai kesepakataq mediator memberikan waktu

kepada para pihak untuk mer€nung atau berpikir selama tujuh

hari. tlal itu dimrksudkan agar para pihak memikirtan kembali

keputusao stau posisi yang mereka pertahankan.

Kalau sampai tujuh hari tidsk terjadi kesepakatan, maka

mediator mengeluar*an anjuran tertulis pa<ta hari ke-10.

Keluamya anjuran dari mediator berarti bahwa Para pihak

diminta untuk mengacu kepada aturan yang ada karena anjuran

tertulis yang dikeluarkan oleh mediator bersifat normatif.

Dengan dikeluarkannya anjuran tertulis seolsh kasus

perselisihan dipandang kembali ke stdus quo. Meskipun

demikian, patla praktiknya anjuran tertulis tert'adang

memberikan dampak psikologis yang membuat salah satu pihak
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mau memberikan konsensi pada pihak lain, khususnya pihak

pengusaha asing kepada para buruh,

Dalam menjalankan tugasnya, mediator di DinasTrans

Kabupaten Semarang mengacu kepada aturan-aturan mengenai

mediasi, tetapi mereka tidak menerima aturan itu secara kaku.

Anjuran mediator, misalnya, yang menurut aturan dikeluarkan

pada hari ke-!0 pada prakrcknya bisa dilongga*an. Ketilo para

pihak menunjukkan perftembangan dalam proses mediasi drn

ada if,dikssi ke rrah tercapainya kesepakatan, maka mediator

alon memberikan waku lebih bagi para pihak uanrk

bemegosiasi. Mediasi di Dioaskertratr Kahpalei Semarang

umumnya dilakukan sebanyak dua kati, kecuali ada kesepakatan

dari para pihak untuk menambah jumlah sidang mediasi.

Anjuran tertulis yang harus diteluarkan nada hari ke-10 bisa

dikesampingkan unhrk sementara karena alasaa adanya peluqng

penyelesaiqn sengketa.

Aqiuran tertulis bagi mediator bukanlah afthir yang

diharapkan. IGtika mediasi banyak gagal dan mediator

mengeluarkan anjuran tertulis, hal itu nenjadi poin negatif bagi

mediator karena itu menunjukkan rendahnya kemampuan

mediator dalam menyelesaikan masalah.

Secara umum, tidak ada mazlab mediasi tert€ntu yang

dianut oleh para mediator. Mediasi lebih merupakan upaya
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mencari jalan keluar bagi pihak-pihak yang berselisih. Orientasi

utama para mediator di Dinsoskertrans Kabupaten adalah

membantu pihak yang lemah untuk mendapatkan hak-haknya.

Orientasi tersebut jelas bukan orientasi ideal bagi seorang

mediator, tetapi itulah yang terksdrng muncul dalam pikiran

beberapa mediator.

Dari empat model mediasi yang yaitu settlentent,

facillitative, therdpeuic, dat evalwttve mediaion, med;iasi

hubungan industrial yang terjadi Dinsoskertrans Kebupaten

Semarang menunjukl€n p€rsamaan dengan mediasi seftlernefi.

Model mediasi se ttlenerrr tf,,3ttjo,o untuk mencapai pe,mecahan

masalah secara kompromistis. Perselisihan berpusat kepada

posisi (tuntuan) yang di'.ngkafkan oleh masing-masing pihak

Mediator berasal dari mereka yang dipandang memiliki shtus

tinggi dan ia berperan dalam memandu para pihak untuk

bergeser dari tuntutan (posisi) mereka ke arah posisi yang

kompromistis (Irwrenc€ Boulle dan Teh Hwe Hwe' 2000: 28-

30).

Ciri-ciri di atas bisa ditomukan pula dalam mediasi

penyelesaian perselisihan indusrial di Dinsoskertrans

Kabupaten Semarang. Isu urengenai mteresr ftebutuhan dasar)

yang menjadi perhatian modiasi fasilitatif atau isu mengenai

perbaikao hubungan tidak menjadi pedratian para mediator.
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Para mediator lebih terfokus kepada bagaimana terjadi

kesepakatan antara kedua belah pihalq utamanya secara

kompromi. Hal tersebut dikemukakan oleh lbau Santoso.

Santoso menegaskan bahwa mediator ikut serta dalam tawar

menawar, yaitu dengan meminta pengusahq misalnya, untuk

menaikkan uang PHK dan meminta bunrh untuk menu.unkan

tuntutan mereka (Wawancara dengen llau Sartoso (Kasi

Hubungan hdustrid dal Jamsostek Disnakertransduk hopinsi

Jawa Tengah) rgnggal 25 Januari 201 l).

C. Mcdtesi Pm di Dicnaker Sunkarta

l. Kmltfikrl l!ls6;a163

Mediator hubungan indusfiel adeleh pngawai instansi

pemerintah yang bertanggungiawab dibidang ketenagakerjaan

yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yaag ditetapkan

oleh menteri. Tugas mediaror ini adalah melakukon mediasi da,,

bcrftewajiban utuk menyelesaikan pers€lisih$ halq

perselisihen kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan

kerja dan perselisihan antar serikat p€keda/serikt bunrh halya

dalam satu perusahaan.

Mengingat agas mediator perselisihan hubungan

indu$rial sangat berat, sesoomng yang hendak menjadi

mediator hanrs memenuhi kuatifikais tertentu. Seoraag
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mediator adalah pegawai disnaker yang telah memperoleh

pendidikan atau pelatihan perantsra. Dalan perekrutan tenaga

perantara ini salah satunya dilakukan melalui pendidikan

,"16'IR11 lPendidikan Perantara) sebagaimana yang dimaksud

dalam UU 2257. lstilah pendidikan pcrantara ini hingga

sekarang masih melekat pada disnaker. Sehanrsnya sejak 2004,

istilah ini sudah berubah menjadi pendidikrn mediator' A&pun

meroka yang mengikuti pondidikan mediator di Disnakor

Surakarta pada urnumnya Edslah yang bergelar Sarjana Hukum.

Nama-nama mediator di Disnaker Surakara adalah:

sebaglimana terlihat :

l. Joko Widyiantoro, SH., MIum.

2. Karsini SIL (Lulusar UGM)

3. Toto Santoso, SH (Lulusan UNS)

4. Listiyaninssilr, SIL (Lulusan Undip)

5. Novi

Pegawai Disnaker Surakatu yaag dikirm untuk

meryikuti pendidikan p€rantara bisa dilalo*an dengan cara

mendafiarkan diri atau ditunjuk oleh pimpinan setomPat

gqhten p€gawai disnaker yang sudah pensiunpun bisa

mendaftar sebagai mediator (lVawancara dengan Joko

Widfiantoro, 5 Januari 20ll). Pendidikan perantara dilakukao

dengan beberapa cara, antara pendidikan regular yang
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dilaksanakan hanya beberapa bulan saja di tingkat propinsi.

Training ini dilatukan secara intensif mulai pukul 08.00 sampai

22.00 WIB. Disamping memalui pendidikan regular,

pendidikan mediasi melatui program DJJ. pendidikan ini
ditempuh selama 6 (enam) bulan dan 2 bulan materi

pemantapan. Adapun metode pembelajarannya seperti kuliah

karena peserta didik difasilitasi dengan berbagai modul d,n
diakhiri dengan test (eveluasi) (Wawarcara dengan Karsini, 5

Januari 20l l).

Materi-mar€ri pendidikan dan pelatihan tersebut meliputi

syarat-syarat kerja, kesejahterasn pegawai, seni pemtrtrf8, d8s

materi-m8teri hubungan industrial. lvlatori ini mencakup poda

salah satu bidang pada sfuktul organatdsasi Disoaker, yaitu

bidang hubungan indusEid dan kesejahteraan pekerja" Bidang

ini meliputi 3 (tiga) seksi, yaitu seksi bina pengusaha dan

organisasi pekedq seksi penyelesaian penelisiha& dan seksi

perumusan pengupahan dan kesejahteraan pekerja.

Pada Disaaker Kota Surakarta terdapat mediator

sbuctural dan mediator fiugsional. Mediator structural terdiri

atas Joko Widfiantoro, SH setaku kepala seksi penyelesaian

perselisihan hubungan industrial. Sedangksn mediator

fungsional terdti atas Ibu Karsini, SH., Toto Santoso, SH., Lis,
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SH., dan Listyianingsih, SH. Disamping mereka juga terdapat

pegawai perantara yang belum bergelar sarjana (Bapak Novi).

Mediator pada disnakertrans hanya memiliki 3 (tiga)

jenjang yaitu pertama, golongan trI a - III b perantara

hubungan industrial pertama; kedua, golongan Itr c - III d
perantara hubungan idustrial muda; dan ketiga, goloryan

pemnta.a hubungan industial madya yang t€rdiri drri golongan

IV a sampai IV d.

Menurut Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor

25 tahun 2004 tentang Tunjangan jabatan fimgsional Pengawas

ketenagakerjaan, p€rsntsm hubungan hdustrial dan pengrntar

kerja Presiden republik Indonesia pasal I ayat 2 bahwa

Tunjangan Jabatan Fungsional P€rantara Hubungal hdustial,

yang selaqiuarya disebut dengan Tuqiangan Perantara

Hubungan Industial adslah tunjsngsn jabatan firngsional yang

diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan

ditugaskan secara penuh dalam Jabatan f'nngsional Perantara

Hubungan hdustrial sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 menyatakan bahwa

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan

secara penuh dalam Jabatan Fuagsonal Perantara Hubungan

lndustrial, diberikan Tunjangan Perantara Hubungan Industial

setiap bulan.



t62

2. Pela}sanaan Mediasi di Disnaker Surakarta

Proses penyelesaian perselisihan hubunga" industiat
yang berlaku saat ini berdasarkan Undang-undrng nomor 2

tahun 20M tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan

Industrial @PHI). Undang-undang ini berbeda dengan tata cara

penyelesaian hubungan perburuhan yang berdasarkan pada Iru
nomor 12 tahun 1957 dan UU nomor 12 tahun 1964. Meskipun

UU No. 2 tahun 2004 sudsh bcrlakq namun banyak ftstengen,

khususnya pelaku produlsi belum memahami secara

komprehensip afi ran tersebut.

Penyelesaian p€rs€lisihan dengan cara mediasi png
dilakukan oleh kantor disnaker dilah*an dengan tahapan

sebagai berihrt :

1. Kepala instansi yang bertanggungiawab dibidaag

kaenagakerjaan memerintahkan/penunjukan mediator untuk

penyelesaian persclisihen hu$ungafi in6ustri.r.

2. Membuat panggilan sidang secara tertulis kepada para pihat
3. Membuat perjanjian bersama bila mencapai kesepakatan

penyelesaian perselisihanantara kedua belah pihak yang

disa*sikan oleh mediator;

4. Menangil saksi atau salai ahli bila diper.lukan;
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5. Membuat anjuran bila tidak tercapai kesepakatan oleh kedua

belah pihak;

6. Membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan

industrial bila para pihak atau salah satu menolak anjuran;

7. Membuat laporan hasil penyelesaian perselisihan hubungan

industial kepada Bupati/Walikota yang diselesaikan

ditingkat Krbupaten^(ot4 kepada Gubernur yang

diselesaikan di tingkat propinsi, kepada Dirjon PHI dan

Jamsos yang diselesaikan di tingkat pusat dan tindasannya

kepada Menakertrans N @isnakertmns lataas. 2007).

Kasus perselisihan [ufunngrn induslrial yang telah

didafta*an ke kantor disnatcer, diawali dengan langkah kepla

disnaker memberikan tugas kepads kepala seksi Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial untuk menunjuk mediator.

Mediator yang ditunjuk melakukan segera memanggil para

pihak. Pemanggilan dilakukan setelah 3 sarnpai 5 hari sejal<

kasus perselisihrn didafta*an, meskipun waktu peayelesaian

mediasi tersedia 30 hari sesuai pasal 15 uU No. 2 uhun 20&.

Menurut salah Kepala Seksi penyelesaian perselisihan

hubungan industial kantor Disnaker Suratrarta bahwa

psmanegilan kepada pam pihak harus dilakr*an dengan segera

karena kasus Perselisiha" antara perusaharn dengan

burub/pekerja ibarat bola liar dan panas. Penyelesaian yang
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lama akan mengakibatkan kerugian pada pihak perusahaan atau

pekerja, bahkan sengketa pisa berakibat pada pemogokan kerja

yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar, baik di
pihak perusahaan maupun pekerja (Wawanc€ra dengan Joko

Murdwianto (Kepala Selai peyelesaian perselisihan Hubungan

IndusEial kantor Disnaker Surakarta) pada tanggal 5 Ianuari 20 I I .

Mediasi yang dilalukan di Disnakertran Surakarta

dilakukan di ruaag mediasi yang berukuran 4 x 6 m. Ruang ini
diseting sebagaimana ruang mediasi, yakni ponataaa meja htrsi
dengan posisi letter U. Mediasi itri dilakukan seoara terhrtup

d"n rahasia. Hanya pihak-pihak yang be*epentingan

dip€{tolehlan masuk ruang mediasi. Dalam menjalankan

tugasnya, mediator kadary dibatrtu oleh ko-mediator sesuai

dengan kebutuhan.

Pada awal proses mediasi, mediuor tetlebih dahulu

mempertenalkan diri dan menjelaskan fugas-tugas mediator,

termasuk sikap netalitas dan tidak memihak selama proses

mediasi berlangsung. Dalam penyelesaiu kasus perselisihaa

hubungan indusfial, mediasi sering dilalfl*an dalam waktu

yang singkat. Menurut salah satu mediator di Disnakerhans

Surakarta, proses mediasi yang t€lah berlangsung selama satu

jam biasanya forum tersebut menjadi panas dan tegang. Oleh

karenanya mediator dituntut memiliki seni mediasi. lv{ateri seni
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mediasi ini diperoleh ketika mereka menempuh pelatihan

perantara (mediator).

Dalam proses mediasi dimana para pihak sulit untuk

mengutarakan isi hatinya yang disebabkan karena taku! merasa

tidak nyaman, atau dibawah tekanan, maka mediator melakukan

penyelesaian "sefeng.h kamat''. Dalam iLnu mediasi cara ini

dikenal dengan istilah kaukus, yakni pertemuan mediator

dengan salah satu pihak dan taapa dihadiri oleh piha& lain

(awan). Hal ini dimaksudkan agar para pihak leluasa untuk

menyampaikan tuntxtrn dan keinginannya-

Apabila pnyelesaian dengnn cara mediasi di tingkat

kabupaten/Kota ini berhasil, maka dibuatlah perjanjian bersama

oleh para pihak dan dhalciksn oleh mediaror. Dan selaqiutnya

perjaqiian tersebut didaftarlon pada Pengadilan Hubungan

Industrial (PHI) sesuai pasal 3 W. No. 2 tahun 20(X. Namun

jika mediasi mengalami kegagalrn maka mediator membuat

anjuran yang ditujukan kepada me.cing.masing pihak, datr

&lam waktu 10 (sepuluh) hari harus diiawab oleh para pihak,

baik menolak atau menyetujuinya.

Apabila anjuran diterima oleh kedua pihak maka dibuar

perjanjian bersamq dan apabila salah satu pihak menolak atau

tidak memberikan tanggapm mediator bettewajiban membuat

risalah penyelesaian perselisihan. Risalah ini merupakan



166

lampiran para pihak atau salah satu pihak untuk melakukan

upaya huku gugatan melalui PHI pada pengadilan Negeri

setempat. 111" enrlat didaftarkan ke pengadilan, maka proses

kasus tersebut menjadi kewenangan spenuhnya lembaga

peradilan.

3. Tingket Keberhesilan

Berdass*an data tahun 2009, kasus perselisihan

hubungan indushid di Disnaker Kota Surakarta sebaayak 36

kasus. Pada tahun 2010 hanya 12 kasus. Khusus pa& tahun

2010, tindot kebertasilihan penyelesaian pqs€lisihan

[u$rhgan industrial melalui jalur mediasi masih relative kecil.

Dari 12 kasus, hanya 3 yang bisa diselesaiakan secara mediasi,

8 losus anjuraa dan satu kasus dicsbut Kssus yang berhasil

diselesaikan dengan mediasi menggunakan cara penyelesaian

win-*in solution. Sdangkan perselisihan yang diselessikan

dengan anjuran, apabila salah satu pihak yang bersetisih

men6tat6 dqn tidak mencapai mufakat, kemudian mediator

memberikan surat keterangar kepada pihak pcrusahaan dan

pihak peke{a, dan diakhiri dengan penilaian apakah pekerja

kembali bekerja seperti semua atau pembedakuan pHK.

Keberlusilan penyelesaian perselisihan industsial di
Disnaker Surakarta belum maksimat disebabkan kuranpya
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kesadaran masyarakat unfuk mencari penyelesaian masalahnya

di disnaker. Meskipun angka ini masih kecil, namun

keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan

mediator dalam menyelesaikan masalahnya. Secsra umum

keberhasilan mediasi di disnaker Kota Surakarta dipengaruhi

oleh beberapa faktor :

l. Kemrmpuan mediator dalam menangani kasus-kasus

Frselisihan

2. Ruaag Mediasi yang memadai

3. Kesadaran para pihak yaog berselisih untuk mencari mufakat

pade level KoMkbupaten.

4. Keterbarasan waktu para pihalq khususnya pekerja

Mediator yang bekerja pada kantor Disnakertans adalah

pora pegawai yang sudah sering berhubu"gen dengan kasus-

kasus perselisihan antara perusahaan dengan pekerja. Mereka

memeliki rasa empathi Vang tinggi, khususnya kepada pekda,

karena merelo sering menjadi korban perusahaan, Mediator

dalam melaksanakan tugasnya hans bersikap netral d"n

impartial.

Untuk mendukung agrr mediator mampu melaksanakan

tugasnya dengan bailq dibuuhkan ruang mediasi yang

memadai. Pertemuan mediasi yang sifahya terbatas dan rahasia

harus dilakukan di ruang yang tertutup. Pada kantor
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untuk menyelesaikan kasus-kasus p€rselisihan industrial.

Meskipun pada kantor disnakertans terdapat nrang

mediasi, namun ruang ini dipandang belum mencukupi sebagai

tempat yang memadai. Dalam proses mediasi, seting kursi

biasanya ditakukan dengaa cara nelingkar atau letter U atau

eegitiga, bukan berhadapan. Karena posisi yang kurang tepat,

proses mediasi dapat tergarygU karena penyelesaian mcdiasi

tidak hanya cukup dengan bahasa lisan (kata-kafa), tetapi juga

membutuihkan bahasa tubuh. Mediator haaya mcmposisikan

s,ama a&rtara pihak-pihak yang berselisih" Jika posisi dudul
kurang mendukung hal ini dapat mengancam kobcrtasitan

mediasi karena pihsk 84r Demandaog bahwa modiator ti&k
bersikap netral, dan cendenrng kepada salah satu pihak.

Kesadaran pare pihak yang berselisih untuk mencari

kesepakatan sangat mendukung keberhasilan mediasi.

Kesadaran pars pihak ini terletak pada kesadaraa pentinpya

hidup damai sert menjalin hubrrngrn atrtara bawahan (peket'a)

dan atasan. Demikian juga kesadaran jika penyelesaian mediasi

gagal, maka penyelesaian mediasi hanrs dilahkm di tingkat

propinsi. Penyelesaian di tingkat propinsi ini disampaing harus

mshrangkrn wakhr juga dibutuhkan adanya biaya yang hans

dikeluarkan. Mengingat jarak tenpuh Surakafta dan Semarang
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(sebagai kota Propinsi) dimana PPHI cukup jauh, maka mereka

lebih memelih penyelesaian mediasi di tingkat Kota /
Kabupateo dipandang cukup dan bisa membantu menyelesaikan

masalahnya.
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D. Penanganea Pers€lfuihan Llntrs Kabupaten

Perusahaan secara umum dibagi menjadi du4 yaitu

petusahaan lokal dan perusahaan lintas kabupaten atau propinsi.

Perusahaan lintas lfubupaen adalah perusahaan yang memiliki

cabang yang bertempat di wilayah yang berbeda dengan wilayah

kantor pusahya bertempat Dalam kasus persetisihan hubungan

indusfial dalam skala loka! medidor yang ada di masing-masing

kabupaten^ota yang berwarang dan berh€as meiyelessilemya.

Akan tetapi, ketika suatu perusahaan memiliki cabang di lintas

kabupaten&ota atau di suatu kabupatenrkota tidak terdapat

mediator yang bisa menangani perselisihan tersebut mata ada

ketentuan-ketentuatr yang berlaku.

Menurut Nurhidayati, Kepala Tata Usaha Balai Penyelesaian

Perselisihan Industrial Semarang ada sejumlah 14 perusahaan di

Jawa Tengah yang lintas kabupatenAota (Wawancara dengan

Nurftidayati tanggal l0 Januari 2011. KabupatenAota, tennasuk

perselisihan industrial perusahaan lokal yang tidak ada mediator di

suatu kabupatenAota, adalah mediator di tingkat propinsi,
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khususnya dari Balai Penyelesaian Perselisihan tndustrial. Menurut

Ibnu Santoso, ada dua kabupaten di Jawa Tengah yang betum

memiliki mediator, yaitu Kebumen dan Brebes.

Jenjang mediator yang bertugas menangani perselisihan di

level kabupatenlkotar'propinsi tenebut diatur dalam Keputusan

Menteri Tenaga Kerja dan Transnigrasi Nomor 92 Tahun 2004.

Ada tiga level mediator:

l. L,cvel lokal, yaitu mediator yang menaryani perselisihan di
tingk t bbupdenfl(ots

2. l*vel propinsi yaitu Dediator yang menangani perselisihea di
porusahaan yaog bcrada di dua kabu@en/kota aou l*ih

3. L,cvel pusat, yaitu mediator yang menangaai perselisihan

anEpopinsi rtau lirtaspropinsi.

Oleh karena fu mediator propinsi memiliki tugas ganda,

yaitu menyelesaikan kequs-k8sus persetisihan di penrsahaan yang

tintas kabupaten/kota dan perselisihan di perusahaan lokal yang di

kabupdenAota &rsebr.rt belum ada mediator. Mediator propinsi

lebih beruntung dibandingkan mediator kabupatenrkota dalam hal

anggiaran. Kalau di kabupatenrkota mediator tidak memperoleh

dana transportasi selama menangani kasus, di level propinsi

mediator telah diiamin tratrspoftsi dan kebutuhan makannya.
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E.Problem-problem Pelaksanaan Mediasi Hubungan

Indugtrial

1. Problem Kesenjangan Kekuasarn

Pada kenyataannya, ketika terjadi perselisihan hubungan

industial, khususnya yang menyangkut hubungan pengusaha

dengan pekerja/buruh, perundingan bipartit tidak mudah

dilakukan. Faktor utama kesulitan tajadinya penrndingan

bipaftit dalah karcna eeringkali tetdapot kesenjdngan kekuatan

yaag besar antara pengusaha dan pekda/buruh. Tidak jarang

buruh yang telah di-PHK tidak diperkenankan lagi unok

mendatangi perusahaan5 apalagi mengadalon perundingan.

Serikat pekerja pun tidak selalu bisa banyak membantu karena

apabila serikat pekerja tedalu kritis, hal itu bisa mengancam

masa depan pekerjaannya ketika aktivis serikat pekerjs tersebut

juga buruh di perusahaan yang bersangkutan.2

Kondisi tersebut meqiadi persoalo lorcna bipartit

otormatis tidak bisa dilakukan. Menurut UU No. 2 Tahun 2004

di atas, proses penyelesaian hubungan industrial melalui

konsiliasi, a6itrasi, dan mediasi baru dapat dilakukan setelah

adanya upaya biparti! yang dibuktikgn dengan risalah bipartit.

'?ld adalah kondisi umum dad buruh yarg di-PHK bcrdasarkm
k*erangan Ibnu Sartoso (Kasi Hubungan Industrial dan Jamsostek
Disnakertanduk Propinsi Jawa Tengah) tanggal 25 Januari 201 l.
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Kenyataannya, situasi tidak selalu sesuai dengln tuntuhn

idealitas peratutan perundangan-undangan.

Situasi semacam itu terjadi pula di Kabupaten Semarang,

misalnya dalam persoalan Pemutusan Hubungan Kerja @HK).
Menurut UU No 1312003 tentang Ketenagake{aan, pHK dapat

dilakukan dalam dua keadaaq yaitu pekerja/buruh bersalah dan

pekerja/buruh titlak bersalah. Pasal 158 uU No. 13D003

menegaskan bahwa bunrh dapat di-PHK karena melakukan

kesalahaa-kesalahan berihrt:

a. Melakukan penipuao, pencurian, atau p€nggetspan barang

dan/atau milik pcrusahaan;

b. Memberikan ketcrangrn palsu atau yang dipalsuknn

sehingga merugikan perusahaar;

c. Mabu( meminum minuman keras yang memabukkan,

memakai dan/dau mengedarkan narkotilq psikotopika, dan

zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;

d. Melakukan tindakan asusial atau perjudian di lingkungan

ke{a;

e. Menyerang menganiay4 mengiancam, atau mengintimidasi

teman sekerja atau pe.rgusah. di lingkungatr kerja;

f. Membujuk teman sekerjs atau pengusehs untuk metakukan

perbuatan yang bertenhngan dengan peraturan perundrng-

undangan;
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g. Deng,an c€rohh atau sengaja membiarkan teman sekerja

atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;

h. Membongkar atau membocorkrn rahasia perusahaan yang

seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepenthgan negara,

atau

i. Melnkr*an perbuatan tainnya di lingkungan perusahaan

yang diancom pidana 5 (lima) rrhun arau bbih.

Apabila salah atsu atau beberapa kesalahan tersebut

terbukti dengan adanya bukti tert8trgk p t nsaq pengakuan

yang bersangkuta4 atau stas laporan pihak berwenang di
perusahaan dengan disetasi dua orang saksi, maka buruh

tesebut dapat di-PHK. Buruh y8trg di-PHK karena kesatahan

&pat mendapatlon u44g lrengga ian hak, sebageimana diatuar

dalam pasal 156 ayat (4) W No. 13 Tahun 2(X)3, yaitu

p€nggatrtian hak:

a. Cuti tahunan yang belum diambil

b. Biaya perjalanan pulang buruh dan keluarganya ke tempat

buruh ditcrirna bekerjq

c. Penggantian penrmahan serta pengobatan dan perawatan

sebesar 15% dari uang pesangon dan/atau ""ng penghargaan

masa kerja bagi yang memenuhi syaraq

d. Hal-hal lain yang ditetapkil dalam perjanjian kerja,

peraturan perusehaan atau perjanjian kerja bersama.
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Sementara itu, pasal 161 UU. No 13 Tahun 2003 juga

menyebutkan adanya pemutusan hubungan kerja akibat

pelanggaran oleh buruh terhadap perjanjian kerja, p€raturan

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. pemutusan

hubungan ke{a dapat dilakukan setelah buruh diberikan surat

peringatan tiga kali hurut-turut, dengan masing-masing surat

berlaku untuk paling larna enam bulen. Dalam kasus

p€langgaran tersobu! buruh mempcroleh:

a. Uang pesangon sebesar sa$ kali sesuai ketentuan pa88l 156

syar (2)

b. Uang penghargaaa masa kerja sebesar satu kali sesuai

ketentuan pascl 156 a)d (3)

c. Dan u"ng penggantian hak, sebagaimam disebud<ao dal"'n

pasal 156 ayat (4) di aras.

Aturan pemberian pesangon, penghargaan k"rjq dao

pengantian hak ters€but berlaku juga apabila penrsahaan tutrp

karena mengalami kerugian secafa terus-menerus selama dua

tahun berturut-turut atau karcna keadaan memaksa. Tentu sqia

kondisi tersebut harus dibuktikan berdasarlon laporrn keuangan

dua tahun terakhir yang diaudit oleh auditor publik.

Sementara itu, kalau buruh di-PHK bukan at s dasar

kesalahaq pelanggaran, Etau kerugian dan keadsar mematsa,

melainkan karena atasan efisiemi, maka perusahaan dibeboni



175

pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2). Adapun uang

penghargaan dan penggantian hak tetap diberikan sesuai aturan

dalam pasal 156 ayat (3) dan (4).

Aturan tersebut pada prakteknya bisa menimbulkan

permasalahan karena perbedaan sudut pandang antara

pengusaha dan pekerja mengenai apakah PHK yang dilakukan

terjadi akibat kesalahan atau pelanggaran pekerj6 416u tidak dqn

apakah buruh dalam kasus pelanggaran, sudah diperinga&an

tiga kali bertrnrt-turut atau belum. Defmisi apakah pekerja

bersalah dan melanggar atau tidak akan berimplikasi tertadap

besaran pesangon yang hanrs dibayarkan olch penguasa. Dalam

kondisi demikian, peruadingan bipartit yang sejajar sulit

dilakukan karena posisi tawar pekerja yang rendah.

Bipartit sering tidak mungkin dilakuton kar€na hambatan

yang muncul dari kesedangan kekuasaan tersebut. Seoratrg

peke{a yang di+HK tidak mudah untuk bisa menemui pihak

perusahaan. Alih-alih bertemu pihak manajerial seorang buruh

yang sudah di-PHK bisa dicegah oleh sa&m untuk memasuki

wilayah perusahaan. Akibahya, bipatit sebagai langkah

pertama p€nyelesaian hubungan indusrial tidak berjalan efektif.

Hal itu diperparah deagan ketidaktahuan pihak-pihak mengenai

fonnat risalah bipartit.
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2. Problem Eksekutorial Perjanjian Bersama

Problem kedua dalam mediasi perselisihan industial

adalah problem elskusi hasil perjanjian bersama. Meskipun

dalam Undan-undatrg Nomor 2 Tahun 2204, pe1aajin

Bersama yang ditandatangani bersama oleh pengusaha den

buruh d"n disaksil€n oleh mediator didafta*an ke pengadilan

Hubungan Industrial (PHD untuk mendap&tkao bukti, tetapi

persoalan eksekusi bukan berarti terselesaikan. permohonan

cksekusi tersebut didhu.dqa'n pasal 13 ayat (3) item b dan c

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004. Pasal 13 ay* (3) poin a

dan b menegaskan bahwa pihak yang dirugikan bisa

mengajukaa permohonan eksekusi kepada PHI di wilayah pB

dibuat atau di wilayah domlsili pemohon eksekusi, kalau

pemohon tinggal di luar wilayah tempat PB diburt

Keberadaan pasal 13 tersebut adalah jaminan agar isi pB

dilaksaflaka& llanya saja, prakteknya tidak sebaik &turannya.

Ketika pengusaha tidak mcmeauhi poin-poin perjanjian

bersama dan pihak buruh mengajuksr pennohonan eksekusi,

tidak serta merta PHI bisa melakukan eksekusi. Problem utama

dalam melakukan eksekusi adalah anggaran/dana. Dalam satu

tahuq PHI hanya mempunyai targpt I kali eksekusi s€hingga

kalau ada persoalan mengenai e&sekusi lain, PHI tidak memiliki

kemamp""n melakukannya. t al itu terjsdi &lam kasus-kasus
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yang nilainya di bawah 100 juta karena untuk kasus-kasus yang

bemilai di bawah 100 jua tidak ada biaya yang ditaoggung oleh

para pihak.

3. Problem Kesejahteraan dan Kebilakan

Problern kesejatteraan menjadi isu penting dalam dunia

mediasi perselisihan hdustrial. Isu itu berlaku untrk mcdiator

maupun konsiliator. Meskipuo konsiliator menerima honor dari

b€ndahara imtansi yang bertangguog jawab di bid"ng

ketenagakerjaa& namun honor ters€but jauh untuk dilotakan

layak Dataa Petatuan Mentai Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi Republik Iodonesia Nomor Per.29lMEN/t/I2006

tentang Honorariurr/imbalan Jasa bagi Koosiliator dan

Penggantian Biaya bagi Sa*si dan Sal6i Ahli dalam Sidang

Mediasi atau Konsiliasi pasal 2 sampai 5 diatur mengenai

honomrium bagi konsiliator.

Konsiliator menerima honor sebesar Rp 200.000'00 (dua

ratus ribu rupiah) setrap kasus perselisihan industsial. Honor

tersebut masih dikenakan pajak penghasilan. Bisa dilihat betapa

kecilnya honor bagi konsiliator dibandingkan tugas dia dalam

memfasilitasi penyelesaian Perselisihstr industrial, yang boleh

jadi tidak cukup diselesaikan dalam satu pertemuan.
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3Vawancors 
dengan Ibnu Santoso. Kasi Hubnngan Indushial dan

Jsmsostek Disoakcrtransdu& hopinsi Jawa Tengah Tanggal 25 Janusri
201l.

Hal yang sama tedadi pula dengan mediator. Dengan

berlakunya otonomi daeralL maka daerahlah yang metrentukan

berbagai hal, termasuk dalam penentuan tunjangan atau

remunerasi. Di Jawa Tengalq mediator belum mendapatkan

remunerasi. Jadi, mediator memperoleh tunjangan biasq yaitu

Rp 250 ribu (tIVe), Rp 300 ribu (IIVb{), dan Rp 400 ribu

(M8).3 Mediator juga tidak mendapatkan upah dari mediasi

y8trg ia tangani.

Kenyauannyao mediator menangani be6agEi p€coatan

di lapangan. Karena alasan keterbatasan jumlah pegwai,

mediator juqa menjalankan fungsi so6ialis.si, misalnya tentang

pengupaha& ke perusahaan-perusahaan. Karena tidak ada satr
khusus adoini$resi, medialor pun lnnrs m€desgani s€ndiri

persoalan administasi" seperti perranggilan para pihak maupun

saksi-saksi. (FGD dengan Suyono, Priani Servia Ashrti dan

Yuli tangeal 4 Januari 2010).

Selain itu, kenaikan pangkat mediator memerlukan kerja

yang cukup keras. Meskipun secara teori mediator fuogsional

bisa naik pangkat lebih cepat dibandingkan mediator stuktural,

tetapi kenyataan berbicara tain. Item-item penilaian kredit point
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untuk kenaikan pangkat bernilai rendah sehingga untuk

memenuhinya mediator harus benar-beaar banyak beraktivitas

dan pada akhimya kenaikan pangkat medialor fungsional sama

saja atau bisa lebih lambat dibandingkan mediator sauktural.

Mediator fungsional di Disnakertans Kabupaten Semarang

rata-rata naik pangkat &lam janglo waktu lima tahun.

Kondisi tersebut diperparah dengan ong€aran bagi

mediator yang rendah. Di Bandung misalnya mediator

mendapa*an tunjeqgan khusus dari pemerintah &eit[ tetapi

hal itu betum bedaku di Jawa Tengah. Jadi, peningkatan kasus

yang hanrs ditaogani mediator berbanding terbalik dengan

banyaknya kasus yang ditangani.

IIat itu juga berdampak kepada regenerasi mediator.

Kondisi mediator firngsional sebagimana ditunjukkan di stas

membuat tidak banyak lagi orang yang berminat menjadi

mediator. Kondisi tersebut diperparah lagi oleh

pengetahuan para pengambil kebijakan di kotaAabupaten yang

tidak begitu memahami arti penting mediasi bagi penyelesaian

perselisihan hubungan industrail. Akibatrya, formasi bagi

mediator sering tidak menjadi priorias dalam perekrutan

pegawai negeri sipil.

Meskipun mengeluhkan kesejahteraan mereka, para

mediator di Disnakertrans Kabupaten Semarang tetap
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menjalankan tugasnya. Mereka yang diwawancari mengaku

bahwa melaksanakan tugas mediator dan membela hak buruh

adalah bagian dari pengabdian mereka Namun, fenomena yang

berbeda terjadi di daerah lain, termasuk di Disnakertransduk

Propinsi Jawa Tengah.

Dari sisi kebijakaq banyak pejabat di instansi yang

bertugas menaagani perselisihan industrial yang kurang

memahami p€rsoalan ketenagakerjaan. Akibatnya perhatian

terfiadap kepentingan mediator kurang. Kondisi crsebut dapat

membebari mediator karena ia harus menangani hal-hal

adminisfafif, yang seharusnya bukan menjadi tugasny&

Perekruhn kembali tenaga untuk mediator juga fidak selalu

mendapat perfutian.

Mediator-mediator fungsiona! yang seharusnya tidak

diperbolehkan menjadi Kasi ftepala set<si), pengawas, atau

dipindahkan, ternyata bisa berpindph profesi. Itu b€rafii meqiadi

mediator perselisihan hubungan indushial bukan tugas yang

ringan dan sarat dengan godaao, terutsma materi.

Di samping problem-problem di atas, ada pula problem

lain dalam pelaksanaan mediasi PHI. Mediasi pHI sering

menjumpai kegagalan karena faktor-faktor berikut: Mediator

yang kurang professional.
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1. Faktor teknis, seperti keengganan pekerja ke kantor disnaker

untuk penyelesaian masalah secara mediasi.

2. Sikap pakewuh pekerja untuk menyelesaikan masalahnya

setelah mereka konsultasi di kantor disnakertans.

3. Salah satu pihak merasa takut atas pihak lain.

4. Sepakat untuk berdamai, namun mereka masih bersikuku

pada posisi (awa: pokoke fudu ngene).
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BAB V

PENUTT'P

A SimFulan

Uraian di stas meagantarksn ht8 kepada be.berapa

kesiEpulan, yaitu:

l. Mediator yang bertugas dalarn memfasilitasi p,roses oediasi

kasrs perselisihan hubrmgao indrstrial adalah mediator y""g

dianglot oleh menteri tenaga kerja. Mediatot hanslah pegawai

negeri sipil, bisa scbagai jabatan fimgsional mediator matpun

sebagai jabstan strultural. Pada praktiknye mediator

flmgsional dan Etruktural sama tugastry8' hanya saja mediator

frmgsional tidak boleh memangkujabatan strultural dan sist€m

keoaikan pangkat mediator fimgrional didasarkan atas

pengumpulan sngks kedit. Istlleh mediator dalam

penyelesaiao perselislhan hubungan indwtrial hanya mengacu

kepada mediator pegawai negeri. Mediasi yang dilakukan oleh

nonpegawai negeri disebut dengan konsiliasi dan dilstokan

oleh konsiliator. Mediator blsa menaogani semua (empat)

macam perselisihan, sedsngksn konsiliator hanya bisa

menangani tiga saja. Pada prakteknya, medirtor lebih bisa

diterima para pihalg baik bwrih atau majikan karena dipandang
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lebih netral dan memiliki otoritss sebagai aparatus pemerintah.

Konsiliator yang berasal dari latar belakang pengxaha atau

serikat pekerja cenderung menimbulkan problem netralltas bagi

para pihak

2. Pelaksanaatr mediasi, sebagaimana diatur oleh undsng-undang,

terjadi setelah kedua belah pihak ti&k mengambil opsi

arblttase atau konslllasi. Rambu-rambu pelaksanaan mediasi

1"116 6i1.qngk'aa dalam peraturan penmdaag-undangao, namrm

rlqlao pelaksanaaoaya adl pertimbangan-p€rtimbangan

tertentu yang membuat mediator bisa mcmberikaa

keloaggaran. Proses mediasi di dinas [et6nagakerjaaa

umurntrya teriri atas beberapa langkah: a. pengecekan ryarat
administratif, seperti surat kuasa bagi wakil perusahaan; b,

Mediator meminta keterangan dari masing-masing pihak yary

bersengketa; c. Proses tawar-m€nawat antafa p€ngus{ha dan

pekerja dalam praktek mediasi; d. Kaukus (setengah kamar)

untuk memudahkan negosiasi; e. tahap kesepakatan (apabila

terjadi).

Ada kalanya mcdiator para pihak dalqm ruangrn untuk

memberi kescrnpabn kedua belah pihrk bemegosiasi kembali.

Umumnya, mediasi dilalarkan di ruang yang disedirka'r oleh
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dinas ketenagakerjaan setempat. Mediasi biasanya berjalan dua

kali pertemuan. Ketika setelah dua kali pertemuan mashg ada

kemungkiaan pemecahan masalah atau permasalahan belum

tuntas, tetapi ada peluang penyolesaian bisa juga dilakukan

perundingen sslaqiutnya dengan difasilitasi mediator.

Pendekatan mediasi yang digunakan oleh para mediator

lebih bersifat settlement, yaitu p€nyelesian sengketa melalui

kesepkatan kompromi atsu kesepalotsn yang didasarkan atas

posisi masing-masing pihak. Idealitas untuk membangun

hubungan s€bagaimara diidealkstr oleh mediasi tsarBformatif

sulit ditemukrn di lapangan. Iful itu terjadi karena kasus

sengketa yang terjedi banyrk terkait dengen pemutusan

hu$ungan kerjq dimana hubungan yang menjsdi persoalan

hubunga'r bisuis antara buruh dan majikan.

3. Faktor pendukung mediasi antara lain terletak kepada mediator

dan hubungan. Faktor dari mediator yang mendukung

terjadinya proses mediasi antara lain: a. otoritas yang dimiliki

oleh mediator dan b. fungsi ganda mediator. Mediator adalah

pegawai negeri yang sering dipandang sebagri kepanjangan

tangan dari pemerintal. Karena itulat\ ia memiliki legitimasi

yang kuat untuk memfasilitasi proses mediasi. Selain ihr,
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mediator memiliki fungsi lain selain mendamaikan para pihak.

Fungsi mediator dalam prakteknya adalah pembinaan di bidong

ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan dan juga terkadang

menjalankan fungsi pengawasan. Karena itu, mediator bisa

menggunakan berbagai identitas untuk menjalankan fungsi

mediasinyq meskipun terkadary menitikbera*an kepada

penguat& pihak yang lemah posisi tawarnya. Faktot lain yang

mendukung kebedrasilan mediasi adalah adanya hubungan yrng

dimiliki oleh mediatot. Mediator memiliki hubungan dengan

pihaek perusahaan dalam kapasitasnya sebagai pembina di

bidang ketenagkerjaan dan memiliki hubunCan de4an serilot

pekerja maupun aparat-aparat lainnya- Hubungan itutah yang

bisa digunakan uf,tuk membantu dengatasi sengketa antara dau

pihak yang b€rHa level kekuatannya.

Faktor penghambat mediasi terletak kepada dua fakton a-

Faktor sistem d"n b. faktor kemampuan individu. Faktor sistem

muncul dalam beberapa bentuk. Pertama, tidak semua pejabat

yang membawahi bidang ketenagakerjaan menyadari arti

penting mediasi, khususnya bagian perencanairn alan pngganm.

Akibahyq perekerutan mediator dan tunjangan para mediator

kurang mendapatkan pertatian., padahal tugas mediator di

lapangan cukup berat. Mediator harus menjalankan fungsi
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multi, yaitu fungsi mediasi dan fungsi administrasi karena

mediator seringkali harus mengurusi sendiri administrasi yang

terkait dengar mediasi. Di samping, itu kenaikan pangkat bagi

mediator frrngsional tidak mudah karena angka lredit yang

menuntut kerja ekstra bagi mediator. Karena ihr, ada

kecendrungan mediator memilih tugEs atau jabatan lain apabila

mernungkinkan dan minat menjadi mediator semakin tunrn.

Faktor individu terletak kepada kemampuan dan

komitrnen para mediator. Masih ada mediator.mediator yang

dan komitemennya kuraag, padahal penoalan

hubung indusEial menyangkut persoalan sosial yang kompleks.

Persoalan hubungan indusrial tidak hanya menuntut

penguasaan teknik meiliasl, tetapi jog" kemampuan

berkomunikgsi dan kesungguhan untuk meningkatkan martabat

pihak-pihak yang

B. Sran

Kajian meogenai mediasi perselisihaa hubuagan industrial,

masih terb"kr udtuk dikaji lebih lanjut. Kajian mengenai mediasi

hubmgan indEtrial adalah wilayah gar&p yang bisa diperluas

cakupannya rmtuk mernperbaiki kualitas resohrsi konflik di bidang

ketenagakedaen.
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Penelitian ini dilakukan dengan mengambll dua tempat,

ysitu Kabupaten Semarang dan Kota Pekalongan. Temyatq

permasalahaa yang terjadi di dua tempat tersebut tidak selalu

sama, yang berarti ada kontels-konteks lokalitas dalam

penyelesaian ;rrsoalaa hub"ngan industrial. Demikian pula,

penelitiatr ini masih belum mencakrp persoalao kebiJakan dalam

bidang mediasi hubungan industrial, baik yang meiryangk8

rekrutmeo, kesejahtemro, mauptm peqgawa.rnny&

Dengan demildaq ladang peneltttan di bidang mediasi

hubtngan industrial masih menjadl lqh.n yaog mcdjasjike bagi

penelitian dan pengkajisn tentang mediasi. Hal itu t€otunya akan

memberikan masrrken konstruktif bagi para pengambil kebijeken

di bidang keteoagakerjaan untuk mempertaiki persoalan-persoalan

yang terjadi di lapangan demi peningkatan kualitas pelayanao di

bidang ketenagakerjaan.
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